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	LAMPIRAN  II
	:
	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

	
	
	NOMOR
	: 46 Tahun 2011

	
	
	TANGGAL
	: 28 September 2011


TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2010-2014 
I. TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM/KEGIATAN
	OUTCOME/OUTPUT
	INDIKATOR
	TARGET
	UNIT ORGANISASI PELAKSANA

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya komitmen dan dukungan pemangku

kepentingan terhadap berjalannya proses demokratisasi dan 
	1. Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik (KK-14), khususnya revisi terbatas terhadap UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (KK-15)
	1 Dokumen RUU  Revisi terbatas UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (KK 15)
	1 Dokumen RUU  Revisi terbatas UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (KK 15)
	-


	-


	-


	DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	
	dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
	
	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Partai Politik (KK 14)
	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Partai Politik
	-


	-


	-


	

	
	
	
	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD  
(KK 14)
	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 

(KK 14) PB
	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
(KK 14) PB
	-


	-


	

	
	
	
	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pilpres 
(KK 14) PB
	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pilpres
	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pilpres 

(KK 14) PB
	-
	-


	

	
	
	
	1 Dokumen RUU revisi terbatas  UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD

(KK 14) PB
	1 Dokumen RUU revisi terbatas  UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (KK 14) PB
	1 Dokumen RUU revisi terbatas  UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (KK 14) PB
	-


	-


	

	
	
	2 Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi (PB)
	52,3
	66
	68
	-
	70
	

	
	
	3 Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil (PB)
	-
	-
	-
	3
	-
	

	
	
	4 Indeks Kebebasan Sipil (PB)
	75,7
	78
	79
	-
	80
	

	
	
	5 Indeks Hak-Hak Politik (PB)
	53
	66
	68
	-
	70
	

	
	
	6. Persentase kebijakan/pera-turan perundangan  yang dilak-sanakan oleh Pemda dan para pemangku kepentingan (PB)
	-


	70 %
	75 %
	80 %
	80%

	

	
	
	7. Persentase  forum dialog publik yang efektif (PB)
	-


	70 %
	75 %
	80 %
	80%
	

	1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik 
	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Ditjen Kesbangpol 
	1. Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta langganan daya & Jasa) yang tepat waktu
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	SEKRETARIAT DITJEN KESBANGPOL

	
	
	2. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran (Renstra,RKP,RENJA, RKA-KL dan Juklak-Juknis)
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	
	
	3. Persentase pengukuran kesesuaian Capaian Kinerja
	75%
	78%
	80%
	82,5 %
	85%
	

	
	
	4. Jumlah Koordinasi aparat Kesbangpol di seluruh Indonesia 
	2 Kegiatan meliputi 531 prov/kab/kota 
	2 Kegiatan meliputi 531 prov/kab/kota
	2 Kegiatan meliputi 531 prov/kab/kota
	2 Kegiatan meliputi 531 prov/kab/kota
	2 Kegiatan meliputi 531 prov/kab/kota
	

	
	
	5. Persentase pedoman/ juknis dan fasilitasi rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemendagri dan Pemda yang diselesaikan sesuai kebutuhan
	50%
	65%
	75%
	80%
	85%
	

	
	
	6. Persentase penyelesaian dokumen  hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan -aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP 
	75%
	80%
	85%
	90%
	95%
	

	
	
	7. Jumlah dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntasi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Kesbangpol
	6 jenis dokumen
12 bulan
	6 jenis dokumen
12 bulan
	6 jenis dokumen
12 bulan
	6 jenis dokumen
12 bulan
	6 jenis dokumen
12 bulan
	

	
	
	8. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian
	75%
	80%
	85%
	90 %
	90%
	

	
	
	9. Jumlah Pengadaan sarana &/Prasarana  non mengikat
	46 kegiatan  pengadaan
	46 kegiatan  pengadaan
	50 kegiatan  pengadaan
	50 kegiatan  pengadaan
	50 kegiatan  pengadaan
	

	2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan 
	1. Persentase jumlah penyelesaian rumusan  kebijakan pengembangan nilai kebangsaan Indonesia yang tepat waktu (PB)
	-
	75%
	80%
	85%
	87%
	DIREKTORAT BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN



	
	
	2. Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan (PN)
	-
	1 Modul Wawasan Kebangsaan
	1 Modul Wawasan Kebangsaan
	1 Modul Wawasan Kebangsaan
	1 Modul Bingkai Kebangsaan
	

	
	
	
	-
	1 Modul Pembauran Kebangsaan


	1 Modul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa
	1 Modul Ketahanan Bangsa


	-
	

	
	
	
	-
	1 Modul Bela Negara
	1 Modul Bela Negara
	1 Modul Bela Negara
	-
	

	
	
	
	-
	1 Modul Pengembangan Nilai-Nilai Pranata Sosial
	
	
	
	

	
	
	3. Jumlah  forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah (PN)
	-
	15
	20
	25


	25


	

	
	
	4. Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran (PB)
	-
	7 provinsi

(tiap provinsi 7 orang)
	7 provinsi

(tiap provinsi 7 orang)
	7 provinsi

(tiap provinsi 7 orang)
	7 provinsi

(tiap provinsi 7 orang)
	

	
	
	5. Persentase Peningkatan  layanan ijin penelitian bagi masyarakat  (PB)
	70%
	75%
	77,5%
	85%
	87%
	

	
	
	6. Jumlah kerja sama  dengan organisasi masyarakat sipil dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat  bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (PB)
	-
	134 paket kerjasama di 33 provinsi
	134 paket kerjasama di 33 provinsi
	134 paket kerjasama di 33 provinsi
	134 paket kerjasama di 33 provinsi
	

	
	
	7. Jumlah provinsi yang  mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan Kebangsaan (PB)
	-
	33 provinsi
	33 provinsi
	33 provinsi
	33 provinsi
	


	3. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
	Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi

Peningkatan Kewaspadaan Nasional
	1. Persentase kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik sosial (PB)
	-
	50%
	85%
	90%
	100%
	DIREKTORAT FASILITASI KEWASPADA-AN NASIONAL

	
	
	2.  
Persentase kumulatif provinsi/ kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik (PB)
	40%
	60%
	65%
	70%
	75%
	

	
	
	3. Jumlah angkatan aparatur pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Bidang Kewaspadaan Nasional (PB)
	8
	10
	10
	10
	10
	

	
	
	4. Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi dan Monev dalam  penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan (PB)
	6 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat)

	7 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng,Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat)
	wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT)

	7 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT)
	7 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT)
	

	
	
	
	-
	16 wilayah rawan konflik
	16 wilayah rawan konflik
	16 wilayah rawan konflik
	16 wilayah rawan konflik
	

	
	
	
	-
	10 wilayah potensi konflik
	10 wilayah potensi konflik
	10 wilayah potensi konflik
	10 wilayah potensi konflik
	

	
	
	5. Jumlah kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan konflk (PB)
	-
	100 paket kerjasama di 33 provinsi
	100 paket kerjasama di 33 provinsi
	100 paket kerjasama di 33 provinsi
	100 paket kerjasama di 33 provinsi
	

	
	
	6. Persentase Penyusunan Rumusan Kebijakan dan Desiminasi  bidang Kewaspadaan Nasional (PB)
	-
	75%
	77.50%
	80%
	82.50%
	

	
	
	7. Persentase layanan administrasi, Lembaga Asing dan orang asing (PB)
	-
	70%
	75%
	80%
	85%
	

	
	
	8. Jumlah laporan pemantauan situasi daerah (PB)
	1 laporan puskomin
	1 laporan puskomin
	1 laporan
	1 laporan
	1 laporan
	

	4. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

	Terlaksananya penyusunan kebijakan,  fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran ketahanan seni, budaya, agama  dan organisasi kemasyarakatan 


	1. Jumlah dokumen indeks masyarakat sipil
	-
	‘-
	‘-
	1 Dokumen
	
	DIREKTORAT FASILITASI KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARA-KATAN

	5. 
	
	2. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas (PB)
	580 Ormas, LSM dan LNL
	500 Ormas, LSM dan LNL
	500 Ormas, LSM dan LNL
	500 Ormas, LSM dan LNL
	500 Ormas, LSM dan LNL
	

	1.1 
	
	3. Persentase kemajuan rancangan revisi  UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas (PB)
	55%
	80%
	100%
	-
	-
	

	1.2 
	
	4. Persentase kemajuan penyusunan  desiminasi, monitoring dan evaluasi rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelengg. kebijakan publik bid. ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan (PB)
	-
	75%
	85%
	90%
	100%
	

	1.3 
	
	5. Jumlah Fasilitasi Forum dan Monev  Bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan (PB)
	-
	50%
	55%
	60%
	65%
	

	1.4 
	
	6. Tingkat pelayanan publik  termasuk data basenya  (PB)
	50%
	60%
	65%
	70%
	75%
	

	1.5 
	
	7. Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dan pemerintah daerah
	-
	95%
	97,5%


	100%
	
	

	1.6 
	
	8. Jumlah modul pengembangan nilai Budaya kebangsaan (PN)
	-
	-
	1 Modul Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
	-
	-
	


	6. Fasilitasi Politik Dalam Negeri


	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi Politik Dalam Negeri 
	1. Persentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan politik dalam negeri yang akuntabel dan tepat waktu  (PB)
	50%
	75%
	85%
	87,5%
	90%
	DIREKTORAT FASILITASI POLITIK DALAM NEGERI

	
	
	2. Persentase pelaksanaan  fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan (PB) 
	50%
	75%
	85%
	87,5%
	90%
	

	
	
	3. Jumlah fasilitasi forum komunikasi politik (PB)
	-
	3
	3
	3
	3
	

	
	
	4. Persentase laporan  pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu (PB)
	75%
	80%
	85%
	90%
	95%
	

	
	
	5. Persentase  kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (PB)
	50%
	100%
	100%
	-
	-
	

	
	
	6. Persentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (PB)
	50%
	100%
	100%
	-
	-
	

	
	
	7. Persentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PB)
	50%
	100%
	100%
	-
	-
	

	
	
	8. Jumlah paket kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan (PB)
	-
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	9. Jumlah parpol yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (PB)
	-
	9 parpol
	9 parpol
	9 parpol
	9 parpol
	

	
	
	10. Jumlah kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan politik dalam negeri
	-
	-
	234
	284
	334
	

	
	
	11. Jumlah materi/modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula (PB)
	3 Modul tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih Pemula
	3 Modul tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih Pemula
	1 Modul
	1 Modul
	1 Modul
	

	
	
	12. Jumlah Publikasi best practice dan inovasi praktek demokrasi
	-
	50
	50
	50
	50
	

	7. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi


	Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi ketersediaan 
	1. Persentase penyusunan  rumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi (PB)
	-
	75%
	50%
	75%
	85%
	DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGEM- BANGAN

	
	informasi dan dukungan pembinaan ketahanan ekonomi
	2. Jumlah kerja sama  dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ketahanan Ekonomi
	-
	50 paket Kerjasama dalam Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi dgn lintas sektor
	50 paket Kerjasama dalam Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi dgn lintas sektor
	50 paket Kerjasama dalam Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi dgn lintas sektor
	50 paket Kerjasama dalam Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi dgn lintas sektor
	KETAHANAN EKONOMI

	
	
	3. Jumlah Fasilitasi Forum Bidang Pembinaan Ketahanan Ekonomi (PB)
	-
	7 forum
	9 forum
	12 forum
	14 forum
	

	
	
	4. Jumlah materi/modul Ketahanan Ekonomi (PB)
	-
	4 materi /modul
	4 materi /modul
	4 materi /modul
	4 materi /modul
	

	
	
	5. Jumlah Pembangunan  Managemen Information System (MIS)  Pembinaan Ketahanan Ekonomi (PB)
	-
	Perancangan  Managemen Information System (MIS)  Pembinaan Ketahanan Ekonomi
	Perancangan  Managemen Information System (MIS)  Pembinaan Ketahanan Ekonomi
	Perancangan  Managemen Information System (MIS)  Pembinaan Ketahanan Ekonomi
	Perancangan  Managemen Information System (MIS)  Pembinaan Ketahanan Ekonomi
	

	
	
	6. Laporan Strategis  Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (PB)
	-
	6 Laporan bulanan
	10 Laporan bulanan
	12 Laporan bulanan
	12 laporan bulanan
	

	
	
	7. Jumlah dokumen evaluasi UU No 9 Tahun 1961 mengenai Pengumpulan Uang atau Barang  (PB)
	-
	1
	1
	-
	-
	

	
	
	8. Persentase kemajuan pengem-bangan  Democracy Trust Fund (PB)
	-
	25%
	50%
	75%
	85%
	

	
	
	9. Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP Insentif Perpajakan (PB)
	-
	1 laporan masukan hasil pertemuan/ forum
	1 laporan masukan hasil pertemuan/ forum
	1 laporan masukan hasil pertemuan/ forum
	-
	


DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

	PROGRAM/KEGIATAN
	OUTPUT/OUTCOME
	INDIKATOR
	TARGET
	UNIT ORGANISASI PELAKSANA

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
	Meningkatnya konsolidasi kebijakan dan standardisasi teknis dibidang
	1. Jumlah daerah yang difasilitasi dan diperbaiki instrumen kerja serta regulasi terkait dengan pelayanan perijinan di daerah
	-


	5 Daerah

( 2 Produk Pengaturan)
	5 Daerah
	5 Daerah
	5 Daerah
	DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

	
	pemerintahan umum
	2. Jumlah Kab/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. (KK 16 1) (PB)
	10 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi 

(1 Permendagri)
	20 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi
	20 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi
	25

Kabupaten/Kota di 6 Provinsi
	25 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi
	

	
	
	3. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam rangka pengembangan kerjasama sektor minyak dan gas, perkotaan dan ekonomi daerah
	-
	9 Provinsi
	9 Provinsi
	10 Provinsi
	10 Provinsi
	

	
	
	4. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan de-ngan Peraturan Perundangan
	15 segmen
	15 segmen
	15 segmen
	15 segmen
	15 segmen
	

	
	
	5. Persentase penyusunan gasetir (pulau-pulau) seluruh Indonesia
	50%
	80%
	90%
	100%
	-
	

	
	
	6. Persentase daerah yang mempunyai kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas yang sesuai standar dalam penciptaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 
	20%
	30%
	60%
	80%
	100%
	

	
	
	7. Jumlah Pos Lintas Batas tradisional dan Internasional dengan kualitas manajemen pengelola serta fasilitas pendukung yang memadai
	3 paket
	3 paket
	3 paket
	3 paket
	3 paket
	

	
	
	8. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SOP dan NSPK
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	

	
	
	9. Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan
	3 Kesepakatan
	4 Kesepakatan
	4 Kesepakatan
	4 Kesepakatan
	4 Kesepakatan
	

	
	
	10. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota
	-
	5 Daerah
	5 Daerah
	5 Daerah
	5 Daerah
	

	
	
	11. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi) (PB)
	15%
	35%
	55%
	75%
	100%
	

	
	
	12. Pembakuan nama-nama rupabumi alami di Indonesia
	-
	50%
	60%
	75%
	90%
	

	
	
	13. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundangan
	-
	10 Provinsi
	10 Provinsi
	10 Provinsi
	3 Provinsi
	

	
	
	14. Jumlah aparatur Satpol PP dan Satlinmas  yang mendapatkan pembinaan dibidang penegakan Perda dan perlindungan masyarakat
	-
	250 Orang
	250 Orang
	250 Orang
	250 Orang
	

	
	
	15.  Jumlah daerah yang memperoleh fasilitasi penetapan kawasan khusus dan dukungan pengembangannya
	-
	5 Daerah
	5 Daerah
	6 Daerah
	6 Daerah
	

	
	
	16. Jumlah rumusan kebijakan dalam pengembangan kawasan khusus
	-
	1 Permendagri
	1 Permendagri
	1 Permendagri
	1 Permendagri
	

	
	
	17. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus
	-
	7 Daerah
	7 Daerah
	8 Daerah
	8 Daerah
	

	
	
	18. Persentase kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa di kawasan khusus dan di bidang pertanahan
	-
	50%
	60%
	65%
	70%
	

	1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal 
	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan 
	1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, RKP, RKA, RKAKL dan Petunjuk Operasional) 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	SEKRETARIAT DITJEN PUM

	Pemerintahan Umum
	Umum
	2. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan aset, laporan kinerja serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	3. Persentase pedoman/ juknis dan rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	4. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	5. Persentase pengadaan sarana dan prasarana 
	80%
	80%
	80%
	80% 
	80%
	

	
	
	6. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana
	100%
	100%
	100%
	100%
	100% 
	

	
	
	7. Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di pusat dan daerah
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	8. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	9. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan
	-
	80%
	82%
	84%
	86%
	

	2. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah, serta Kerjasama Daerah
	1. Terfasilitasinya penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah, dekonsen-trasi dan tugas pem-bantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan 

pelayanan umum dalam rangka harmonisasi hubungan antar 

susunan pemerintahan 
	1. Jumlah Kab/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (KK 16 1) (PB)
	1 Permendagri 
10 Kabupaten/Kota di 6 provinsi
	20 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi
	20 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi
	25 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi
	25 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi
	DIREKTORAT DEKONSEN-TRASI DAN KERJASAMA

	
	
	2. Jumlah daerah yang difasilitasi dan diperbaiki instrumen kerja serta regulasi terkait dengan pelayanan perijinan di daerah
	-
	5 Daerah 
( 2 Produk Pengaturan)
	5 Daerah
	5 Daerah
	5 Daerah
	

	
	
	3. Jumlah rumusan kebijakan bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, dan peningkatan pelayanan umum 
	4
	4
	4
	4
	4
	

	
	
	4. Persentase fasilitasi pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan peningkatan pelayanan umum 
	-
	-
	90%
	95%
	100%
	

	
	
	5. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum 
	-
	-
	3 dokumen
	3 dokumen
	3 dokumen
	

	
	
	6. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama 
	100%
	100%
	100% 
	100%
	100%
	

	
	
	7. Persentase peningkatan jum-lah daerah yang melaksana-kan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik  (PB)
	10%
	15%
	15%
	20%
	20%
	

	
	
	8. Jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik  (PB)
	10
	10
	10
	12
	14
	

	
	
	9. Jumlah kumulatif daerah yang difasilitasi dalam rangka pengembangan kerjasama sektor minyak dan gas, perkotaan dan ekonomi daerah
	-
	9 Provinsi
	17 Provinsi
	25 Provinsi
	33 Provinsi
	

	
	
	10. Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama Daerah baik yang sukses maupun yang gagal (PB)
	-
	-
	1 paket laporan
	-
	-
	

	
	
	11. Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal (PB)
	-
	-
	-
	1 paket (updating)
	1 paket  (updating)
	

	
	
	12. Jumlah kegiatan fasilisasi kerjasama antar daerah yang diusulkan (PB)
	10
	10
	10
	12
	14
	

	
	
	13. Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi (PB)
	33 Provinsi
	33 Provinsi
	33 Provinsi
	33 Provinsi
	33 Provinsi
	

	
	
	14. Jumlah laporan fasilitasi kesekretariatan penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah(PB)
	-
	-
	1
	1
	1
	

	
	
	15. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam meningkatkan kerjasama daerah di bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik
	5 Provinsi
	9 Provinsi
	7 Provinsi
	6 Provinsi
	6 Provinsi
	

	3. Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan
	Terfasilitasinya penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, toponimi, pertanahan, dan pengembangan/ pengelolaan/ penyediaan
	1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, dan toponimi (PB)

	4
	4
	4
	4
	4
	DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN

	
	sarpras perbatasan antar negara 
	2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, dan toponimi 
	-
	-
	85%
	90%
	95%
	

	
	
	3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, dan toponimi
	-
	-
	3 dokumen
	3 dokumen
	3 dokumen
	

	
	
	4. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	5. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan (PB)
	15 segmen
	15 segmen
	15 segmen
	15 segmen
	15 segmen
	

	
	
	6. Persentase penurunan konflik karena sengketa perbatasan antar daerah
	-
	-
	10%
	10%
	10%
	

	
	
	7. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi) (PB)
	15%
	35%
	55%
	75%
	100%
	

	
	
	8. Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas  manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai (PN)
	3 paket
	3 paket
	3 paket
	3 paket
	3 paket
	

	
	
	9. Persentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara (PN)

	25%
	50%
	75%
	85%
	100%
	

	
	
	10. Jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara (PN)
	8
	10
	15
	17
	20
	

	
	
	11. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG (PN)
	6 provinsi
	7 provinsi
	6 provinsi
	6 provinsi
	6 provinsi
	

	
	
	12. Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan
	3 Kesepakatan
	4 Kesepakatan
	4 Kesepakatan
	4 Kesepakatan
	4 Kesepakatan
	

	
	
	13. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota
	-
	5 Daerah
	5 Daerah
	5 Daerah
	5 Daerah
	

	
	
	14. Persentase pembakuan nama-nama rupabumi alami di Indonesia
	-
	50%
	60%
	70%
	90%
	

	
	
	15. Jumlah sarana prasarana Pos Lintas Batas dan fasilitas pemerintah di perbatasan antar negara
	5 Unit Gedung di 5 Pos Lintas Batas dan 1 Unit Gedung di Wilayah Perbatasan
	4 Unit Gedung di 4 Pos Lintas Batas dan 4 Unit Gedung di Wilayah Perbatasan
	-
	-
	-
	

	
	
	16. Persentase daerah di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara
	25%
	50%
	75%
	85%
	100%
	

	
	
	17. Jumlah segmen yang terselenggara dalam percepatan penyelesaian batas daerah
	-
	100 Segmen
	150 Segmen
	200 Segmen
	250 Segmen
	

	
	
	18. Jumlah Permendagri tentang penegasan batas daerah
	20 permendagri
	20 permendagri
	15 permendagri
	15 permendagri
	15 permendagri
	

	
	
	19. Jumlah dokumen penyelesaian sengketa batas daerah/wilayah antar provinsi, kabupaten/kota 
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	

	
	
	20. Persentase penyusunan gasetir (pulau-pulau) seluruh Indonesia
	50%
	80%
	90%
	100%
	-
	

	
	
	21. Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar, serta penyediaan sarpras pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar
	3 Kegiatan
	2 Kegiatan
	2 Kegiatan
	2 Kegiatan
	2 Kegiatan
	

	
	
	22. Jumlah pertemuan Internasional dalam rangka peningkatan kerjasama antar negara (RI- Malaysia, RI- RDTL, RI- PNG)
	7 Pertemuan
	7 Pertemuan
	5 Pertemuan
	5 Pertemuan
	5 Pertemuan
	

	4. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja 
	1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja, Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil, Perlindungan Masya- rakat, dan Hak Asasi Manusia
	-
	2
	3
	3
	3
	DIREKTORAT KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN

	
	dan Satuan Perlindungan 

Masyarakat Dalam Menciptakan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan 
	2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas Polisi Pamong Praja  dan Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil Perlindungan Masya-rakat, serta bidang Hak Asasi Manusia
	-
	-
	90%
	95%
	100%
	MASYARAKAT

	
	Masyarakat
	3. Jumlah laporan monitoring  dan evaluasi bidang tugas Polisi Pamong Praja  dan Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta penegakan Hak Asasi Manusia

	-
	-
	3 dokumen
	3 dokumen
	3 dokumen
	

	
	
	4. Jumlah daerah yang mendapat sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 
	-
	-
	5 daerah
	5 daerah
	5 daerah
	

	
	
	5. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	6. Persentase daerah yang mempunyai kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas yang sesuai standar dalam penciptaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 
	20%
	30%
	60%
	80%
	100%
	

	
	
	7. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar  (PN)
	20%
	40%
	60%
	80%
	100%
	

	
	
	8. Persentase kesiapsiagaan satgas entry/ transit/ daerah asal
	-
	100% TKIB deportasi terlayani
	100% TKIB deportasi terlayani
	100% TKIB deportasi terlayani
	100% TKIB deportasi terlayani
	

	
	
	9. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Sat Pol PP sesuai peraturan perundangan
	-
	10 Provinsi
	10 Provinsi
	10 Provinsi
	3 Provinsi
	

	
	
	10. Jumlah provinsi yang membentuk Kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan

	-
	11 Provinsi
	11 Provinsi
	11 Provinsi
	-
	

	
	
	11. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghor-matan,pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia dan satgas TKIB lokasi debarkasi/ embarkasi serta fasilitasi konfrensi internasional bagi aparat Satpol PP
	-
	50%
	60%
	70%
	80%
	

	
	
	12. Persentase daerah yang telah melaksanakan Sistem dan Prosedur operasional penye-lenggaraan ketentraman ma-syarakat dan ketertiban umum
	-
	50%
	50%
	60%
	70%
	

	
	
	13. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar
	-
	20%
	60%
	80%
	70%
	

	5. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan
	1. Meningkatnya pengembangan kawasan (Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, 
Kawasan Khusus, serta Kawasan Perairan,Kelautan dan Kedirgantaraan) 
	1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan khusus, dan pertahanan serta perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan 
	2
	3
	5
	5
	5
	DIREKTORAT KAWASAN DAN OTORITA

	
	
	2. Jumlah daerah yang difasilitasi dibidang kawasan Ekonomi, ndustri dan perdagangan bebas serta kawasan khusus dan pertanahan yang dikelola dan dikembangkan 
	-
	5 Daerah
	14 Daerah
	14 Daerah
	14 Daerah
	

	
	
	3. Persentase fasilitasi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, serta ka-wasan perairan,  kelautan dan kedirgantaraan yang dikelola dan dikembangkan  (PB)
	65%
	70%
	80%
	85%
	90%
	

	
	
	4. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan khusus dan pertanahan, serta Kawasan perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan 
	-
	-
	3 dokumen
	3 dokumen
	3 dokumen
	

	
	
	5. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Kawasan dan Pertahanan 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	6. Jumlah rumusan kebijakan dalam pengembangan kawasan khusus
	-
	1 Permendagri
	1 Permendagri
	1 Permendagri
	1 Permendagri
	

	
	
	7. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus
	-
	7 Daerah
	7 Daerah
	8 Daerah
	8 Daerah
	

	
	
	8. Persentase kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa di kawasan khusus dan di bidang pertanahan
	-
	50%
	60%
	65%
	70%
	

	6. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Aparat dan Penataan Kelembagaan Dalam Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran, serta Penyediaan Sarpras 
	1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, serta Pencegahan dan Penanggulangan bencana 
	2
	3
	4
	4
	4
	DIREKTORAT MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGU-LANGAN BENCANA

	
	Pemerintahan Pasca Bencana/ Pengurangan Resiko Bencana 
	2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, serta Pencegahan dan Penanggulangan bencana 
	70%
	80%
	90%
	95%
	100%
	

	
	
	3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, serta Pencegahan dan Penanggulangan bencana  
	-
	-
	3 dokumen
	3 dokumen
	3 dokumen
	

	
	
	4. Jumlah daerah yang mendapatkan sarpras dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana 
	-
	14
	14
	18
	20
	

	
	
	5. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
	-
	10
	10
	12
	14
	

	
	
	6. Persentase penanganan bencana dan kebakaran yang sesuai dengan SOP dan NSPK
	20%
	40%
	60%
	80%
	100%
	

	
	
	7. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	8. Persentase fasilitas peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran (PB)

	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	

	
	
	9. Persentase sarpras yang diberikan kepada daerah (PB)
	40%
	50%
	60%
	70%
	75%
	

	
	
	10. Jumlah fasilitasi di bidang manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana
	-
	9 Bidang
	9 Bidang
	9 Bidang
	9 Bidang
	


DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

	PROGRAM/KEGIATAN
	OUTCOME/OUTPUT
	INDIKATOR
	TARGET
	UNIT ORGANISASI PELAKSANA

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	Tertib data base kependudukan berbasis NIK Nasional dan 
	1. Jumlah kabupaten/kota yang data base kependudukan tersambung (on-line) dengan provinsi dan nasional
	329

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota


	497 

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota
	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKANDAN 

	
	pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan serta terwujudnya Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan.
	2. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan konsolidasi data kependudukan secara nasional, berjenjang untuk mewujudkan NIK tunggal    (KK 6.1)
	329 
kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota


	Stabilisasi sistem di 497 kabupaten/kota
	Stabilisasi sistem di  497 kabupaten/kota


	PENCATATAN SIPIL

	
	1. 
	3. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran data-base kependudukan  (KK 6.2)
	329 
kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota


	Stabilisasi sistem 497 Kabupaten/kota
	Stabilisasi sistem  497  kabupaten/kota
	

	
	2. 
	4. Jumlah kabupaten/kota yang telah terpenuhi jaringan komu-nikasi, serta sarana dan prasa-rana SIAK di daerah maupun data center kependudukan secara online  (KK 6.3)
	329  
kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota


	497  

kabupaten/kota 
	

	
	3. 
	5. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk (PN)
	329  
kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota 
	

	
	4. 
	6. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik (PB)
	4 K/L
	4 K/L
	9 K/L
	15 K/L
	15 K/L
	

	
	
	7. Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari
(KK 6.4) (PN)
	-
	67,95 juta penduduk

di 197

kabupaten/kota


	105 juta penduduk di

300 

kabupaten/kota


	-
	-
	

	
	
	8. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan SIAK dalam pelayanan Adminduk secara tersistim dan utuh  (KK 6.5)
	329

kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota


	497 
kabupaten/kota


	497

kabupaten/kota


	

	
	5. 
	9. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah (KK 6.6)
	-
	197

kabupaten/kota
	300 
kabupaten/kota


	stabilisasi sistem

497 kabupaten/kota
	stabilisasi sistem

 497 kabupaten/kota
	

	
	6. 
	10. Jumlah SDM yang disediakan kabupaten/kota dalam pengelolaan SIAK dan petugas registrasi (KK 6.7)
	-
	9.392 petugas 
	15.544 petugas 
	-
	-
	

	
	7. 
	11. Jumlah kabupaten/kota tahap pertama yang menerapkan KTP berbasis NIK Nasional  (KK.6.8)
	-
	197 

kabupaten/kota
	-
	-
	-
	

	
	8. 
	12. Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan admi-nistrasi kependudukan (PB)
	127 

kabupaten/kota
	250

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota
	497

 kabupaten/kota
	

	
	9. 
	13. Persentase Pemda (kabupaten/ kota) yang memiliki dokumen perencanaan kependudukan 
	-
	-
	15%
	35%


	65%
	

	
	
	14. Sosialisasi administrasi kepen-dudukan secara terus menerus kepada masyarakat (KK 6.9)
	497 
kabupaten/kota

	497 

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota

	497 

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota

	

	1. Dukungan Manajemen dan 
	Dukungan pelayanan teknis 
	1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran 
	3 jenis dokumen
	3 jenis dokumen
	3 jenis dokumen
	3 jenis dokumen
	4 jenis dokumen
	SEKRETARIAT DITJEN  

	Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kepen-dudukan dan 
	dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal 
	2. Jumlah dokumen pedoman/ juknis, rancangan peraturan perundangan dan surat kepu-tusan lingkup Ditjen Dukcapil
	10 jenis dokumen
	2 jenis dokumen
	2 jenis dokumen
	2 jenis dokumen
	2 jenis dokumen
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Pencatatan Sipil
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3. Jumlah laporan  monitoring dan evaluasi dan laporan keuangan dan asset, laporan kinerja, serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP  
	6 jenis laporan        

	4 jenis laporan        

	4 jenis laporan 
	4 jenis laporan 

	4 jenis laporan 


	

	
	
	4. Jumlah dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntasi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Dukcapil
	6 jenis dokumen     

	6 jenis dokumen     

	6 jenis dokumen    

	6 jenis dokumen     

	6 jenis dokumen     

	

	
	
	5. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas lainnya
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	
	
	6. Persentase pengadaan sarpras sesuai kebutuhan
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	
	
	7. Jumlah pemda provinsi yang melaksanakan kegiatan dekonsentrasi bidang Dukcapil
	32 provinsi
	32 provinsi
	32 provinsi
	32 provinsi
	32 provinsi
	

	
	
	8. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	
	
	9. Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan admi-nistrasi kependudukan (PB)
	127 Kab/Kota
	250 Kab/Kota
	497 Kab/Kota


	497 Kab/Kota
	497 Kab/Kota
	

	
	
	10. Jumlah kumulatif peraturan pelaksana UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PB)
	4 Permendagri
	7 Permendagri
	11 Permendagri
	15 Permendagri
	18 Permendagri
	

	
	
	11. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan Rencana Kerja Tahunan.
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	2. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk
	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk
	1. Penyusunan pedoman pelaksanaan pendaftaran penduduk
	1 Rancangan Permendagri
	2 Peraturan
	2 Peraturan
	2 Peraturan
	2 Peraturan
	DIREKTORAT PENDAFTARAN PENDUDUK

	
	
	2. Cakupan pembinaan (koordinasi, Bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pendaftaran penduduk 
	16 provinsi    


	16 provinsi 

	18 provinsi 

	21 provinsi

	21 provinsi

	

	
	
	3. Jumlah  laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan  pendaftaran penduduk.
	4 jenis laporan      


	4 jenis laporan      


	4 jenis laporan     


	4 jenis laporan      


	4 jenis  laporan      


	

	
	
	4. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat 
	90 %
	95 %
	97 %
	98 %
	100 %
	

	3. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pencatatan sipil
	1. Jumlah pedoman pelaksanaan pencatatan sipil 
	4 Juknis/Rancangan Permendagri
	3 peraturan
	2 peraturan
	2 peraturan
	1 peraturan
	DIREKTORAT PENCATATAN SIPIL

	
	
	2. Cakupan pembinaan (koordinasi, Bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pencatatan sipil 
	18 provinsi      

	18 provinsi    

	18 provinsi     

	19 provinsi      

	20 provinsi       

	

	
	
	3. Jumlah laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan  pencatatan sipil 
	4 jenis laporan  

	3 jenis laporan  

	3 jenis laporan  

	3 jenis laporan  

	3 jenis laporan  

	

	
	
	4. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat 
	90 %
	95 %
	97 %
	98 %
	100 %
	

	4. Pengelolaan Informasi Kependudukan


	1. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan & pengelolaan informasi kependudukan


	1. Jumlah pedoman pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan  
	-
	2 Juknis/Rancangan Permendagri
	2 Juknis/Rancangan Permendagri
	2 Juknis/Rancangan Permendagri
	2 Juknis/Rancangan Permendagri
	DIREKTORAT 

PENGELOLAAN 

INFORMASI 

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

	
	
	2. Cakupan operasional  SIAK dan data-base  kependudukan  berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional di kabupaten/ kota, provinsi dan nasional  secara online 
	2 Data center & 329 kabupaten/kota
	2 Data center & 168 kabupaten/kota
	2 Data center & 497 kabupaten/kota
	2 Data center & 497 kabupaten/kota
	2 Data center & 497 kabupaten/kota
	

	
	
	3. Cakupan pembinaan (koordinasi, advokasi, Bintek, dampingan teknis dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan informasi kependudukan
	28

 kabupaten/kota
	97 

kabupaten/kota
	186 

kabupaten/kota
	186 

kabupaten/kota
	27 

kabupaten/kota
	

	
	
	4. Cakupan pelayanan informasi kependudukan melalui media cetak, media elektronik dan loket-loket pelayanan 

	3 jenis media
	3 jenis media
	3 jenis media
	3 jenis media
	3 jenis media
	

	
	
	5. Jumlah program, laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan  informasi administrasi kependudukan 
	1 jenis laporan     

 
	2 jenis laporan       


	2 jenis laporan
	2 jenis laporan
	2 jenis laporan
	

	
	
	6. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Informasi Kependudukan
	90 %
	95 %
	97 %
	98 %
	100 %
	

	
	
	7. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik (PB)
	4 K/L
	4 K/L
	9 K/L
	15 K/L
	15 K/L
	

	5. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
	Terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan e-KTP di daerah, serta terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu 
	1. Jumlah kabupaten/kota yang database kependudukan yang tersambung (online) dengan provinsi dan nasional 
	329 
kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota

	497 

kabupaten/kota
	497

kabupaten/kota
	DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

	
	
	2. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan konsolidasi data kependudukan secara nasional, berjenjang utk mewujudkan NIK tunggal  (KK.6.1)
	329

kabupaten/kota


	497 

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota


	stabilisasi sistem di 497 kabupaten/kota
	stabilisasi sistem 497 kabupaten/kota


	

	
	
	3. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran data base kependudukan (KK.6.2)
	329

kabupaten/kota


	497 

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota


	stabilisasi sistem 497 kabupaten/kota
	stabilisasi sistem  497 kabupaten/kota
	

	
	
	4. Jumlah kabupaten/kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana SIAK di daerah maupun data center kependudukan secara online (KK.6.3)
	329

kabupaten/kota


	497

kabupaten/kota
	497

kabupaten/kota
	497

kabupaten/kota
	497

kabupaten/kota


	

	
	
	5. Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari (KK.6.4) (PN)
	-
	67,015 juta penduduk 

di 197 kabupaten/kota
	105,00  juta penduduk

di 300 kabupaten/kota
	-
	-
	

	
	
	6. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk. (PN)
	329

 kabupaten/kota


	497 

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota


	497 

kabupaten/kota


	497 

kabupaten/kota


	

	
	
	7. Jumlah kabupaten/kota untuk menerapkan SIAK dalam pelayanan Adminduk secara tersistem dan utuh (KK 6.5)
	329
kabupaten/kota


	497 

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota


	497 

kabupaten/kota
	497

kabupaten/kota


	

	
	
	8. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah  (KK.6.6)
	-


	197

kabupaten/kota
	300  

kabupaten/kota


	stabilisasi sistem           497 kabupaten/kota
	stabilisasi sistem            497 kabupaten/kota
	

	
	
	9. Jumlah SDM yang disediakan kabupaten/kota dalam pengelolaan SIAK dan petugas registrasi  (KK.6.7)
	-
	9.392 petugas 
	15.544 petugas 
	-
	-
	

	
	
	10. Jumlah kabupaten/kota tahap pertama yang menerapkan KTP berbasis NIK Nasional  (KK.6.8)
	-
	197 kab/kota
	-
	-
	-
	

	
	
	11. Jumlah daerah sosialisasi administrasi kependudukan secara terus menerus kepada masyarakat  (KK.6.9)
	497 
kabupaten/kota


	497 

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota


	497 

kabupaten/kota
	497

kabupaten/kota


	

	
	
	12. Jumlah daerah yang memperoleh dukungan operasional daerah dalam pelaksanaan penerbitan e-KTP

	-
	197

kabupaten/kota
	300 

kabupaten/kota
	497 

kabupaten/kota
	497
kabupaten/kota
	

	6. Penataan Pengembangan Kebijakan 
	Meningkatknya kualitas implemen-tasi kebijakan dan
	1. Pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan  
	3 RPP &              

2 Rancangan Permendagri
	4 RPP
	4 PP
	 2 rancangan Permendagri/Juknis
	2 Permendagri/ Juknis
	DIREKTORAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 

	Kependudukan
	cakupan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kebijakan 
	2. Jumlah kab/kota yang dikaji dan dirumuskan kebijakan perkembangan Kependudukan, serta profil kependudukan 
	6 

kabupaten/kota
	6 

kabupaten/kota
	18 

kabupaten/kota
	18 

kabupaten/kota
	6 

kabupaten/kota
	KEPENDUDUKAN

	
	kependudukan
	3. Cakupan pembinaan (koordina-si, Bintek, advokasi dan sosiali-sasi) pelaksanaan kebijakan perkembangan kependudukan
	14  provinsi


	8 provinsi          


	30 provinsi
	32 provinsi        

	32 provinsi        

	

	
	
	4. Jumlah laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan  perkembangan kependudukan
	-
	3 jenis laporan
	3 jenis laporan
	3 jenis laporan
	3 jenis laporan
	

	
	
	5. Persentase penyelesaian pela-yanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat 
	90 %
	95 %
	97 %
	98 %
	100 %
	

	7. Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan
	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan dan perencanaan kependudukan, 
	1. Pedoman pelaksanaan penyerasian kebijakan dan perencanaan kependudukan   
	1 RPP dan         

1 Rancangan Permendagri
	1 R Perpres        

1 Rancangan Permendagri
	3 Rancangan Permendagri
	2 Rancangan Permendagri
	4 Juknis
	DIREKTORAT PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN KEPENDUDUKAN

	
	
	2. Jumlah kab/kota yang dikaji dan dirumuskan perencanaan kependudukan, Indikator Kependudukan, Proyeksi Penduduk, Analisis Dampak Kependudukan, Tipologi Kependudukan Daerah dan penyerasian kebijakan kependudukan 
	7 

kabupaten/kota
	21 

kabupaten/kota
	21 

kabupaten/kota
	14 

kabupaten/kota
	14 

kabupaten/kota
	

	
	
	3. Cakupan pembinaan (koordinasi, Bintek, advokasi dan sosialisasi) pelaksanaan proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan 
	33 paket           
1050 org
	16 provinsi
	20 provinsi
	24 provinsi
	25 provinsi
	

	
	
	4. Jumlah laporan pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan  proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan 
	-
	3 jenis laporan
	3 jenis laporan
	3 jenis laporan
	3 jenis laporan
	

	
	
	5. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat 
	90 %
	95 %
	97 %


	98 %
	100 %
	

	
	
	6.  Persentase Pemda (kabupaten/  kota) yang memiliki dokumen perencanaan kependudukan 
	-


	-


	15%


	35%


	65%


	


DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH 

	PROGRAM/KEGIATAN
	OUTCOME/OUTPUT
	INDIKATOR
	TARGET
	UNIT ORGANISASI PELAKSANA

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	PROGRAM PENGELOLAAN

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
	Meningkatnya implementasi bidang urusan pemerintahan dan Standar 
	1. Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) oleh KL (PB)
	5 Bidang urusan
	18 bidang urusan
	22 bidang urusan
	 26 bidang urusan
	  31 bidang urusan
	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

	
	Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, kinerja 
	2. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah (PN)
	5 SPM
	10 SPM
	15 SPM
	15 SPM  Sektor  termonitor dalam  penerapannya
	15 SPM Sektor terevaluasi dalam penerapan
	

	
	penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi perkembangan Daerah Otonom Baru, penataan daerah otonom dalam kerangka Strategi Dasar Penataan Daerah, serta terwujudnya 
	3. Jumlah provinsi/Kab/kota Daerah Otonomi Baru (DOB)/ berotonomi Khusus/Istimewa yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
	26

Provinsi usia diatas 10 tahun
	28

Provinsi usia diatas 10 tahun
	30

Provinsi usia diatas 10 tahun
	32

Provinsi usia diatas 10 tahun
	33

Provinsi usia diatas 10 tahun
	

	
	
	
	293

Kab/Kota usia diatas 10 tahun
	393

Kab/Kota usia diatas 10 tahun
	443 Kab/Kota usia diatas 10 tahun
	541

Kab/Kota usia diatas 10 tahun
	568

Kab/Kota usia diatas 10 tahun
	

	
	
	
	5 Provinsi Otsus
	5 Provinsi Otsus
	5 Provinsi Otsus
	5 Provinsi Otsus
	5 Provinsi Otsus
	

	
	
	
	74 Kab/kota Otsus
	74 Kab/kota Otsus
	74 Kab/kota Otsus
	74 Kab/kota Otsus
	74 Kab/kota Otsus
	

	
	
	
	148 DOB diatas 3 s/d 10 tahun
	128 DOB diatas 3 s/d 10 tahun
	155 DOB diatas 3 s/d 10 tahun
	155 DOB diatas 3 s/d 10 tahun
	155 DOB diatas 3 s/d 10 tahun
	

	
	kebijakan desentralisasi dan otda melalui Revisi UU 
	4. Persentase daerah otonom  baru (<3 tahun) yang dievaluasi (KK 1.1) (PN)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	32/2004, tindak 
lanjut penyelesaian peraturan derivatifnya,
	5. Persentase  penyusunan SDPD/Grand Strategy (KK 1.3) (PN)
	100%
	-
	-
	-
	-
	

	
	UU tentang PEMILU KDH dan WKDH,
	6. Jumlah  Dokumen revisi UU 32 2004  (KK 1.2) (PN)
	 
	1 UU
	-
	-
	-
	

	
	penyelenggaraan Pilkada yang efisien,dan harmonisasi peraturan per-UU-an terkait dengan otonomi daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap.
	7. Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah (PB)

	-
	-
	40%
	60%
	100%
	

	
	
	8. Peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

a. Revisi terbatas UU No.32 Tahun 2004 
(KK 2.1).(PN)
b. Kajian mengenai Gub (KK 2.2) 

c. Kajian terkait posisi dan pemilihan Wakil KDH (KK 2.3)
d. UU tentang Pemilu KDH dan Wakil KDH (KK 2.4) (PN)
	1 UU (Revisi terbatas UU  No 32 Tahun 2004)

1 Dokumen

1 Dokumen


	1 UU (Pemilu KDH dan WKDH
	-
	-
	-
	

	
	
	9. Persentase inventarisasi peraturan per-UU-an sektor yang belum sejalan dengan peraturan perUUan Otda di pusat dan di daerah. (KK 11.1) (PB)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	10. Persentase Peraturan per UUan yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi Otda. (KK 11.2) (PB)
	20%
	30%
	40%
	50%
	60%
	

	1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
	Dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi
	1. Jumlah penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran
	· 1 Renja

· 1 Penetapan kinerja

· 1 Renstra

· 1 RKA-KL
	· 1   Renja

· 1 Penetapan  Kinerja

· 1   RKA-KL
	· 1  Renja

· 1  laporan

· 1   RKA-KL
	· Renja 

· 1 laporan

· 1   RKA-KL
	· 1   Renja

· 1   laporan

· 1   RKA-KL

· 1   draf  Renstra
	SEKRETARIAT DITJEN OTONOMI DAERAH



	
	Daerah.
	2. Persentase Dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah


	· 4 laporan keuangan dan kegiatan

· 1 lap kinerja

· 1 LHP
	· 4  laporan  keuangan dan kegiatan

· 1 lap kinerja

· 1 LHP
	· 4  laporan keuangan dan kegiatan

· 1 lap kinerja

· 1 LHP
	· 4  laporan  keuangan dan kegiatan

· 1 lap kinerja

· 1 LHP
	· 4 laporan  keuangan dan kegiatan

· 1 lap kinerja

· 1 LHP
	

	
	
	3. Persentase penyelesaian    laporan  keuangan  yang sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)                                                                                       
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	4. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan  kepegawaian tepat waktu.     
	100%tertib administrasi
	100% tertib administrasi
	100% tertib administrasi
	100% tertib administrasi
	100% tertib administrasi
	

	
	
	5. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana   sesuai kebutuhan lingkup Ditjen Otonomi Daerah
	· 147 unit pengadaan meubelair

· 116 unit pengadaan alat pengolah data

· 175 unit pengadaan peralatan penunjang operasional
	· 190 unit pengadaan meubelair

· 120 unit pengadaan alat pengolah data

· 190 unit pengadaan peralatan penunjang operasional
	· 200 unit pengadaan meubelair

· 130 unit pengadaan alat pengolah data

· 190 unit pengadaan peralatan penunjang operasional
	· 210 unit pengadaan meubelair

· 135 unit pengadaan alat pengolah data

· 100 unit pengadaan peralatan penunjang operasional
	· 210 unit pengadaan meubelair

· 135 unit pengadaan alat pengolah data

· 100 unit pengadaan peralatan penunjang operasional
	

	
	
	6. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan opera-sional kerja (pembayaran gaji, operasional, dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	7. Persentase kesesuaian pencapaian kinerja dengan rencana kinerja tahunan
	75%
	77%
	80%
	90%
	100%
	

	
	
	8. Jumlah Dokumen revisi UU 32 Tahun 2004 (KK 1.2) (PB)
	-
	1 UU
	-
	-
	-
	

	
	
	9. Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah (PB)
	-
	-
	40%
	60%
	100%
	

	
	
	10. Jumlah sosialisasi peraturan bidang Otonomi Daerah (PB)

	1 paket
	-
	1 paket
	1 paket
	1 paket
	

	
	
	11. Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari revisi UU No. 32 Tahun 2004. (PB)
	-
	-
	1 Peraturan 

Pemerintah
	-
	-
	

	
	
	12. Jumlah Sosialisasi penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan kepada K/L dan Pemerintah Daerah. (PB)
	-
	-
	-
	1 Paket
	-
	

	2. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I

	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan
	1. Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi implementasi (PB)
	3 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup I
	9 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup I
	11 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup I
	13 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup I
	16 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup I
	DIREKTORAT  URUSAN PEMERIN-TAHAN DAERAH I

	
	perundangan pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, evaluasi dan pelaporan 
	2. Cakupan pembinaan dan fasilitasi  (koordinasi, bintek, advokasi dan sosialisasi)  penyusunan pelaksanaan   kebijakan penataan urusan pemerintahan daerah
	100% 
	100%
	100%
	100% 
	100%
	

	
	pelaksanaan urusan  pemerintahan daerah, serta Standar Pelayanan minimal  lingkup I.
	3. Cakupan pembinaan dan fasilitasi  (koordinasi, bintek, advokasi & sosialisasi) pelaksanaan Program Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD/ILGR)
	9 provinsi dan 14 kab/kota  terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan P2TPD/ILGR
	9 provinsi dan 14 kab/kota

Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan P2TPD/ ILGR

	-
	-
	-
	

	
	
	4. Persentase pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah (PB)
	30%
	70%
	80%
	90%
	100%
	

	
	
	5. Persentase daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/ urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota (PB)
	30%
	70%
	80%
	90%
	100%
	

	
	
	6. Persentase Perda kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dievaluasi (PB)
	30%
	70%
	80%
	90%
	100%
	

	
	
	7. Persentase perUU an sektor yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perUUan Otda di pusat dan di daerah (KK 11.1) (PB)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	8. Persentase Peraturan per UUan yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi Otda. (KK 11.2) (PB)
	20%
	30%
	40%
	50%
	60%

	

	
	
	9. Jumlah SPM yang ditetapkan lingkup UPD I
	7
	8
	-
	-
	-
	

	
	
	10. Jumlah SPM yang diterapkan di daerah lingkup UPD I (PN)
	3
	5
	8 SPM
	8 SPM
	8 SPM
	

	
	
	11. Jumlah bidang SPM yang dimonitoring penerapannya pada lingkup UPD I (PN)
	-
	-
	-
	8 SPM
	-
	

	
	
	12. Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya pada lingkup UPD I (PN)
	-
	-
	-
	-
	8 SPM
	

	
	
	13. Jumlah Kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004. (PB)
	-
	-
	-
	1 Kebijakan 
	-
	

	3. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II

	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan 
	1. Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi implementasi (PB)
	2 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup II
	9 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup II
	11  jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup II
	13 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup II
	15 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup II
	DIREKTORAT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II

	
	perundangan pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan, serta 
	2. Cakupan pembinaan dan fasilitasi  (koordinasi, bintek, advokasi dan sosialisasi)  penyusunan pelaksanaan   kebijakan penataan urusan pemerintahan daerah
	terfasilitasinya penyusunan dan perda tentang urusan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah
	terfasilitasinya penyusunan dan perda tentang urusan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah
	terfasilitasinya penyusunan dan perda tentang urusan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah
	terfasilitasinya penyusunan dan perda tentang urusan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah
	terfasilitasinya penyusunan dan perda tentang urusan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah
	

	
	Standar Pelayanan minimal lingkup II
	3. Persentase pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah (PB)
	30%
	70%
	80%
	90%
	100%
	

	
	
	4. Persentase daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. (PB)
	30%
	70%
	80%
	90%
	100%
	

	
	
	5. Persentase Perda kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dianalisis (PB)
	30%
	70%
	80%
	90%
	100%
	

	
	
	6. Persentase peraturan perundang-undangan sektoral yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perundang- undangan dengan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat lingkup UPD II (KK 11.1) (PB)

	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	7. Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah (KK 11.2) (PB)
	20%
	30%
	40%
	50%
	60%

	

	
	
	8. Jumlah SPM yang ditetapkan lingkup UPD II
	6
	7
	-
	-
	-
	

	
	
	9. Jumlah SPM yang diterapkan di daerah lingkup UPD II (PN)
	2
	5
	 7 SPM
	 7 SPM
	 7 SPM
	

	
	
	10. Jumlah bidang SPM yang dimonitoring penerapannya pada lingkup UPDI I. (PN)
	-
	-
	-
	 7 SPM
	-
	

	
	
	11. Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya pada lingkup UPD II. (PN)
	-
	-
	-
	-
	 7 SPM
	

	4. Penataan Daerah Otonom, Otonomi Khusus dan DPOD
	Terselenggaranya pembinaan dan tersusunnya laporan 
	1. Persentase daerah otonom  baru (<3 tahun) yang dievaluasi (KK 1.1) (PN)
	100 %
	100 %
	100 %
	100%
	100%
	DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, DAN 

	
	pelaksanaan penataan Daerah Otonom Baru, Otonomi Khusus dan 
	2. Jumlah undang-undang tentang Daerah Khusus/ Istimewa 
	-
	1 UU
	-
	-
	-
	OTONOMI KHUSUS DAN DPOD

	
	DPOD
	3. Jumlah peraturan pelaksana turunan UU yang mengatur daerah dengan otonomi khusus
	3 RPP dan 

2 Perpres
	-
	6 PP dan pedoman kebijakan daerah otonom 
	5 PP dan pedoman kebijakan daerah otonom
	5 PP dan pedoman kebijakan daerah otonom
	

	
	
	4. Cakupan pembinaan dan fasilitasi kooordinasi, bintek, (advokasi dan  sosialisasi) pelaksanaan kebijakan 
	205 DOB terbina dalam peningkat-an penyeleng-garaan pemda     
	205 DOB terbina dalam peningkatan penyelenggara-an pemda            
	205 DOB terbina dalam peningkat-an penyelenggara-an pemda            
	205 DOB terbina dalam peningkatan penyelenggara-an pemda            
	205 DOB terbina dalam peningkat-an penyelenggara-an pemda            
	

	
	
	       penataan daerah otonom
	33 prov. terbina dalam penataan daerah (pemben-tukan daerah)         
	33 prov. terbina dalam penataan daerah (pemben-tukan daerah)         
	33 prov. terbina dalam penataan daerah (pemben-tukan daerah)         
	33 prov. terbina dalam penataan daerah (pemben-tukan daerah)         
	33 prov. terbina dalam penataan daerah (pemben-tukan daerah)         
	

	
	
	
	33 prov tersosiali-sasikan kebijakan penataan daerah 
	33 prov tersosiali-sasikan kebijakan penataan daerah
	 33 prov tersosiali-sasikan kebijakan penataan daerah
	33 prov tersosiali-sasikan kebijakan penataan daerah
	33 prov tersosiali-sasikan kebijakan penataan daerah 
	

	
	
	5. Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, bintek, advokasi dan  sosialisasi)  pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa                                  
	4 Provinsi terbina dan terfasilitasinya implementasi kebijakan otonom khusus dan istimewa
	4 Provinsi terbina dan terfasilitasinya implementasi kebijakan otonom khusus dan istimewa
	4 Provinsi terbina dan terfasilitasinya implementasi kebijakan otonom khusus dan istimewa
	4 Provinsi terbina dan terfasilitasinya implementasi kebijakan otonom khusus dan istimewa
	4 Provinsi terbina dan terfasilitasinya implementasi kebijakan otonom khusus dan istimewa
	

	
	
	
	1 Provinsi terlaksana kegiatan AGTP

1 Provinsi terlaksananya kegiatan NITP
	1 Provinsi terlaksana kegiatan AGTP

1 Provinsi terlaksananya kegiatan NITP
	-
	-
	-
	

	
	
	6. Jumlah hasil laporan evaluasi daerah otonom baru
	1 laporan hasil  evaluasi Daerah Otonom baru 
	1 laporan hasil  evaluasi Daerah Otonom baru 
	1 laporan hasil  evaluasi Daerah Otonom baru                                             
	1 laporan hasil  evaluasi Daerah Otonom baru                                             
	1 laporan hasil  evaluasi Daerah Otonom baru                                             
	

	
	
	7. Jumlah hasil laporan evaluasi daerah berotonomi khusus/ istimewa
	1 laporan hasil evaluasi otonomi khusus dan istimewa
	1 laporan hasil evaluasi otonomi khusus dan istimewa
	1 laporan hasil evaluasi otonomi khusus dan istimewa
	1 laporan hasil evaluasi otonomi khusus dan istimewa
	1 laporan hasil evaluasi otonomi khusus dan istimewa
	

	
	
	8. Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi dan sosialisasi) pelaksanaan kebijakan DPOD
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	9. Jumlah Strategy Dasar Penataan Daerah (KK 1.1) (PN)
	100%
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10. Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan pengha-pusan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007 (PN)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	11. Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah (PN)
	0 (nol)
	0 (nol)
	0 (nol)
	0 (nol)
	0 (nol)
	

	5. Fasilitasi KDH, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga
	Meningkatnya Kapasitas Kepala Daerah dan pimpinan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; kinerja Kepala Daerah dan DPRD; kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD; kualitas regulasi Pilkada.serta Hubungan antar lembaga/asosiasi daerah
	1. Jumlah Peraturan/Kebijakan tentang Pejabat Negara dan DPRD                                                        


	· 1 Naskah Akademis;         

· 1 Penerbitan PP tentang Kewenangan  Gub. selaku Pemerintah Pusat;  

· 1 Penerbitan PP tentang Tata Tertib DPRD; 
· 1 instrumen evaluasi Kepala daerah dan DPRD

	1 instrumen peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD Kab/Kota
	1 instrumen/ kebijakan peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD Kab/Kota


	1 instrumen/ kebijakan peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD Kab/Kota
	1 instrumen/ kebijakan peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD Kab/Kota
	DIREKTORAT FASILITASI KDH, DPRD DAN HAL

	
	
	2. Jumlah Daerah yang menyelenggarakan Pilkada
	7 prov terfasilitasi dlm pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur 

	8  prov terfasilitasi dlm pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur 
	4 prov terfasilitasi dlm pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur 
	13 prov terfasilitasi dlm pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur 
	1 prov terfasilitasi dlm pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur 
	

	
	
	
	202 kab terfasilitasi dalam pemilihan Bupati/Wkl Bupati

	 51 kab terfasilitasi dalam pemilihan Bupati/Wkl Bupati                                  
	 37 kab terfasilitasi dalam pemilihan Bupati/Wkl Bupati                                  
	 91 kab terfasilitasi dalam pemilihan Bupati/Wkl Bupati             
	15 kab terfa-silitasi dalam pemilihan Bupati/ Wkl Bupati             
	

	
	
	
	35 kota  terfasili-tasi dalam pemilihan Walikota/Wkl WK

33 Provinsi, Terso-sialisasikan PP tentang tatib DPRD

	8 kota  terfasilitasi dalam pemilihan Walikota/Wkl WK

33 Provinsi, Terso-sialisasikan PP tentang tatib DPRD                     
	16 kota  terfasili-tasi dalam pemi-lihan Walikota/ Wkl WK 33 Provinsi, Tersosiali-sasikan PP ten-tang tatib DPRD   
	27 kota  terfasilitasi dalam pemilihan Wali kota/Wkl WK

33 Provinsi, Terso-sialisasikan PP tentang tatib DPRD   
	7 kota  terfasi-litasi dalam pemi-lihan Wali kota/Wkl WK 33 Provinsi, Tersosia-lisasikan PP ten-tang tatib DPRD
	

	
	
	3. Jumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD yang mengikuti kegiatan orientasi bagi peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran, dan
	5 Kepala daerah kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi (165 KDH).

	113 Kepala daerah di   kabupaten/ kota
	56 Kepala Daerah di kab/kota


	56 Kepala Daerah di  kab/kota
	70 Kepala Daerah di kab/kota
	

	
	
	pengawasan, serta inovasi pemerintahan dan pembangunan. (PB)
	5 Pimpinan DPRD  Kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi (165 Pimpinan DPRD).
	326 Pimpinan DPRD di kabupaten/kota 
	-
	-
	-
	

	
	
	
	33 Pimpinan DPRD provinsi 
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	33 Kepala daerah provinsi 
	
	
	
	
	

	
	
	4. Jumlah laporan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD (PB)
	-
	-
	1 Laporan
	-
	-
	

	
	
	5. Jumlah perwakilan dari masing-masing komisi DPRD yang mengikuti diklat Regulatory Impact Assesment (RIA) atau harmonisasi peraturan perundangan. (PB)
	Perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.
	165 Komisi DPRD di  kabupaten/kota
	161 Komisi DPRD di  kabupaten/kota
	-
	-
	

	
	
	6. Jumlah laporan evaluasi kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD (PB)
	-
	-
	1 Laporan
	-
	-
	

	
	
	7. Jumlah penyelesaian adminis-trasi pemberhentian dan pengangkatan Kepala daerah serta peresmian pemberhen-tian dan pengangkatan DPRD

	7 Gubernur,

202 Bupati,

35 Walikota
	8 Gubernur,

51 Kabupaten,

8 Walikota.
	4 Gubernur,

37 Bupati,

16 Walikota
	13 Gubernur,

91 Bupati,

37 Walikota
	1 Gubernur,

15 Bupati,

7 Walikota
	

	
	
	8. Cakupan pembinaan dan fasilitasi  (koordinasi,  dan sosialisasi) hubungan antar lembaga, kelembagaan dan ketatalaksanaan daerah, kemitraan eksekutif legislatif dan asosiasi daerah
	33 Provinsi terfasilitasi dalam penataan  hubungan antar lembaga ketatalaksanaan   daerah 
	33 Provinsi terfasilitasi dalam penataan  hubungan antar lembaga ketatalaksanaan   daerah 
	33 Provinsi terfasilitasi dalam penataan  hubungan antar lembaga ketatalaksanaan   daerah 
	33 Provinsi terfasilitasi dalam penataan  hubungan antar lembaga ketatalaksanaan   daerah 
	33 Provinsi terfasilitasi dalam penataan  hubungan antar lembaga ketatalaksanaan   daerah 
	

	
	
	
	15 daerah terbina dalam peningkatan hubungan eksekutif dengan legislatif     
	33 Daerah terbina dalam peningkatan hubungan eksekutif dengan legislatif      
	33 daerah terbina dalam peningkatan hubungan eksekutif dengan legislatif   
	33 daerah terbina dalam peningkatan hubungan eksekutif dengan legislatif
	33 daerah terbina dalam peningkatan hubungan eksekutif dengan legislatif
	

	
	
	
	7 (tujuh) asosiasi daerah terbina dalam peningkatan kapasitas pengurus dan anggota  asosiasi daerah
	7 (tujuh) asosiasi daerah terbina dalam peningkatan kapasitas pengurus dan anggota  asosiasi daerah
	7 (tujuh) asosiasi daerah terbina dalam peningkatan kapasitas pengurus dan anggota  asosiasi daerah
	7 (tujuh) asosiasi daerah terbina dalam peningkatan kapasitas pengurus dan anggota  asosiasi daerah
	7 (tujuh) asosiasi daerah terbina dalam peningkatan kapasitas pengurus dan anggota  asosiasi daerah
	

	
	
	9. Persentase revisi terbatas UU 32 tahun 2004 terkait dengan efisiensi pelaksanaan Pilkada (KK 2.1)
	100%
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10. Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KK 2.4)
	-
	1 UU
	-
	-
	-
	

	
	
	11. Jumlah kajian mengenai Gubernur dipilih melalui DPRD (KK 2.2)
	1 Dokumen
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12. Kajian terkait dengan posisi dan Pemilihan Wakil KDH   (KK 2.3)

	1 Dokumen
	-
	-
	-
	-
	

	6. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah


	Meningkatnya implementasi kebijakan pengembangan  Kapasitas dan Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta terlaksananya evaluasi kinerja dan pembinaan penyusunan evaluasi dan pengembangan
	1. Jumlah pedoman/Kebijakan Pengembangan Kapasitas dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah
	1 Peraturan Presiden  


	Review PP 6/2008 tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah   
	3  Permendagri Perubahan Permendagri  EKPPD, EKPOD dan EDOB


	-

	-

	DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH



	7. 
	
	2. 
	4 Permendagri Tatacara EKPPD, EKPOD, EDOB, Pemberian Penghargaan
	SE MDN Manual Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
	SE MDN Manual Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
	SE MDN Manual Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
	SE MDN Manual Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah,
	

	
	kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
	3. Jumlah provinsi usia diatas 10 tahun yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan   pemerintahan daerah
	26 Provinsi 


	28 Provinsi
	30 Provinsi
	32 provinsi
	33 Provinsi
	

	
	
	4. Jumlah Kabupaten /Kota usia diatas 10 tahun yang dievaluasi kinerja penyeleng-garaan pemerintahan daerah
	293 Kab/Kota
	393 Kab/Kota
	443 Kab/Kota
	541 Kab/Kota
	568 Kab/Kota
	

	
	
	5. Jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) usia diatas 3 tahun s/d 10 tahun yang dievaluasi kinerjanya.
	148
	128
	155
	155
	155
	

	
	
	6. Jumlah provinsi otonomi khusus/istimewa yang dieva- luasi kinerjanya
	5


	5
	5
	5
	5
	

	
	
	7. Jumlah  kab/kota di daerah otonomi khusus/ istimewa yang dievaluasi kinerjanya
	74 
	74
	74
	74
	74
	

	
	
	8. Persentase daerah yang dievaluasi kinerja penyeleng-garanan pemerintahan (PB)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	9. Persentase meningkatnya pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah untuk pembinaan dan penga-wasan dengan Kementerian/ Kelembagaan dan Gubernur
	50%
	60%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	10. Persentase daerah yang meningkat kinerja pemerintahan daerahnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah (PB)
	60%
	70%
	80%
	85%
	90%
	

	
	
	11. Cakupan pembinaan dan fasilitasi  (koordinasi, bintek, suvervisi dan 
sosialisasi) pelaksanaan kebijakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 
	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota  terfasilitasi dalam tatacara evaluasi mandiri (self assesment)   
	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota  terfasilitasi dalam tatacara evaluasi mandiri (self assesment)       
	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota  terfasilitasi dalam tatacara evaluasi mandiri (self assesment)       
	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota  terfasilitasi dalam tatacara evaluasi mandiri (self assesment)       
	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota  terfasilitasi dalam tatacara evaluasi mandiri (self assesment)       
	

	
	
	(EKPPD, EKPOD, EDOB)
	100 % Anggota Timda Provinsi, terfasilitasi  dalam melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi individu
	100 % Anggota Timda Provinsi, terfasilitasi  dalam melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi individu

dan LHE Peringkat Sementara  399 kabupaten dan 98 kota  
	100 % Anggota Timda Provinsi, terfasilitasi  dalam melaksa-nakan Penyusun-an Laporan Hasil

Evaluasi individu dan LHE Peringkat  Sementara   399 kab dan 98 kota
	100 % Anggota Timda Provinsi, terfasilitasi  dalam melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi indi vidu

dan LHE Peringkat  Sementara   399 kabupaten dan 98 kota
	100 % Anggota Timda Provinsi, terfasilitasi  dalam melaksa-nakan Penyusun-an Lapo ran Hasil

Evaluasi individu dan LHE Peringkat  Sementara  399 kab dan 98 kota
	

	
	
	
	dan LHE Peringkat  Sementara   399 kabupaten dan 98 kota  
	
	
	
	
	

	
	
	
	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota  terfasilitasi dalam pengumpulan data awal EKPOD 
	100 % Bintek Pengumpulan Data Kemampuan Daerah dari 33 Provinsi 399 Kabupaten dan 98 Kota
	100 % Bintek Tata cara Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi  Data Kemampuan Daerah Provinsi dan Kab/Kota
	100 % Bintek Tata cara Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi  Data Kemampuan Daerah Provinsi dan Kab/Kota
	100 % Bintek Tata cara Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi  Data Kemampuan Daerah Provinsi dan Kab/Kota
	

	
	
	
	100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun

	100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun
	100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun
	100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun
	100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun
	

	
	
	12. Cakupan pembinaan dan fasilitasi  (koordinasi, bintek, suvervisi dan sosialisasi) pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas daerah                                   
	33 Prov, 399 kab 98 kota terfasilitasi melalui pembinaan, Bimtek dan Supervisi Fasilitasi Pengembangan kapasitas daerah
	33 Prov, 399 kab 98 kota terfasilitasi melalui pembinaan, Bimtek  dan Supervisi Fasilitasi Pengembangan kapasitas daerah.
	33 Prov, 399 kab 98 kota terfasilitasi melalui pembinaan, Bimtek  dan Supervisi Fasilitasi  Pengembangan Kapasitas Daerah 
	33 Prov, 399 kab dan 98 kota terfasilitasi melalui pembinaan Bimtek  dan Supervisi Fasilitasi Pengembangan Kapasitas daerah 
	33 Prov, 399 kab dan 98 kota terfasilitasi melalui pembinaan, Bimtek  dan Supervisi Fasilitasi Pengembangan Kapasitas daerah 
	

	
	
	
	100 % tersusun dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Daerah
	100 % tersusun dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Daerah
	100 % tersusun dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Daerah
	100 % tersusun dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Daerah
	100 % tersusun dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Daerah
	

	
	
	
	10 Provinsi dan 37 Kab/Kota  terfasilitasinya dalam 
	10 Provinsi dan 37 Kab/Kota  terfasilitasinya 

dalam
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Pelaksanaan perkembangan

kapasitas berkelanjutan untuk  desentralisasi    (SCBD)
	Pelaksanaan perkembangan 

kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi (SCBD)                      
	
	
	
	

	
	
	13. Jumlah dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD, EKPOD).  
	524  Dokumen LHE Individu & 1 Dokumen  LHE Pemeringkatan provinsi dan  Kab/Kota secara Nasional 
	524 Dokumen LHE Individu & 1 Dokumen LHE  Pemeringkatan provinsi dan  Kab/Kota secara Nasional  
	524 Dokumen LHE Individu & 1 Dokumen LHE  Pemeringkatan provinsi dan  Kab/Kota secara Nasional
	524 Dokumen LHE Individu &     1 Dokumen LHE  Pemeringkatan provinsi dan  Kab/Kota secara Nasional
	524 Doku-men LHE Individu &    1 Dokumen LHE  Pemeringkatan provinsi dan  Kab/Kota secara Nasional
	

	
	
	
	100 % terkumpul dokumen Data data awal/T-O provinsi dan kab/kota 


	100% Tersusun Dokmen  Laporan  Hasil Evaluasi Data awal/T-0 Provinsi dan kab/kota  
	100% Tersusun Dokmen  Laporan  Hasil Evaluasi Data awal/T-0 Provinsi dan kab/kota  
	100% Tersu sun Dokumen  Laporan  Hasil Evaluasi Data awal/T-0 Pro vinsi dan kab/kota
	100% Ter susun Dokumen  Laporan  Hasil Evaluasi Data awal/T-0 Provinsi dan kab/kota
	

	
	
	
	100 % tersusun dokumen Laporan Hasil EDOB berusia diatas 3 tahun  
	100 % tersusun doku men Laporan Hasil EDOB berusia diatas 3 tahun  
	100 % tersusun doku men Laporan Hasil EDOB berusia diatas 3 tahun  
	100 % tersusun dokumen Laporan Hasil EDOB berusia diatas 3 tahun
	100 % tersusun dokumen Laporan Hasil EDOB berusia diatas 3 tahun  
	

	
	
	
	1 Dokumen Daerah yang mendapat penghargaan  Para Samya Purna karya Nugraha atas Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	1 Dokumen Daerah yang mendapat penghargaan  Para Samya Purna karya Nugraha atas Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	1 Dokumen Daerah yang mendapat penghargaan  Para Samya Purna karya Nugraha atas Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	1 Dokumen Daerah yang mendapat peng hargaan  Para Samya Purna karya Nugraha atas Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	1 Dokumen Daerah yang mendapat peng hargaan  Para Samya Purna karya Nugraha atas Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	

	
	
	14. Cakupan pembinaan dan fasilitasi  (koordinasi, bintek, advokasi dan sosialisasi)  penyusunan pelaksanaan   kebijakan Laporan Penye-lenggaraan Pemerintahan Daerah
	33 provinsi terbina dalam penyusunan LPPD
	33 provinsi terbina dalam penyusunan LPPD
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	15. Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota yang disampaikan sesuai jadwal 
	40%
	60%
	80%
	90%
	100%
	


DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH 
	PROGRAM/KEGIATAN
	OUTCOME/OUTPUT
	INDIKATOR
	TARGET
	UNIT ORGANISASI PELAKSANA

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	PROGRAM PENINGKATAN 

KAPASITAS  KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
	Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi Pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah
	1. Persentase daerah provinsi  yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung  (KK 3.1) (PN)
	30%
	40%
	50%
	55%
	60%
	DIREKTORAT JENDERAL 

KEUANGAN DAERAH



	
	
	2. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (KK 3.2)
	1 Paket

 
	-
	-
	-
	-


	

	
	
	3. Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (KK 17)
	1 Permendagri
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	4. Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu (PN)
	60%
	70%
	80%
	85%
	90%
	

	
	
	5. Presentase rata-rata perolehan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah provinsi (PB)
	44,5 %
	45 %
	45,5 %

	46 %

	48 %

	

	
	
	6. Persentase rata-rata perolehan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBD kabupaten/kota (PB)
	4,6 %
	7,3 %
	7,5 %

	7,8 %

	11,8 %

	

	
	
	7. Persentase rata-rata hasil penerimaan investasi dan kekayaan daerah terhadap total PAD (PB)
	3 % 
	4 % 
	5 % 
	6 % 
	7 % 
	

	
	
	8. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan pendapatan daerah dan investasi daerah (PB)
	0%

	20%
	30%
	40%
	50%


	

	
	
	9. Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/ Petunjuk Teknis yang berasal dari Kementerian/lembaga (PN)
	70 %
	90 %
	95 %
	100 %
	100 %
	

	
	
	10. Jumlah Kebijakan/ regulasi/pedoman di bidang dana perimbangan dan dana transfer lainnya (PN)
	· 6 Permendagri 
·  2 SE
	· 2 Permendagri 

· 1 SE 
	· 1 Permendagri 


	· 
1 Permendagri 


	· 1 Permendagri 


	

	
	
	11. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP (PN)
	15% dari seluruh provinsi, dan kabupaten/kota
	30% 
	50%


	75%


	100%


	

	
	
	12. Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu (PN)
	40%
	60%
	70%
	80%
	90%
	

	
	
	13. Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah provinsi se-Indonesia (PN))
	26%
	27%
	28%
	29%
	30%
	

	
	
	14. Persentase K/L yang dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis DAK (paling lambat April) (PN)

	-
	90%
	100%
	100%
	100%
	

	1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
	Dukungan pelayanan teknis dan administratif
	1. Persentase penyelesaian dokuen perencanaan dan anggaran  
	100 %


	100 %
	100 %


	100 %


	100 %


	SEKRETARIAT DITJEN KEUANGAN DAERAH

	Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan  Daerah
	yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
	2. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta hasil-hasil peme-riksaan dan tindak lanjut LHP 
	100 %


	100 %

	100 %
	100 %


	100 %


	

	
	
	3. Jumlah Pedoman/Juknis lingkup Ditjen Keuda yang diselesaikan Persentase penyelesaian dokumen/juknis (SOP, pedoman lainnya)
	1 pedoman
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	4. Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)  
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %


	100 %


	

	
	
	5. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Ditjen Keuangan Daerah
	90 %


	90 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	
	
	6. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 
	85 %
	86 %
	87 %
	88 %
	90 %
	

	
	
	7. Persentase penyelesaian rancangan  program legislasi dan bahan kebijakan Ditjen Keuangan Daerah
	-
	75%
	80%
	85%
	90%
	

	
	
	8. Persentase penyelesaian pengelolaan keuangan dan asset sesuai SIMAK BMN
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	9. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu

	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	10. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan
	-
	82%
	84%
	86%
	88%
	

	
	
	11. Persentase Penyelesaian Dukungan Data Keuangan Daerah
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	

	2. Pembinaan Anggaran Daerah
	Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang anggaran daerah yang dapat diimplementasikan di daerah.
	1. Jumlah kebijakan/regulasi/ pedoman di bidang anggaran daerah (PN)
	· 2 PP
· 7 Permendagri
·  66 Kepmendagri
· 1 SE 
	· 2 PP
· 3 Permendagri
· 66 Kepmendagri
· 5 SE 
	·  1 Permendagri
· 66 Kepmendagri

	· 1 Permendagri
· 66 Kepmendagri
· 
	· 1 Permendagri
· 66 Kepmendagri

	DIREKTORAT ANGGARAN DAERAH

	
	
	2. Persentase daerah provinsi yang mampu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan/regulasi di bidang anggaran daerah
	80 %


	82 %


	87%


	92%


	95%


	

	
	
	3. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat 
	91%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	4. Persentase daerah provinsi  yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung (PN)
	30%
	40%
	50%
	55%
	60%
	

	
	
	5. Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah provinsi se-Indonesia (PN)
	26%
	27%
	28%
	29%
	30%
	

	
	
	6. Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu (PN)
	60%

	70%
	80%

	85%

	90%

	

	
	
	7. Persentase penyelesaian dokumen profil APBD provinsi/ dan kabupaten/kota

	-
	-
	100%
	100%
	100%
	

	3. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan daerah dan Investasi Daerah
	Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah dan investasi
	1. Jumlah kebijakan/regulasi/ pedoman di bidang pengelolaan pendapatan daerah dan investasi daerah
	· 1 UU, 1 PP  

· 19 Permendagri  

· 1 SE MDN
	·  4 Permendagri

· 4 Kepmendagri
· 1 Perber
· 4 SE
	· 2 Permendagri

· 4 Kepmendagri
· 2 SE
	·  3 Permendagri

· 4 Kepmendagri
· 3 SE
	·  1 Permendagri

·  4 Kepmendagri
· 2 SE
	DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH DAN 
INVESTASI 
DAERAH

	
	daerah yang dapat diimplementasikan di daerah
	2. Persentase daerah yang mampu mengimplementasikan kebijakan/regulasi di bidang pengelolaan PDID
	80 %


	82 %


	84 %

	86 %


	90 %


	

	
	
	3. Persentase penyelesaian  pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah 
	90 %
	90 %
	90 %
	90 %
	90 %
	

	
	
	4. Persentase rata-rata perolehan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah kabupaten/kota (PB)
	4,6 %
	7,3 %
	7,5 %

	7,8 %

	11,8 %

	

	
	
	5. Presentase rata-rata perolehan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah provinsi (PB)
	44,5 %
	45 %
	45,5 %

	46 %

	48 %

	

	
	
	6. Persentase rata-rata hasil penerimaan Investasi dan kekayaan daerah terhadap PAD (PB)
	3 % 
	4 % 
	5 % 
	6 % 
	7 % 
	

	
	
	7. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan pengelolaan pendapatan daerah dan investasi daerah (PB)
	0%

	20%
	30%
	40%
	50%


	

	
	
	8. Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (KK 17)

	1 Permendagri
	-
	-
	-
	selesai
	

	
	
	9. Persentase penyiapan dukungan materi dan  evaluasi Ranperda  tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	10. Jumlah daerah/SKPD atau unit kerja SKPD yang difasilitasi dalam menerapkan PPK BLUD
	-
	200 daerah
	250 daerah
	350 daerah
	425 daerah
	

	
	
	11. Persentase penyelesaian Pertimbangan Menteri Dalam Negeri terhadap usulan pinjaman daerah 
	- 
	90%
	90%
	90%
	90%
	

	4. Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan
	Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang Fasilitasi Dana Perimbangan dan 
	1. Jumlah kebijakan/ regulasi/pedoman di bidang Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya (PN)
	· 6 Permendagri 
·  2 SE
	· 2 Permendagri 

· 1 SE 
	· 1
·  Permendagri 


	· 
1 Permendagri 


	· 1 Permendagri 


	DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN

	
	Dana Transfer yang dapat diimplementasikan di daerah
	2. Persentase daerah yang mampu mengimplementasikan kebijakan/regulasi di bidang Fasilitasi Dana Perimbangan
	80 %
	82 %
	84 %
	86 %
	90 %
	

	
	
	3. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada direktorat fasilitasi dana perimbangan yang tepat waktu
	91%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	4. Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang berasal dari Kementerian lembaga (PN)
	70 %
	90 %
	95 %
	100 %
	100 %
	

	
	
	5. Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK (PN) 


	70 %
	75 %

	80 %

	85 %

	90 %

	

	
	
	6. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 /2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (KK. 3.2) (PB)
	1 paket 


	-
	-
	-
	-


	

	
	
	7. Jumlah dokumen rekomendasi penyaluran dana otsus dan infrastruktur di Papua, Papua Barat dan NAD.
	9 rekomendasi
	9 rekomendasi
	9 rekomendasi
	9 rekomendasi
	9 rekomendasi
	

	
	
	8. Persentase penyelesaian  Dokumen  Profil Dana Perimbangan
	91%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	9. Jumlah Dokumen Berita Acara Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan DBH SDA dengan Kementerian Teknis
	4 Dokumen
	4 Dokumen
	4 Dokumen
	4 Dokumen
	4 Dokumen
	

	
	
	10. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi K/L yang dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis DAK (April)
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	5. Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah
	Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang pelaksanaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah yang dapat diimplementasikan di daerah
	1. Jumlah kebijakan/ regulasi/pedoman di bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
	33 Kepmendagri 
1 SE


	33 Kepmendagri 
1 Permendagri / pedoman  (akrual)


	33 Kepmendagri 
2 1 Permendagri


	33 Kepmendagri 
1 Permendagri
	33 Kepmendagri 
1 SE 


	DIREKTORAT PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DAERAH

	
	
	2. Persentase daerah yang mampu mengimplementasikan kebijakan/regulasi dibidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
	15% dari seluruh provinsi/ kabupaten/kota


	82%
	84%


	86%


	90%


	

	
	
	3. Koordinasi kegiatan Local Government Finance Governance Reform (LGFGR)
	5 Paket
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	4. Persentase pembangunan sis-tem informasi pengelolaan ke-uangan daerah dan penerapan-nya pada 171 daerah ujicoba
	75 %


	-
	-
	-
	-
	

	
	
	5. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
	91%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	6. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP (PN)
	15% dari seluruh provinsi, dan kabupaten/kota
	30% 
	50%


	75%


	100%


	

	
	
	7. Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu (PN)
	40%
	60%
	70%
	80%
	90%
	

	
	
	8. Persentase kumulatif daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam  implementasi  sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan penerapannya di daerah
	33% dari jumlah Prov/Kab/Kota
	40% dari jumlah Prov/Kab/Kota
	50% dari jumlah Prov/Kab/Kota
	60% dari jumlah Prov/Kab/Kota
	80% dari jumlah Prov/Kab/Kota
	

	
	
	9. Persentase pemberian bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	


DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

	PROGRAM/KEGIATAN
	OUTCOME/OUTPUT
	INDIKATOR
	TARGET
	UNIT ORGANISASI PELAKSANA

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH 


	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, tersedianya peta pertumbuhan dan masing masing
	1. Tingkat kesesuaian antara RPJPD dengan RPJPN; RPJMD dengan  RPJMN; RKPD dengan  RPJMD, RKPD dengan RKP;  KUA, PPAS, APBD dengan RKPD provinsi
	20%
	40%
	60%
	80%
	90%
	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

	
	daerah, kawasan dan wilayah yang mempertimbangkan
	2. Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
	60%
	90%
	90%
	100%
	100%
	

	
	kesenjangan masing masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAK,DAU dan DBH) serta meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan
	3. Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan dan pemprioritasan pertumbuhan pembangunan di daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi tinggi bagi pertumbuhan di daerah, dan wilayah lainnya.
	2
	6
	8
	10
	10
	

	
	lingkungan hidup
	4. SPIPISE dapat diterapkan di PTSP daerah (KK-12)
	10%
	20%
	30%
	40%
	60%
	

	
	
	5. Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan TDP dan SIUP (KK 12)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	6. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda dan Swasta (KK 5.2)
	-
	1 Paket
	1 Per-UUan
	1 Per-UUan
	1 Per-Uuan


	

	
	
	7. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan penetapan perda tentang RTRW Prov (KK 7.3)

	-
	15 Prov
	33 Prov
	-
	-
	

	
	
	8. Jumlah daerah yang terfasilitasi penyusunan Perda tata ruang menjadi acuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP (KK 10.2)
	-
	15 Prov
	23 Prov
	30 Prov
	33 Prov
	

	
	
	9. Jumlah Provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang efektif(KK 10.1)
	-
	23 Prov


	26 Prov
	30 Prov
	33 Prov
	

	
	
	10. Persentase tersusunnya pendataan dan pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP (KK 10.3)
	30%
	40%
	60%
	75%
	100%
	

	
	
	11. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui PTSP yang berpedoman RTRW Prov, RTRW Kabupaten/Kota (KK 10.4)
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	12. Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW provinsi secara konsekuen (KK 10.5)
	50%
	70%
	80%
	90%
	95%
	

	1. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis 
	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang 
	1. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Dan Anggaran          
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	SEKRETARIAT DITJEN BINA BANGDA

	Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
	berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Bangda
	2. Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Serta Hasil-Hasil Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut LHP
	75%
	80%
	85%


	95%


	100%
	

	
	
	3. Persentase Penyelesaian Rancangan  Program Legislasi dan Bahan Kebijakan Ditjen Bina Bangda


	70%
	70%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	4. Jumlah pegawai dan tamu yang memanfaatkan/ mengakses Perpustakaan Bangda/e-library
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	

	
	
	5. Jumlah Laporan Keuangan yg Sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
	4 Laporan
	4 Laporan
	4 Laporan
	4 Laporan
	4 Laporan
	

	
	
	6. Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Ditjen Bina Bangda
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	7. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional, dan pemerliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	8. Persentase Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Kebutuhan.   
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	9. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengendalian, pelaporan dan evaluasi pemanfaatan DAK dan TP
	-
	-
	32 Prov
	32 Prov
	32 Prov
	

	
	
	10. Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam pembangunan  sarana dan prasarana  pemerintahan
	-
	-
	132 Kab/Kota DAK, 25 Kab/Kota TP
	116 Kab/Kota DAK, 25 Kab/Kota TP
	82 Kab/Kota DAK, 25 Kab/Kota TP
	

	
	
	11. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan
	-
	75%
	75%
	80%
	85&
	

	
	
	12. Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur di Lingkungan Ditjen Bina Bangda
	-
	-
	1 dokumen
	1 dokumen
	1 dokumen
	

	
	
	13. Peningkatan Kapasitas Aparatur di Lingkungan Ditjen Bina Bangda
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	14. Persentase tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah melalui Dana Dekonsentrasi Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)
	-
	-
	90 %
	100%
	100%
	

	2. Fasilitasi  Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
	1. Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
	10%
	40%
	100%
	100%


	100%
	DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	3. 
	
	2. Persentase daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan dalam penyelenggaraan peren-canaan pembangunan daerah
	10%
	40%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	3. Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Dan Renja SKPD) yang serasi dan sinergi dengan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi.
	10%
	40%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	4. Persentase Laporan Hasil Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan rencana serta hasil rencana pembangunan daerah
	10%
	40%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	5. Persentase konsistensi perencanaan tahunan dan penganggaran (RKPD, KUA, PPAS dan APBD) berdasarkan hasil evaluasi perda tentang APBD provinsi

	10%
	40%
	60%
	80%
	90%
	

	
	
	6. Persentase ketersedian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah provinsi, kabupaten dan kota
	30%
	40%
	60%
	80%
	90%
	

	
	
	7. Persentase Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
	30%
	50%
	75%
	80%

	100%
	

	
	
	8. Persentase pelayanan admi- nistrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	4. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu
	Terwujudnya optimalisasi pengembangan 
	1. Jumlah Kebijakan Pemba-ngunan Daerah di bidang pengembangan wilayah
	2
	2
	2
	2
	3
	DIREKTORAT  PENGEMBANGAN WILAYAH

	
	wilayah  tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil, 
	2. Cakupan ketersediaan data dan informasi pengembangan wilayah
	-
	33 Prov
	33 Prov
	33 Prov + 1 Paket Indeks Wilayah Tertinggal (IWT)
	33 Prov + IWT
	

	
	dan kawasan strategis cepat tumbuh lainnya
	3. Jumlah daerah yang mengimplementasikan kebijakan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah di region Sumatera dan Kalimantan
	14 Provinsi Region Sumatera dan Kalimantan
	14 Provinsi Region Sumatera dan Kalimantan
	14 Provinsi Region Sumatera dan Kalimantan
	14 Provinsi Region Sumatera dan Kalimantan
	14 Provinsi Region Sumatera dan Kalimantan
	

	
	
	4. Persentase implementasi kebijakan pengembangan wilayah tertinggal
	20%
	40%
	60%
	80%
	90%
	

	
	
	5. Jumlah Pemda yang mengimplementasikan kebijakan pengembangan          wilayah perbatasan di region Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggarah, Maluku, Papua
	19 Provinsi Region Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua
	19 Provinsi Region Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua
	19 Provinsi Region Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua
	19 Provinsi Region Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua
	19 Provinsi Region Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua
	

	
	
	6. Jumlah daerah yang mengimplementasikan kebijakan pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau- pulau kecil

	2 Prov
	10 Prov
	18 Prov
	25 Prov
	30 Prov
	

	
	
	7. Jumlah daerah yang mengimplementasikan kebijakan pengembangan wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)
	-
	75 Kab/Kota
	100 Kab/Kota
	150 Kab/Kota
	200 Kab/Kota
	

	
	
	8. Persentase laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) serta kerjasana wilayah
	20%
	40%
	60%
	80%
	90%
	

	
	
	9. Persentase pelayanan admi-nistrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pe-ngembangan Wilayah Terpadu
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	10. Jumlah daerah yang menerapkan pedoman/ kebi-jakan terkait  dengan pe-ngembangan potensi pereko-nomian daerah di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (PB)
	-
	75 Kab/Kota
	100 Kab/Kota
	150 Kab/Kota
	200 Kab/Kota
	

	
	
	11. Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembang-an wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil (PB)
	1 pedoman
	2 pedoman
	3 pedoman
	4 pedoman
	5 pedoman
	

	
	
	12. Jumlah wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pe-doman/kebijakan terkait dengan pengembangan wila-yah perbatasan & pulau-pulau kecil (PB)
	-
	2 Prov
	4 Prov
	5 Prov
	5 Prov
	

	
	
	13. Persentase Pemerintah Daerah yang mengim-plementasikan kebijakan ter-kait dengan PNPM PISEW (9 Provinsi, 34 kabupaten) (PN)
	20%
	40%
	60%
	80%
	90%
	

	
	
	14. Jumlah wilayah perbatasan yang difasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi (PB)
	-
	6 Prov
	6 Prov
	-
	-
	

	5. Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah


	Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak, konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum, dukungan Reformasi bidang pelayanan umum, serta meningkatnya tertib pemanfaatan ruang daerah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

	1. Persentase tersusunnya pedoman mekanisme BKPRN dengan BKPRD (KK 7.1)
	100%
	-
	-
	-
	-
	DIREKTORAT  FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

	6. 
	
	2. Jumlah BKPRD Provinsi terevitalisasi (KK 7.2)
	-
	15 Prov
	23 Prov
	30 Prov
	33 Prov
	

	7. 
	
	3. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan penetapan perda tentang RTRW Prov (KK 7.3) (PB)
	-
	15 Prov
	33 Prov
	-
	-
	

	
	
	4. Persentase tersusunnya Permendagri penyelenggaraan tata ruang provinsi (KK 7.4)
	40%
	100%
	-
	-
	-
	

	
	
	5. Persentase Tersusunnya Permendagri tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanan Tata Ruang di Daerah (KK 7.5)
	100%
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	6. Persentase Tersusunnya Permendagri tata cara dan pengendalian pemanfaatan ruang.
	70%
	100%
	-
	-
	-
	

	
	
	7. Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW secara konsekuen (KK 10.5)
	-
	23 Prov
	26 Prov
	30 Prov
	33 Prov
	

	
	
	8. Jumlah Provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang efektif(KK 10.1)
	-
	23 Prov


	26 Prov
	30 Prov
	33 Prov
	

	
	
	9. Jumlah Daerah yang terfasilitasi penyusunan Perda tata ruang menjadi acuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP (KK 10.2)
	-
	15 Prov
	23 Prov
	30 Prov
	33 Prov
	

	
	
	10.  Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan pelayanan umum di daerah (KK 16.2)
	-
	2 Pedoman
	-
	-
	-
	

	
	
	11. Jumlah Kebijakan Terkait Dengan Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup Di Daerah         
	1
	2
	4
	6
	8 
	

	
	
	12. Persentase Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi FPRLH
	30%
	40%
	60%
	70%
	100%
	

	
	
	13. Persentase daerah yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang                
	50%
	60%
	75%
	85%
	100%
	

	8. 
	
	14. Jumlah daerah yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait pemanfaatan dan pengendalian SDA
	4 Prov, 15 Kab/Kota
	6 Prov, 27 Kab/Kota
	8 Prov, 50 Kab/Kota
	10 Prov, 75 Kab/Kota
	14 Prov, 101 Kab/Kota
	

	
	
	15. Persentase Peningkatan Peran Kelembagaan dan koordinasi Penataan Ruang
	30%
	60%
	70%
	80%
	90%
	

	9. 
	
	16. Persentase Daerah yang mengimplementasikan Pedoman/Kebijakan Terkait Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup                 
	50%
	60%
	75%
	85%
	100%
	

	10. 
	
	17. Jumlah provinsi yang Mengimplementasikan Pedoman/Kebijakan Terkait Penataan Wilayah Pengembangan Khusus   
	-
	2 prov
	5 prov
	8 prov %
	12 prov
	

	11. 
	
	18. Persentase daerah yang telah menetapkan PERDA Rencana Tata Ruang Daerah (rencana umum dan rencana rinci tata ruang)             
	30%
	60%
	70%
	80%
	100%
	

	
	
	19. Persentase Daerah yang telah menetapkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 
	50%
	60%
	75%
	85%
	100%
	

	
	
	20. Persentase Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup terselesaikan  
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	21. Persentase pelayanan Administrasi dan tugas teknis lainnya pada Dit. Fasilitasi Penataan Ruang dan LH 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	22. Jumlah daerah yang terfasilitasi kelembagaan irigasinya 
	-
	-
	15 provinsi 134 kabupaten/kota
	15 provinsi 134 kabupaten/kota
	15 provinsi 134 kabupaten/kota
	

	
	
	23. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penanganan lahan kritis dan perubahan perilaku masyarakat berbasis DAS
	-
	-
	1 Prov 5 Kab/Kota
	1 Prov 10 Kab/Kota
	1 Prov 13 Kab/Kota
	

	
	
	24. Jumlah provinsi yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait penataan ruang kawasan
	-
	-
	5 Prov
	8 Prov
	12 Prov
	

	
	
	25. Jumlah provinsi yang terfasilitasi dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekowisata
	-
	-
	9 Prov
	13 Prov
	17 Prov
	

	
	
	26. Jumlah provinsi yang terfasilitasi dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekowisata daerah
	-
	-
	9 Prov
	9 Prov
	9 Prov
	

	
	
	27. Jumlah daerah terfasilitasi dalam pengembangan kebun raya daerah

	-
	-
	17 Kab/Kota
	17 Kab/Kota
	17 Kab/Kota
	

	
	
	28. Jumlah provinsi yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan ekowisata berbasis masyarakat
	-
	4 Prov
	9 Prov
	13 Prov
	17 Prov
	

	
	
	29. Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan RAD AMPL
	-
	35 Kab/Kota
	70 Kab/Kota
	70 Kab/Kota
	-
	

	
	
	30. Jumlah daerah yang mengaplikasikan criteria kawasan ekowisata
	-
	-
	3 Prov
	7 Prov
	10 Prov
	

	
	
	31. Jumlah PP tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat (PB)
	1 PP
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	32. Jumlah Penyusunan NSPK Penataan Ruang Daerah (PB)
	3 Permendagri
	4 Permendagri
	4 NSPK
	2 NSPK
	2 NSPK
	

	
	
	33. Meningkatnya (Persentase) Penyelesaian Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (PB)
	30% daerah
	60% daerah
	70% daerah
	80% daerah
	90% daerah
	

	
	
	34. Jumlah BKPRD yang terbentuk (PB)
	11 provinsi
	22 provinsi
	33 provinsi
	-
	-
	

	
	
	35. Terselenggaranya Rakernas BKPRN. (PB)
	-
	-
	-
	1 kegiatan
	-
	

	
	
	36. Terselenggaranya Raker BKPRD. (PB)
	2 kegiatan
	3 Kegiatan
	2 Kegiatan
	
	2 kegiatan
	

	
	
	37. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penataan ruang pusat dan daerah (PB)
	33 Prov

	33 Prov

	33 Prov

	33 Prov

	33 Prov

	

	
	
	38. Jumlah daerah yang difasilitasi melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penataan Ruang  (PB)

	33 Prov

	33 Prov

	33 Prov

	33 Prov

	33 Prov

	

	
	
	39. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang. (PB)
	33 Prov

	33 Prov

	33 Prov

	33 Prov

	33 Prov

	

	
	
	40. Jumlah fasilitasi kelembagaan KLHS secara terpadu ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang
	-
	-
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	

	12. Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, Private Public Partnership, serta terlaksananya implementasi Sistim Informasi Perijinan SIPIPISE pada PTSP di beberapa kota dan 
	1. Jumlah Kebijakan Terkait Dengan Pengembangan Potensi, Promosi) dan Perbaikan Iklim Usaha/Investasi di Daerah Kerjasama, Kelembagaan dan Dukungan  Sarana Prasarana Perekonomian Daerah  (mendukung Starting of Bussiness 40 Days)
	2
	1
	2
	2
	2
	DIREKTORAT  PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

	
	pembatalan Perda bermasalah, serta pengurangan biaya 
	2. Jumlah tingkat ketersediaan data dan informasi ekonomi daerah Daerah
	8 Prov
	8 Prov
	8 Prov
	8 Prov
	9 Prov
	

	
	untuk bisnis
	3. Persentase SPIPISE dan peraturan pelaksanaannya dapat diterbitkan (KK-12)
	100%
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	4. Jumlah daerah yang mem-bentuk PTSP. (KK-12) (PN)
	143 Kab/Kota
	212 Kab/ Kota
	265 Kab/ kota
	318 Kab/ Kota
	371 Kab/ KOta
	

	
	
	5. Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori  kinerja baik dan siap menerapkan SIPIPISE (KK-12 )(PN)
	-
	153 Kab/Kota
	212 Kab/ Kota
	265 Kab/ Kota
	318 Kab/Kota
	

	
	
	6. Jumlah PTSP yang mengimplementasikan SPIPISE (KK-12)
	-
	153 Kab/Kota
	212 Kab/ Kota
	265 Kab/ Kota
	318 Kab/Kota
	

	
	
	7. Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan TDP dan SIUP (KK 12) (PB)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	8. Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis/berusaha (KK 12) (PB)
	30%
	40%
	50%
	60%
	70%
	

	
	
	9. Persentase Kebijakan tentang percepatan pembentukan PTSP diseluruh Prov, Kabupaten/Kota di Indonesia.(KK 5.1)
	100%
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10. Jumlah PTSP kab/kota dengan kinerja baik
	-


	100 Kab/Kota
	125 Kab/Kota
	150 Kab/Kota
	175 Kab/Kota
	

	
	
	11. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda dan Swasta (KK 5.2)
	-
	1 Paket
	1 Per-UUan
	1 Per-UUan
	1 Per-Uuan


	

	
	
	12. Persentase laporan hasil evaluasi pelaksanaan Pengembangan Potensi, Promosi, Kerjasama, Serta Kelembagaan Dan Dukungan  Sarana Prasarana Perekonomian Daerah terselesaikan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	13. Persentase penyelesaian administrasi surat menyurat dan dokumentasi secara tepat waktu.
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	14. Jumlah regulasi/kebijakan/ pedoman yang disusun dan disahkan, terkait dengan optimalisasi potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah (PB)

	1 pkt
	2 pkt
	3 pkt
	4 pkt
	5 pkt
	

	
	
	15. JumlahSOP/Institusi/Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk pelaksanaan OSS (One Stop Services)/ PTSP, termasuk  dikawasan transmigrasi, agropolitan/ minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan khusus lainnya (PB)
	-

	2 SOP /Institusi/UPT

	3 SOP /Institusi/UPT
	4 SOP /Institusi/UPT
	5 SOP /Institusi/UPT
	

	
	
	16. Jumlah dokumen data/info yang tersedia terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana, Kerjasama dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.(PB)
	1 dokumen
	3 dokumen 
	3 dokumen 


	4 dokumen 
	4 dokumen 
	

	
	
	17. Jumlah desiminasi/sosia-lisasi hasil pengembangan data dan info terkait dengan potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah (PB)
	1 pkt
	2 Pkt


	3 Pkt


	4 Pkt


	5 Pkt


	

	
	
	18. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam upaya memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan potensi, pro-mosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelemba-gaan ekonomi daerah  (PB)
	15prov/Kab/
Kota
	18 prov/kab/
 kota
	20 prov/kab/ kota
	23 prov/kab/ 
kota
	25 prov/kab/ kota
	

	
	
	19. Jumlah workshop Diseminasi/studi Banding mengenai Pengembangan ekonomi lokal dan daerah (PB)
	1 pkt
	1 pkt
	1 pkt
	1 pkt
	1 pkt
	

	
	
	20. Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif (PB)

	1 pkt
	2 Pkt
	3 Pkt
	4 Pkt
	5 Pkt
	

	
	
	21. Jumlah tenaga fasilitator, baik di pusat maupun daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/ minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan strategis lainnya (PB)
	1 
	3
	3
	3
	3
	

	
	
	22. Jumlah lembaga fasilitasi di daerah provinsi (PB)
	1 unit
	1 unit
	1 unit
	1 unit
	1 unit
	

	
	
	23. Fasilitasi rencana pengembangan produk unggulan daerah (PB)
	10 Daerah
	10 Daerah
	10 Daerah
	10 Daerah
	10 Daerah
	

	
	
	24. Jumlah forum kerjasama antar daerah yang terbentuk (PB)
	-
	9 forum
	17 forum
	25 forum
	33 forum
	

	
	
	25. Jumlah sektor bidang ekonomi yang dikerjasamakan (PB)
	-
	9 Bidang
	17 Bidang
	25 Bidang
	33 Bidang
	

	
	
	26. Cakupan jumlah MoU PPP (PB)
	-
	-
	1 dokumen hasil kajian pelaksanaan kerjasama ekonomi yang dilaksanakan oleh daerah bersama swasta.
	1 dokumen tindak lanjut berupa inventarisasi jumlah daerah yang bermitra dengan swasta.
	1 dokumen pengembangan jumlah daerah yang bermitra dengan swasta.
	

	
	
	27. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam kaitan kerjasama dengan AIP Ausaid, Care Int, Plant Int, dan CHF Int (PB)
	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama dlm rangka mendo-rong pengemba-ngan eklok dan daerah (Care, Plan, CHF dan AusAID)

	19 Provinsi 
	19 Provinsi 
	21 Provinsi 
	23 Provinsi
	

	
	
	28. Jumlah pedoman umum kerjasama ekonomi daerah yang disosialisasikan dan dilaksanakan di daerah
	-
	1 dokumen
	2 dokumen
	3 dokumen
	4 dokumen
	

	
	
	29. Jumlah instrumen kerjasama ekonomi daerah yang disosialisikan dan dilaksanakan
	-
	1 dokumen
	2 dokumen
	3 dokumen
	4 dokumen
	

	
	
	30. Jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama atau kemitraan dengan swasta
	-
	-
	7 Prov
	14 Prov
	21 Prov
	

	
	
	31. Jumlah  kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional (PB)
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	32. Jumlah daerah yang telah membentuk dan melaksanakan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)
	-
	15 Prov
	20 Prov
	25 Prov
	33 Prov
	

	
	
	33. Jumlah Regulasi/ Kebijakan/Pedoman yang disusun dan disahkan untuk mendukung modal sosial, rencana aksi, instrumen monev FPED serta penentuan pemeringkatan Pengemb. Ekonomi Daerah
	-
	3 Kebijakan
	4 Kebijakan
	5 Kebijakan
	6 Kebijakan
	

	
	
	34. Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam upaya stabilisasi sektor-sektor strategis
	-
	-
	20 Kab/Kota
	40 Kab/Kota
	60 Kab/Kota
	

	
	
	35. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam upaya pengendalian inflasi daerah
	-
	-
	22 Kab/Kota
	44 Kab/Kota
	66 Kab/Kota
	

	
	
	36. Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Direktorat Pengem-bangan Ekonomi Daerah

	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	13. Fasilitasi Penataan Perkotaan
	Meningkatnya kualitas pelayanan perkotaan
	1. Jumlah kegiatan koordinasi dan perencanaan Dit. Penataan Perkotaan          
	2
	1
	5
	5
	5
	DIREKTORAT  PENATAAN PERKOTAAN

	
	
	2. Jumlah rapat kerja Dit Penataan Perkotaan
	-
	1
	4
	4
	4
	

	
	
	3. Jumlah dokumentasi visual pelaksanaan prog/keg Dit Penataan Perkotaan
	-
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	4. Jumlah kegiatan penguatan kapasitas Dit Penataan Perkotaan.
	-
	1
	3
	3
	3
	

	
	
	5. Persentase fasilitasi pembentukan lembaga pengelola kawasan perkotaan dan  badan pengelola pembangunan kawasan perkotaan baru
	20%
	40%
	-
	-
	-
	

	
	
	6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi kinerja
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	7. Persentase dokumen administrasi surat menyurat, penyusunan program dan laporan evaluasi kinerjatahunan serta dokumentasi terselesaikan Dit. Perkotaan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	8. Jumlah naskah akademis peraturan perundangan ttg perkotaan (KSPN) (PB)
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	9. Jumlah rancangan peraturan perundangan tentang perkotaan (KSPN) (PB)
	-
	-
	1
	-
	-
	

	
	
	10. Jumlah peraturan perundangan tentang perkotaan(PB)
	-
	-
	-
	1
	-
	

	
	
	11. Jumlah kebijakan/pedoman tentang forum koordinasi pembangunan perkotaan di tingkat provinsi
	-
	1 Pedoman
	-
	-
	-
	

	
	
	12. Jumlah forum koordinasi pembangunan perkotaan untuk mendukung peran kawasan metropolitan dalam pengembangan koridor ekonomi
	1 dokumen data tipologi kawasan perkotaan
	-
	9 Kawasan Metropolitan
	9 Kawasan Metropolitan
	9 Kawasan Metropolitan
	

	
	
	13. Jumlah fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan bagi MBR (PB)
	5 Kab/Kota
	10


	10 kota besar/ metropolitan
	10
	10
	

	
	
	14. Jumlah kebijakan/pedoman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	15. Jumlah pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (PB)
	-
	1 Permendagri
	-
	-
	Sudah terlaksana
	

	
	
	16. Jumlah personil Pemda dan masyarakat yang mengikuti training mengenai  pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (PB)
	-
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	17. Jumlah kebijakan/ pedoman Kemendagri  terkait  dengan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan (PB)
	1 Rancangan Permendagri
	1 Permendagri
	-
	-
	-
	

	
	
	18. Jumlah prov, Kabupaten/Kota yang mendapat fasilitasi Pemda dalam mengoptimalkan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular (PB)
	5 provinsi dan 20 Kabupaten/Kota
	7 provinsi dan 30 kab/kota
	7 provinsi dan 30 kab/kota
	7 provinsi dan 30 kab/kota
	7 provinsi dan 30 kab/kota
	

	
	
	19. Jumlah pedoman penguatan peran lembaga masyarakat perkotaan. (PB)
	-
	1 pedoman
	-
	-
	-
	

	
	
	20. Jumlah kelembagaan masyarakat (LKM) yang difasilitasi (PB)
	20
	50
	100
	150


	200
	

	
	
	21. Jumlah naskah akademis pengelolaan perkotaan
	-
	1 Dokumen
	-
	-
	-
	

	
	
	22. Jumlah pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan(PB)
	-
	-
	1 Pedoman
	-
	-
	

	
	
	23. Jumlah sosialisasi pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan (PB)
	-
	-
	10 Kab/Kota
	-
	-
	

	
	
	24. Jumlah  kota yang terfasilitasi dalam penyusunan perda tentang pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan (PB)
	5
	10
	-
	15
	15
	

	
	
	25. Jumlah   data   tipologi   kawasan   perkotaan   seluruh Indonesia. (PB)
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	26. Jumlah  aplikasi  data base  sistem  informasi  kawasan perkotaan (PB)
	1
	20
	40
	40
	50
	

	
	
	27. Jumlah Kabupaten/Kota, provinsi yang memiliki data base dan terintegrasi   dalam   satu   sistem   informasi   kawasan perkotaan (PB)
	40
	60
	40
	40


	50
	

	
	
	28. Jumlah pedoman   pembentukan   lembaga/badan pengelola kawasan perkotaan (PB)

	1 ranc.pedoman
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	29. Jumlah forum koordinasi pembangunan perkotaan  untuk mendukung peran kawasan metropolitan dalam pengembangan Koridor Ekonomi (PB)
	-
	-
	9 Kawasan  Metropolitan


	9 Kawasan  Metropolitan


	9 Kawasan  Metropolitan


	

	
	
	30. Jumlah kota yang difasilitasi dalam penyiapan pola pengelolaan kawasan perkotaan (PB)
	1 Rancangan pedoman
	-
	5


	5


	5
	

	
	
	31. Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam pembentukan Pokja sanitasi perkotaan (PB)
	49
	62  Kab/Kota
	72 Kab/Kota
	82 Kab/Kota


	100 Kab/Kota
	

	
	
	32. Jumlah kebijakan/pedoman kemendagri terkait dengan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PB)
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	33. Jumlah Best Practices Perkotaan Unggulan (PB)
	2 Best Practice
	4 Best Practice
	-
	-
	-
	

	
	
	34. Jumlah Kerjasama City Sharing (PB)
	10

Kab/Kota
	10 Kab/Kota
	-
	-
	-
	

	
	
	35. Jumlah   kerjasama sister city yang berjalan (terlaksana) (PB)
	4

5 Kab/Kota
	10
	24
	24
	24
	

	
	
	36. Jumlah     Kerjasama     Sister    City (PB)
	4 Prov/Kab/Kota
	4 Prov/Kab/Kota
	-
	-
	-
	

	
	
	37. Jumlah pedoman kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga (PB)
	-
	-
	-
	1
	
	

	
	
	38. Jumlah fasilitasi kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga (PB)
	-
	-
	-
	-
	10
	

	
	
	39. Jumlah fasilitasi revitalisasi Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan yang terbentuk. (PB)
	-
	2
	5
	2
	2
	

	
	
	40. Jumlah  Rencana Objek  Kerjasama yang tersusun  secara memadai (PB)
	2
	7
	5
	-
	-
	

	
	
	41. Jumlah pedoman pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan (PB)
	1 Dokumen
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	42. Jumlah  supervisi  dan  fasilitasi  pembentukan,  batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan (PB)
	10 Kawasan Perkotaan
	20 Kawasan Perkotaan
	40 Kawasan Perkotaan


	60 Kawasan Perkotaan


	80 Kawasan Perkotaan


	

	
	
	43. Jumlah  kota yang terfasilitasi dalam penyusunan perda pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan antisipasi dampak perubahan iklim dalam pengelolaan perkotaan di kota-kota dalam kawasan metropolitan (PB)
	5
	15
	15
	15
	15
	

	
	
	44. Jumlah kota yang difasilitasi dalam penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah (PB)
	-
	50
	50
	50
	50
	

	
	
	45. Jumlah kebijakan/pedoman SPP (kebijakan mengenai jenis-jenis pelayanan yang harus tersedia dalam suatu kawasan perkotaan) (PB)
	1 Permendagri
	1 Kebiajakan permendagri mengenai Pedoman SPP
	-
	-
	1
	

	
	
	46. Jumlah prov, Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai SPP (PB)
	2 Kabupaten/ Kota

di 1 provinsi
	4 Kabupaten/ Kota

di2 provinsi
	25 kota di 10 provinsi
	20 kota di 5 provinsi
	20 kota di 5 provinsi
	

	
	
	47. Jumlah kegiatan sinkronisasi SPP dan SPM (PB)
	-
	-
	1 Kegiatan
	-
	-
	

	
	
	48. Jumlah  penghargaan IMP (PB)
	15
	25
	-
	-
	-
	

	
	
	49. Jumlah sistem penilaian IMP Award yang disempurnakan (PB)
	-
	1
	-
	1
	-
	

	
	
	50. Jumlah kawasan perkotaan yang dievaluasi dibidang pengembangan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) (PB)
	1
	1
	10
	-
	25
	

	
	
	51. Jumlah Prov, Kabupaten/Kota yamg terfasilitasi dan tersupervisi dalam penyelenggaraan penyerahan asset PSU dari pengembang ke Pemda (PB)
	5 prov,10 Kabupaten/Kota
	5 prov, 10 kab/kota
	5 prov, 10 kab/kota
	5 prov, 10 kab/kota
	5 prov, 10 kab/kota
	

	
	
	52. Jumlah    prov,    Kabupaten/Kota    yang    terfasilitasi    dalam penyusunan Perda terkait PSU di daerah (PB)
	4 Kab/Kota
	10 kab/kota dari 3 provinsi
	10 kab/kota dari 3 provinsi
	10 kab/kota dari 3 provinsi
	10 kab/kota dari 3 provinsi
	

	
	
	53. Jumlah kebijakan/dokumen tentang standar pengukuran besaran RTH kawasan perkotaan dan perda terkait RTH di kawasan perkotaan (PB)
	5 Prov, 10 Kab/Kota
	1 Pedoman
	-
	-
	1
	

	
	
	54. Jumlah Kabupaten/kota yang terfasilitasi untuk penyusunan perda terkait RTH di kawasan perkotaan (PB)
	4 Kab/Kota
	4
	6
	8
	10
	

	
	
	55. Jumlah  daerah yang terfasilitasi untuk penyusunan perda ttg pemberian IMB.(PB)
	10 Kab/Kota
	50 Kab/Kota
	50 Kab/Kota
	25 Kab/Kota
	50 Kab/Kota
	

	
	
	56. Jumlah daerah yg terfasilitasi dalam penyelenggaraan perencanaan di kawasan perkotaan (PB)

	10 Prov/Kab/kota
	20 Prov/Kab/kota
	30 Prov/Kab/ Kota
	440 Prov/Kab/ Kota
	Prov/Kab/ Kota
	

	
	
	57. Jumlah     pedoman     koor-dinasi     pengawasan     dan pengendalian pembangunan perkotaan (PB)
	-
	1 Permendagri
	-
	-
	1
	

	
	
	58. Jumlah     kegiatan     koordinasi     pengawasan     dan pengendalian provinsi (PB)
	3
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	59. Jumlah kota yang diidentifikasi, fasilitasi dan sosialisasi dalam DAK tentang perkotaan (PB)
	-
	-
	17 Kab/Kota dalam 4 kawasan metropolitan dan kota menengah
	-
	-
	

	
	
	60. Jumlah hasil evaluasi kinerja pemda dalam pengawasan dan pengendalian perkotaan (PB)
	1
	1
	1
	-
	3
	

	
	
	61. Jumlah  kota yang memiliki kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional(PB)
	4
	6
	10
	10
	10
	

	
	
	62. Jumlah evaluasi kota yang telah menerapkan modernisasi pengelolaan pasar tradisional (PB)
	1
	3
	5
	10
	10
	


DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  DESA
	PROGRAM/KEGIATAN
	OUTCOME/OUTPUT
	INDIKATOR
	TARGET
	UNIT ORGANISASI PELAKSANA

	
	
	1. 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis
	1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui  Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD
	15 Provinsi
30` Kab
	18 prov
64 Kab
	22 Prov
110 Kab 
	26 Prov
130 Kab
	32 Prov
192 Kab
	DITJEN PMD

	
	
	2. Jumlah Dokumen RUU tentang Desa yang diselesaikan
	1 RUU
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa 
	32 Provinsi
	32 Provinsi
	32 Provinsi
	32 Provinsi
	32 Provinsi
	

	
	
	4. Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa 
	33 prov
394 Kab
	33 prov
400 kab
	33 prov
415 kab
	33 prov
425 kab
	33 prov
468 kab
	

	
	
	5. Persentase lembaga keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi (KK 13 1)
	20 %
	35 %
	50 %
	60 %
	70 %
	

	
	
	6. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat desa (KK 13 1)
	20 pasar
	35 pasar
	50 pasar
	60 pasar
	70 pasar
	

	
	
	7. Cakupan penerapan PNPM-MP
(KK 13 2)
	32 provinsi

394 kab, termasuk 50 kab tertinggal
	32 provinsi

394 kab, termasuk 50 kab tertinggal
	32 provinsi

393 kab, termasuk 50 kab tertinggal
	32 provinsi

394 kab, termasuk 50 kab tertinggal
	32 provinsi

394 kab, termasuk 50 kab tertinggal
	

	
	
	8. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kab  Nias dan Nias Selatan     (KK 13 2)

	2 Kab/

9 Kecamatan


	-
	-
	-
	-
	

	
	
	9. Jumlah Provinsi dan kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) 
	8 privinsi,

23 kabupaten
	8 provinsi,

12 kabupaten
	8 provinsi,

12 kabupaten
	-
	-
	

	
	
	10. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara  
	15 kabupaten


	25 kabupaten

	35 kabupaten

	40 kabupaten


	50 kabupaten

	

	
	
	11. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelemb  Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu 
	33 prov

468 kab


	33 prov

468 kab


	33 prov

468 kab


	33 prov

468 kab


	33 prov

468 kab


	

	
	
	12. Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (jatropha curcas lin)
	14 desa


	28 desa


	45 desa


	62 desa


	80 desa
	

	
	
	13. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi 
	20 Posyantekdes
	40 Posyantekdes
	60 Posyantekdes
	80 Posyantekdes
	100 Posyantekdes
	

	1. Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Dukungan pelaya-nan teknis dan ad-ministrasi yang berkualitas di lingku-ngan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	10. Persentase terlaksananya penyusunan   dokumen perencanaan program dan anggaran yang direncanakan  
	100 %

(12 Dok )
	100 %

(12 Dok )
	100 %

(11 Dok )
	100 %

(12 Dok )
	100 %

(12 Dok )
	SESDITJEN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

	
	
	11. Jumlah laporan keuangan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan serta laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
	7 Dokumen
	7 Dokumen
	7 Dokumen
	7 Dokumen
	7 Dokumen
	

	
	
	12. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Sekretariat Ditjen PMD
	100 %


	100 %


	100 %


	100 %


	100 %


	

	
	
	13. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan
	100 %


	100 %


	100 %


	100 %


	100 %


	

	
	
	14. Persentase data aset barang milik negara (BMN) sesuai dengan standar 
	100 %

(1 Dok)
	100 %

(1 Dok)
	100 %

(1 Dok)
	100 %

(1 Dok)
	100 %

(1 Dok)
	

	
	
	15. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai 
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	
	
	16. Jumlah Review kebijakan di bidang perdesaan melalui penyusunan Pedoman, permendagri 
	2 Paket
	3 Paket
	5 Paket
	5 Paket
	5 Paket
	

	
	
	17. Jumlah laporan monitoring  dan evaluasi program/kegiatan dipusat dan daerah
	6 Laporan
	6 Laporan
	6 Laporan
	6 Laporan
	6 Laporan
	

	
	
	18. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan
	75%
	75%
	77%
	80%
	82%
	

	
	
	19. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
	Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan efektif dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat 
	1. Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi  dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melalui Bintek, konsolidasi, inventarisasi (PB)
	33 Prov

86 Kab

	33 Prov

90 Kab 
	33   Provinsi     100 Kabupaten
	33   Provinsi     100 Kabupaten
	33   Provinsi     100 Kabupaten

	DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

	
	
	2. Jumlah produk hukum tentang desa yang diselesaikan meliputi RUU dan produk hukum lainnya (PB)
	-
	1 RUU
	4 Dokumen Produk Hukum Lainnya
	-
	-
	

	
	
	3. Jumlah daerah yang difasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD  (PB)

	15 Provinsi

30 Kabupaten
	18 Provinsi

64 Kabupaten
	22 Provinsi

110 Kab 
	26 Provinsi

130 Kab
	32 Provinsi

192 Kab
	

	
	
	4. Jumlah daerah yang difasilitasi pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan pemdes, penetapan dan penegasan batas wilayah desa, penyusunan data based desa dan kelurahan, bimtek dan koordinasi (PB)
	8 Provinsi, 

10 Kabupaten, 

20 Desa
	16 Provinsi 

16 Kabupaten 

32 Desa
	20 Provinsi 

40 Kabupaten 

80 Desa
	24 Provinsi 

48 Kabupaten 

96 Desa
	32 Provinsi 

64 Kabupaten 

128 Desa
	

	
	
	5. Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas melalui TOT, Bimtek peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan  (PB)
	600 Orang dari

32 Provinsi,

18 Kab/Kota
	720 Orang dari

32 Provinsi,

22 Kab/Kota
	800 Orang dari

32 Provinsi,

25 Kab/Kota
	880 Orang dari

32 Provinsi,

28 Kab/Kota
	1000 Orang dari

32 Provinsi,

32 Kab/Kota
	

	
	
	6. Cakupan fasilitasi pemantapan Badan Permusyawaratan Desa melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi  (PB)
	15 Provinsi

30 Kabupaten

60 BPD
	18 Provinsi

64 Kabupaten

128 BPD
	22 Provinsi

110 Kab 
 32  Provinsi   110 Kabupaten   320 BPD
	26 Provinsi

130 Kab

26   Provinsi 130 Kabupaten  260 BPD
	32 Provinsi

192 Kab

32       Provinsi    192 Kabupaten  384 BPD
	

	
	
	7. Jumlah kantor desa yang sudah dibangun dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat (PB)
	-
	20 kantor desa
	20 kantor desa
	40 kantor desa
	40 kantor desa
	

	3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
	Pelayanan pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat 
	1. Jumlah pelatihan yang diberikan bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, TOT (PB)
	12  Angkt

480 orang

dari 32 Prov
	15 Angkt

600 orang dari

32 Prov 
	18  Angkt

720 orang dari

32 Prov
	20  Angkt

800 orang dari

32 Prov
	25  Angkt

1000 orang dari

32 Prov
	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

	
	
	2. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota  yang di fasilitasi dalam pendataan potensi desa melalui Pendataan dan Penda-yagunaan Profil Desa/Kelurahan Pe-nyelenggaraan Lomba Desa/Kel (PB)

	33 prov,

394 Kab,


	33 prov,

400 Kab
	33 prov,

415 Kab/kota

5  Desa                5  Kelurahan
	33 prov,

425 Kab/kota

5  Desa                5  Kelurahan
	33 prov,

468 Kab/kota

5  Desa                5  Kelurahan
	

	
	
	3. Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi dalam program dan ke-giatan masuk desa dan peningkatan system perencanaan partisipatif melalui sosialisasi, bimtek, pelatihan dan monitoring dan evaluasi (PB)
	 32 Provinsi,dan 12 Kabupaten
	32 Provinsi dan 17 Kabupaten
	32 Provinsi dan 22 Kabupaten
	32 Provinsi dan 27 Kabupaten
	32 Provinsi,dan 32 Kabupaten
	

	
	
	4. Jumlah  provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi dalam penataan ruang kawasan pedesaan melalui fasilitasi Pemda dalam penyusunan perda tentang tata ruang kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), bimtek, dan koordinasi (PB)
	10 Provinsi

10 Kab 
	15 Provinsi

20 Kab 
	15 Provinsi

30 Kab
	20 Provinsi

40 Kab
	25 Provinsi

50 Kab
	

	
	
	5. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. Jumlah provinsi yang di Fasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa melalui Bimtek, pelatihan, pendataan (PB)
	32 prov


	32 prov


	32 prov


	32 prov


	32 prov


	

	
	
	7.  Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat (provinsi) (PB)
	32 prov 
	32 prov 
	32 prov 
	32 prov 
	32 prov 
	

	
	
	8. Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan (PB)
	-
	32 prov 
	32 prov 
	32 prov 
	32 prov 
	

	
	
	9. Jumlah Kabupaten yang menyusun RTR desa (PB)

	-
	60 kab
	60 kab
	90 kab
	120 kab
	

	4. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat 
	Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat  sesuai standar 
	1. Jumlah kabupaten yang difasilitasi dalam pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui inventarisasi KAT, pelestarian Adat dan Budaya Nusantara dengan pemberian stimulant kepada pemerhati adat dan budaya (PB)
	15 Kab

	25 Kab


	47 Kab
32 Prov 

	40 Kab

	50 Kab 


	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

	
	
	2. Jumlah provinsi yang di fasilitasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial melalui sosialisasi, dan penguatan kelembagaan HIV/AIDS di daerah  (PB)
	33 Prov 

	33 Prov 

	33 Prov 

	33 Prov 

	33 Prov 

	

	
	
	3. Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejah-teraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelemb  Posyandu, pendataan posyandu, pening-katan peran posyandu dalam kesehatan keluarga, pelaksa-naan Bangdesmadu  (PB)
	33 prov

468 kab


	33 prov

468 kab


	33 prov

314 kab/kota


	33 prov

469 kab/kota


	33 prov

469 kab/kota


	

	
	
	4. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota  yang di fasilitasi dalam pembinaan dan perlindungan tenaga kerja perdesaan melalui pening-katan kemampuan tenaga kerja pedesaan di wilayah perbatasan antar negara, penyusunan permendagri, pelatihan dan orientasi  (PB)
	33 Prov

50 Kab

	33 Prov

50 Kab


	32 Prov

469 Kab


	33 Prov

50 Kab

	33 Prov

50 Kab


	

	
	
	5. Jumlah  provinsi dan kabupaten/kota  yang di fasilitasi dalam pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pendataan, bimtek, dan pem-berantasan buta aksara (PB)
	10 Provinsi

10 Kab 
	15 Provinsi

20 Kab 
	15 Provinsi

30 Kab
	20 Provinsi

40 Kab
	25 Provinsi

50 Kab
	

	
	
	6. Cakupan Penerapan PNPM MP Generasi (PB)
	-
	120 kec
	120 kec
	120 kec
	120 kec
	

	5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 
	Pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat sesuai standar 
	1. Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi di bidang pertanian dan pangan yang berada di perdesaan melalui Bimtek CPPD di Provinsi dan Kab/ Kota, koordinasi serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat penge-lola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) (PB)
	33 Prov 
15 Kab
6 Keg


	33 Prov 
20 Kab


	33 Prov 
33 Kab
7 Keg


	33 Prov 
30 Kab
7 Keg


	33      Provinsi     20 Kabupaten 10 Keg

	DIREKTORAT USAHA EKONOMI MASYARAKAT

	
	
	2. Jumlah kabupaten yang di fasilitasi dalam peningkatan pelaksanaan usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir serta Penguatan Kelembagaan BUMKEL (PN)
	15 Kab

	25 Kab


	35 Kab

	40 Kab

	50 Kab

	

	
	
	3. Jumlah provinsi yang di fasilitasi dalam pengembangan  usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW (PB)
	33 Prov 

	33 Prov 

	9 Prov 
34 Kabupaten
	33 Prov 

	33 Prov 

	

	
	
	4. Jumlah provinsi yang di fasilitasi dalam pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro pedesaan melalui Bimtek, koordinasi,dan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat (PB)
	33 Prov


	33 Prov


	33 Prov


	33 Prov


	33 Prov


	

	
	
	5. Persentase lembaga keuangan mikro pedesaan /UED-SP yang berfungsi (KK 13 1) (PB)
	20 %
	35 %
	50 %
	60 %
	70 %
	

	
	
	6. Jumlah provinsi dan kab/kota yang di fasilitasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar desa/pasar lokal  dan pengembangan informasi pasar melalui Bimtek pengelolaan pasar desa bagi aparat pemerintah desa, pengelola pasar dan BPD, stimulan kepada pasar desa 
	32 Provinsi
 
	32 Provinsi
	32 Provinsi

	33    Provinsi    10 Kabupaten  50 Desa
	33      Provinsi     10 Kabupaten  60 Desa
	

	
	
	7. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8. Jumlah ketersediaan  sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa (KK 13 1) (PB)
	20 pasar
	35 pasar
	94 pasar
	60 pasar
	70 Pasar


	

	
	
	9. Jumlah Prov yang akan di fasilitasi dalam usaha ekonomi masyarakat tertinggal melalui pelatihan, pemetaan/ iden-tifikasi, koordinasi, sosialisasi, penyusunan proksi kemiskinan serta pengembangan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat di desa tertinggal (PB)
	-
	-
	32 provinsi
	32 provinsi
	32 provinsi
	

	6. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat 
	Pelayanan pengelo-laan  sumber daya alam dan pendaya-gunaan teknologi tepat guna sesuai 
	1. Jumlah daerah cakupan hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perde-saan yang diterapkan terma-suk di wilayah perbatasan  (PB)
	32 provinsi

50 kab  tertinggal
	32 provinsi

50 kab  tertinggal
	32 provinsi

50 kab  tertinggal
	32 provinsi

50 kab  tertinggal
	32 provinsi

50 kab  tertinggal
	DIREKTORAT SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

	Guna
	standar
	2. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi (PB)
	20 Posyantekdes
	40 Posyantekdes
	60 Posyantekdes
	80 Posyantekdes
	100 Posyantekdes
	

	
	
	3. Jumlah daerah yang  fasilitasi dalam pelaksanaan pengelo-laan  konservasi dan rehabilita-si lingkungan perdesaan mela-lui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan (PB):
	
	
	
	
	
	

	
	
	a. Jumlah Desa Mandiri Energi yang Memanfaatkan Jarak Pagar dan Biogas
	-
	-
	17 Desa           

16 Provinsi
	17 Desa         

16 Provinsi
	20 Desa          

20 Provinsi
	

	
	
	b. Pengelolaan Desa Hutan
	-
	-
	4  Desa

4 Provinsi
	5  Desa

5  Provinsi
	5  Desa

5  Provinsi
	

	
	
	c. Pengelolaan Hutan Mangrove
	-
	-
	1 Desa

1 Provinsi
	2 Desa

2 Provinsi
	2 Desa

2 Provinsi
	

	
	
	4. Jumlah provinsi dan kabupaten Pemda dalam pembangunan sarana dan prasarana perdesaan melalui (PB):
	
	
	
	
	
	

	
	
	a. Jumlah Cakupan Lokasi Garapan PAMSIMAS
	33 Prov 
32 Kab
	33 Prov 
32 Kab
	15 Provinsi

109 kab/kota
	-
	-
	

	
	
	b. Orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek AMPL 
	-
	-
	32 Prov 
	33 Prov 
	33 Prov 
	

	
	
	5. Jumlah kabupaten yang terfasilitasi pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarpras perdesaan (PB)
	-
	50 kab
	60 kab
	70 kab
	80 kab
	

	
	
	6. Jumlah Prov dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna perdesaan melalui pelatihan, bimtek Posyantekdes, pelaksanaan Gelar TTG, koordinasi dan Monev  (PB)
	-
	33    Provinsi    35  Kab/Kota   4 Pokmas, 8 UMK
	33   Provinsi   35 Kab/Kota,   4 Pokmas,  8 UMK


	33     Provinsi     35  Kab/Kota,    4 Pokmas,    8 UMK
	33        Provinsi        35     Kab/Kota,       4 Pokmas,      8 UMK
	

	
	
	7. Jumlah Prov yang akan di fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pesisir perdesaan melalui identifikasi, pelatihan, bimtek, rakor, dan monev (PB)
	-
	32 Provinsi
	32 Provinsi
	32 Provinsi
	32 Provinsi
	

	
	
	8. Cakupan PNPM-LMP (PB)
	8 Provinsi 23 Kabupaten
	27 kab di 6 prov
	78   Kec      di 33 Kabupaten di 10 Provinsi
	-
	-
	

	7. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)
	Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran di 
	1. Cakupan penerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM      (KK 13 2) (PN)
	32 provinsi

394 kab, 4 791 kec, termasuk 50 kab  Tertinggal
	4940 kec
	-
	-
	-
	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

	
	kecamatan dan 
	a.  PNPM-MP Inti
	-
	4911 kec
	5020 Kec
	5020 Kec
	5020 Kec
	

	
	desa/(PNPM-Perdesaan); dan PNPM-LMP melalui 
	b.  PNPM Penguatan (temasuk didalam lokasi PNPM Inti:
	
	
	
	
	
	

	
	pelaksanaan Program Nasional 
	·  PNPM-MP Perbatasan
	-
	85 kec
	85 kec
	85 kec
	85 kec
	

	
	Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sesuai standar
	·  PNPM-MP Integrasi SPP SPPN
	-
	-
	85 Kab 
	91 Kab
	91 Kab
	

	
	
	·  PNPM-MP Respek Pertanian
	-
	-
	43 kec
	43 kec
	43 kec
	

	
	
	2. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab  Nias dan Nias Selatan (kecamatan) (KK 13 2) (PN)
	2 Kab/

9 Kecamatan


	-
	-
	-
	-
	

	8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup
	Meningkatkan kapasitas Aparat dan Masyarakat dalam pelaksanaan
	1. Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar
	27 Angkt
	30 Angkt
	81 angkatan
	117 angkatan
	147 angkatan
	BALAI/BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

	Regional
	pembangunan desa
	2. Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar
	30 An
gkt
	36 Angkt
	68 angkatan
	138 angkatan
	174 angkatan
	DAN DESA

	
	
	3. Persentase pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, termasuk pembayaran gaji pegawai
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	


INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
	PROGRAM/KEGIATAN
	OUTCOME/OUTPUT
	INDIKATOR
	TARGET
	UNIT ORGANISASI PELAKSANA

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	PROGRAM PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN 
	Tersedianya kader  aparatur pemerintahan dalam negeri yang profesional dan berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi
	1. Persentase jumlah lulusan pendidikan kader program vokasi, akademik dan profesi kepamongprajaan dengan predikat “Dengan Pujian” dan atau ”Cum Laude” (PB)
	4% dari jumlah praja
	4% dari jumlah praja
	5% dari jumlah praja
	5% dari jumlah praja
	5% dari jumlah praja
	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

	
	
	2. Persentase peningkatan rata-rata nilai  pendidikan (pengajaran, pelatihan dan pengasuhan) program vokasi, akademik dan profesi kepamongprajaan (PB)
	Naik 2,5% (0,1 dari  skala 4)

Nilai rata-rata  
≥ 2
	Naik 2,5% (0,1 dari  skala 4)

Nilai rata-rata  
≥ 2
	Naik 2,5% (0,1 dari  skala 4)

Nilai rata-rata  
≥ 2
	Naik 2,5% (0,1 dari  skala 4)

Nilai rata-rata  
≥ 2
	Naik 2,5% (0,1 dari  skala 4)

Nilai rata-rata  
≥ 2
	

	
	
	3. Persentase Penggunaan Hasil Kajian dan Penelitian untuk Pengembangan Akademik
	100% (6 jenis penelitian mandiri dan 6 jenis penelitian kelompok  , 6 jenis kajian pemerintahan)
	100% (10 jenis penelitian mandiri dan 15 jenis penelitian kelompok, 12  jenis kajian pemerintahan)
	100% (120 Dosen, 6 Kajian, 6 Laporan Kajian, 20 Penelitian Mandiri, 20 Penelitian Kelompok, 2 Jurnal Penelitian)
	100% (120 Dosen, 6 Kajian, 6 Laporan Kajian, 20 Penelitian Mandiri, 20 Penelitian Kelompok, 2 Jurnal Penelitian)
	100% (120 Dosen, 6 Kajian, 6 Laporan Kajian, 20 Penelitian Mandiri, 20 Penelitian Kelompok, 2 Jurnal Penelitian)
	

	
	
	4. Cakupan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
	4 kegiatan pengabdian masyarakat, 1 Desa Binaan. 1 Kegiatan Praktek Laporanangan I dan Praktek Lapangan II Program Vokasi
	4 kegiatan pengabdian masyarakat, 2 Desa Binaan. 1 Kegiatan Praktek Lapangan I ,II dan III Program Vokasi
	8 Desa
	8 Desa
	8 Desa
	

	
	
	5. Persentase Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian bagi tenaga Kependidikan
	100% (Sertifikasi bagi 80 dosen, PAK 120 Dosen, 225 pegawai terlayani kenaikan pangkat dan jabatan)
	100% (Sertifikasi bagi 80 dosen, PAK 120 Dosen, 225 pegawai terlayani kenaikan pangkat dan jabatan, Pengembangan sistem informasi kepegawaian).

	100% 

(794 Pegawai)
	100% 
(794 Pegawai)
	100% 
(794 Pegawai)
	

	
	
	6. Persentase Kesesuaian Perencanaan Diklat dengan Kebutuhan Tenaga Kependidikan
	100% ( Keg. Pembinaan dan Diklat Tenaga Kependidikan, Bantuan izin belajar bagi 30 org tenaga kependidikan)
	100% (Keg. Pembinaan dan Diklat Tenaga Kependidikan, Bantuan izin belajar bagi 30 org tenaga kependidikan)
	100%
(60 Tenaga Kependidikan)
	100%
(60 Tenaga Kependidikan)
	100%
(60 Tenaga Kependidikan)
	

	
	
	7. Persentase keikutsertaan Praja pada Kegiatan Ekstrakurikuler  
	65% (2618 Praja) 100% Diksarmendispra bagi 1500 Praja
	65% (4618 Praja) 100% Diksarmendispra bagi 1500 Praja
	65% (4618 Praja)
	65% (5919 Praja)
	65% (6400 Praja)
	

	1. Penyelenggaraan   Administrasi, Akademik, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan
	Pelayanan  administrasi akademik yang berkualitas, dokumen perencanaan, pelaksanaan pelatihan serta administrasi  kerjasama
	1. Jumlah bahan pengajaran
	17 buku literatur, bahan ajar dan GBPP/    SAP/SYLABUS Pengajaran dan      18 GBPP/SAP/    SYLABUS Pelatihan  Semester I dan  II program vokasi, 2 buku literatur, bahan ajar GBPP/SAP/SYLA BUS Pengajaran Semester I dan II program akademik, 6 buku literatur, bahan ajar GBPP/SAP/ SYLABUS  program profesi
	17 buku literatur, bahan ajar dan GBPP/    SAP/SYLABUS Pengajaran dan      18 GBPP/SAP/    SYLABUS Pelatihan  Semester I dan  II program vokasi, 2 buku literatur, bahan ajar GBPP/SAP/SYLA BUS Pengajaran Semester I dan II program akademik, 6 buku literatur, bahan ajar GBPP/SAP/ SYLABUS  program profesi 
	3 Jenis Bahan Ajar
	3 Jenis Bahan Ajar
	3 Jenis Bahan Ajar
	BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, PERENCANAAN DAN KERJASAMA

	
	
	2. Jumlah pedoman pengembangan dan evaluasi sistem pendidikan
	1 Kalender Akademik program vokasi, 1 kali Yudicium program vokasi, 2200 KHS program vokasi, 3 kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (vokasi,akademik dan profesi)
	1 Kalender Akademik (pro-gram vokasi, akademik dan profesi), 1 kali Yudicium program vokasi, 3300 KHS program vokasi, 120 KHS program akademik, 30 KHS Program Profesi. 3 kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (vokasi, akademik dan profesi)
	3 pedoman
	4 pedoman
	5 pedoman
	

	
	
	3. Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Fakultas
	100% (2618 Praja) 100% Diksarmendispra bagi 1500 Praja
	100% (4618 Praja) 100% diksarmendispra bagi 1500 Praja

	100% (4618 Praja)
	100% (5919 Praja), 4 laporan
	100% (6400 Praja), 4 laporan
	

	
	
	4. Cakupan  Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kependidikan
	2 kali seminar nasional, 6 kali  seminar antar jurusan2 kali seminar antar fakultas
	2 kali seminar nasional, 6 kali  seminar antar jurusan2 kali seminar antar fakultas, 4 kali dukungan seminar nasional/internasional
	4 laporan
	4 laporan
	4 laporan
	

	
	
	5. Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Program Pascasarjana
	100% (85 Mahasiswa)
	100% (100 Mahasiswa)
	100% terhadap seluruh mahasiswa pasca sarjana
	100% terhadap seluruh mahasiswa pasca sarjana
	100% terhadap seluruh mahasiswa pasca sarjana
	

	
	
	6. Cakupan Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kependidikan Program Pascasarjana
	1 Seminar Program Akademik,  Pelaksanaan Seminar / Ceramah Umum Tenaga Pendidik dan Kependidikan (1 Seminar Program Akademik), Pelaksanaan Penelitian Mandiri dan Penelitian Kelompok (3 Orang Dosen, 3 Kelompok )
	Seminar Program Akademik,  Pelaksanaan Seminar / Ceramah Umum Tenaga Pendidik dan Kependidikan (1 Seminar Program Akademik), Pelaksanaan Penelitian Mandiri dan Penelitian Kelompok (3 Orang Dosen, 3 Kelompok )
	3 Jenis Seminar


	3 Jenis Seminar


	3 Jenis Seminar


	

	
	
	7. Persentase Penggunaan Hasil Kajian dan Penelitian untuk Pengembangan Akademik
	100% (6 jenis penelitian mandiri dan 6 jenis penelitian kelompok  , 6 jenis kajian pemerintahan).
	100% (10 jenis penelitian mandiri dan 15 jenis penelitian kelompok, 12  jenis kajian pemerintahan). 
	100% (120 Dosen, 6 Kajian, 6 Laporan Kajian, 20 Penelitian Mandiri, 20 Penelitian Kelompok, 2 Jurnal Penelitian)
	100% (120 Dosen, 6 Kajian, 6 Laporan Kajian, 20 Penelitian Mandiri, 20 Penelitian Kelompok, 2 Jurnal Penelitian)
	100% (120 Dosen, 6 Kajian, 6 Laporan Kajian, 20 Penelitian Mandiri, 20 Penelitian Kelompok, 2 Jurnal Penelitian)
	

	
	
	8. Cakupan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
	4 kegiatan pengabdian masyarakat, 1 Desa Binaan. 1 Kegiatan Praktek Laporan I dan Praktek Laporangan II Program Vokasi
	4 kegiatan pengabdian masyarakat, 2 Desa Binaan. 1 Kegiatan Praktek Laporan  I ,II dan III Program Vokasi
	8 Desa
	8 Desa
	8 Desa
	

	
	
	9. Jumlah Dokumen rekomendasi senat
	4 kali sidang senat
	8  kali sidang senat, 1 kali kegiatan pengukuhan guru besar
	6 Rekomendasi
	6 Rekomendasi
	6 Rekomendasi
	

	
	
	10. Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan  E-Library
	Terpenuhinya Kegiatan Pelayanan Perpustakaan selama 2200 jam, dan pemeliharaan  Dokumentasi dan kearsipan sejumlah 60.000 buku
	Terpenuhinya Kegiatan Pelayanan Perpustakaan selama 2420 jam dan pemeliharaan  Dokumentasi dan kearsipan sejumlah 65.000 buku
	Terpenuhinya Pelayanan Perpustakaan selama 2200 jam
	Terpenuhinya Pelayanan Perpustakaan selama 2200 jam
	Terpenuhinya Pelayanan Perpustakaan selama 2200 jam
	

	
	
	11. Persentase ketersediaan Media Informasi secara Elektronik yang digunakan unit kerja Lingkup IPDN
	-
	Sarana dan prasarana Laboratorium pemerintahan,
	100% (2600 Praja)
	100% (2600 Praja)
	100% (2600 Praja)
	

	
	
	12. Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan Lingkup IPDN
	-
	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan
	3 aplikasi yang terintegrasi


	3 aplikasi yang terintegrasi


	3 aplikasi yang terintegrasi


	

	
	
	13. Jumlah SOP Pendidikan
	Jumlah NSPM (Pengajaran, Pelatihan Perencanaan, Keuangan, Kemahasiswaan dan Fakultas
	Jumlah NSPM (Pengajaran, Pelatihan Perencanaan, Keuangan, Kemahasiswaan dan Fakultas, 
	100% (5 naskah)
	100% (5 naskah)
	100% (5 naskah)
	

	
	
	14. Jumlah Jurnal Pendidikan yang terakreditasi
	6 jurnal jurusan pada program vokasi . 1 jurnal program akademik (Pascasarjana). 1 Jurnal Penelitian/pengabdian masyarakat, 1 Majalah Institut
	6 jurnal jurusan pada program vokasi . 1 jurnal program akademik (Pascasarjana). 1 Jurnal Penelitian/pengabdian masyarakat, 1 Majalah Institut
	2 Jurnal
	2 Jurnal
	2 Jurnal
	

	
	
	15. Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Pelatihan
	100% (2618 Praja)
	100% (4618 Praja)
	100% (4618 Praja)
	100% (5919 Praja)
	100% (6400 Praja)
	

	
	
	16. Cakupan Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan Praja
	3 kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (vokasi,akademik dan profesi- Pelatihan)
	3 kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (vokasi,akademik dan profesi- Pelatihan).
	18 GBPP/SAP, 17 Modul, 3 Praktek Lapangan, 1 Pedoman Pelatihan
	18 GBPP/SAP, 17 Modul, 3 Praktek Lapangan, 1 Pedoman Pelatihan
	18 GBPP/SAP, 17 Modul, 3 Praktek Lapangan, 1 Pedoman Pelatihan
	

	
	
	17. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah
	3 Penjajagan dan 2 MOU Kerjasama,
	3 Penjajagan dan 2 MOU Kerjasama
	19 MOU


	19 MOU


	19 MOU


	

	
	
	18. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
	3 dokumen 
	3 dokumen 
	3 dokumen 
	3 dokumen 
	3 dokumen 
	

	
	
	19. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan
	100%
(2  Naskah RKT dan PI)
	100%
(2  Naskah RKT dan PI)
	100%
(2 Naskah RKT dan PI)
	100%
(2 Naskah RKT dan PI)
	100%
(2 Naskah RKT dan PI)
	

	
	
	20. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup IPDN
	3 kali koordinasi, Monitoring evaluasi ke Kampus IPDN Daerah
	5 kali koordinasi, Monitoring evaluasi ke Kampus IPDN Daerah
	9 Laporan


	9 Laporan


	9 Laporan


	

	2. Pengelolaan   Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan
	Dukungan pelayanan  administrasi dan  teknis yang berkualitas


	1. Persentase penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langgaran Daya dan Jasa)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

	
	
	2. Jumlah Dokumen Anggaran Tahunan dan Laporan Pengelolaan Keuangan/Kinerja Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Instansi (SAI Lingkup IPDN)
	6 Jenis Dokumen, 
	6 Jenis Dokumen, 
	6 Jenis Dokumen 


	6 Jenis Dokumen 


	6 Jenis Dokumen 


	

	
	
	3. Porsentase Penyelesaian Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan dan Tindak-lanjut LHP tepat Waktu
	100% (1 Laporan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran dan TLHP). Penatausahaan 
	100% (1 Laporan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran dan TLHP). Penatausahaan 
	100% (1 Laporan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran dan TLHP)
	100% (1 Laporan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran dan TLHP)
	100% (1 Laporan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran dan TLHP)
	

	
	
	
	Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Pembinaan dan Evaluasi dan Hasil-hasil Pemeriksaan
	Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Pembinaan dan Evaluasi dan Hasil-hasil Pemeriksaan
	
	
	
	

	
	
	4. Persentase Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian bagi tenaga Kependidikan
	100% (Sertifikasi bagi 80 dosen, PAK 120 Dosen, 225 pegawai terlayani kenaikan pangkat dan jabatan)
	100% (Sertifikasi bagi 80 dosen, PAK 120 Dosen, 225 pegawai terlayani kenaikan pangkat dan jabatan, Pengembangan sistem informasi kepegawaian).
	100% 
(794 Pegawai)
	100% 
(794 Pegawai)
	100% 
(794 Pegawai)
	

	
	
	5. Persentase Kesesuaian Perencanaan Diklat dengan Kebutuhan Tenaga Kependidikan
	100% ( Keg. Pembinaan dan Diklat Tenaga Kependidikan, Bantuan izin belajar bagi 30 org tenaga kependidikan)
	100% (Keg. Pembinaan dan Diklat Tenaga Kependidikan, Bantuan izin belajar bagi 30 org tenaga kependidikan)
	100% (60 Tenaga Kependidikan)
	100% (60 Tenaga Kependidikan)
	100% (60 Tenaga Kependidikan)
	

	
	
	6. Persentase Pemahaman aparatur mengenai kebijakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi
	100%
	100%
	100% (2 Laporan, 794 Profil Pegawai, 1 Sistem)
	100% (2 Laporan, 794 Profil Pegawai, 1 Sistem)
	100% (2 Laporan, 794 Profil Pegawai, 1 Sistem)
	

	
	
	7. Persentase Tingkat ketepatan waktu penyelesaian operasional Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Lingkup IPDN  
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	8. Persentase Tingkat Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Lingkup IPDN
	100% (14 Laporan, 2618  Praja Pesiar Terpimpin, 5 Ha Lahan Pelatihan)  
	100% (14 Laporan, 4618 Praja Pesiar Terpimpin, 5 Ha Lahan Pelatihan)  
	100% (14 Laporan, 4618 Praja Pesiar Terpimpin, 5 Ha Lahan Pelatihan) 
	100% (14 Laporan, 5919 Praja Pesiar Terpimpin, 5 Ha Lahan Pelatihan)
	100% (14 Laporan, 6400 Praja Pesiar Terpimpin, 5 Ha Lahan Pelatihan)
	

	
	
	9. Persentase Tingkat Keamanan Lingkungan Kantor dan Kerja Lingkup IPDN  
	100% (2 Laporan)
	100% (2 Laporan)
	100% (2 Laporan)
	100% (2 Laporan)
	100% (2 Laporan)
	

	
	
	10. Persentase Tingkat Pelayanan Menza dan Loundry Praja

	100% (2 Laporan)
	100% (2 Laporan)
	100% (2 Laporan)
	100% (2 Laporan) 
	100% (2 Laporan) 
	

	
	
	11. Persentase Tingkat Pelayanan Kesehatan Praja IPDN  
	100% (2618 Praja, 250 Pegawai)
	100% (4618 Praja, 250 Pegawai)
	100% (4618 Praja, 250 Pegawai)
	100% (5919 Praja, 250 Pegawai)
	100% (6400 Praja, 250 Pegawai)
	

	
	
	12. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedinasan Lingkup IPDN sesuai kebutuhan
	100% (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan)
	100% (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan)
	100% (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan)
	100% (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan)
	100% (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan)
	

	
	
	13. Persentase Acara Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Terhadap pelayanan pimpinan
	4 kali kegiatan Humas, 4 kali kegiatan protokol
	4 kali kegiatan Humas, 4 kali kegiatan protokol
	100% (4 Kali Konferensi Pers,12 Laporan)
	100% (4 Kali Konferensi Pers,12 Laporan)
	100% (4 Kali Konferensi Pers,12 Laporan)
	

	3. Penyelenggaraan  Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan 
	Pelayanan administrasi keprajaan dan kegiatan  kemahasiswaan
	1. Persentase ketepatan waktu penanganan Urusan Adminstrasi Praja/Mahasiswa
	100% (2618 praja terlayani dalam pemberkasan kepegawaian)
	100% (4618 praja terlayani dalam pemberkasan kepegawaian)
	100% (4618 Praja)
	100% (5919 Praja)
	100% (6400 Praja)
	BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASIS-WAAN

	
	
	2. Persentase Database Alumni IPDN
	60% kelengkapan data alumni
	70% kelengkapan data alumni
	100% (4 Provinsi, 1 Buku, 2 Seminar)
	100% (4 Provinsi, 1 Buku, 2 Seminar)
	100% (4 Provinsi, 1 Buku, 2 Seminar)
	

	
	
	3. Persentase Rekomendasi Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Praja
	100% (1 Kegiatan Bantuan Hukum)
	100% (1 Kegiatan Bantuan Hukum)
	100% (4618 Praja)
	100% (5919 Praja)
	100% (6400 Praja)
	

	
	
	4. Persentase Pelayanan Administrasi, Bimbingan dan Pengawasan Praja
	100% (2618 Praja, 125 Pengasuh)
	100% (4618 Praja, 125 Pengasuh)
	100% (4618 Praja, 125 Pengasuh)
	100% (5919 Praja, 125 Pengasuh)
	100% (6400 Praja, 125 Pengasuh)
	

	
	
	5. Persentase penanganan  Pelanggaran ringan Kehidupan Praja
	5% (2618 Praja)
	5% (4618 Praja)
	5% ( 4618 Praja)
	5% (5919 Praja)
	5% (6400 Praja)
	

	
	
	6. Persentase Pelayanan Bimbingan dan Konseling Praja
	100% (2618 Praja), 1 keg. Ibu Asuh
	100% (4618 Praja), 1 keg. Ibu Asuh
	100% (4.350 Praja)
	100% (4.350 Praja)
	100% (4.350 Praja)
	

	
	
	7. Persentase keikutsertaan Praja pada Kegiatan Ekstrakurikuler  
	65% (2618 Praja) 100% Diksarmendispra bagi 1500 Praja
	65% (4618 Praja) 100% diksarmendispra bagi 1500 Praja
	65% (4618 Praja)
	65% (5919 Praja)
	65% (6400 Praja)
	

	4. Pelaksanaan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi Kampus IPDN Daerah


	Terselenggaranya pendidikan kepamongprajaan Kampus IPDN di Daerah (Kampus Bukittinggi, Kampus Pekanbaru, Kampus Makassar, Kampus Manado, Kampus
	1. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)  DAERAH

	
	Mataram, Kampus Pontianak, dan Kampus Papua)
	2. Jumlah Dokumen Anggaran Tahunan dan Laporan Pengelolaan Keuangan/Kinerja Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Instansi (SAI Lingkup IPDN Daerah)
	4 Dokumen
	4 Dokumen
	42 Jenis Dokumen
	42 Jenis Dokumen
	42 Jenis Dokumen
	

	
	
	3. Persentase Penyelesaian Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan dan Tindaklanjut LHP tepat waktu
	100%
	100%
	100%


	100%


	100%


	

	
	
	4. Persentase Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Perlengkapan
	100%
	100%
	100% (140 Pegawai pada 7 IPDN Kampus di Daerah )
	100% (140 Pegawai pada 7 IPDN Kampus di Daerah )
	100% (140 Pegawai pada 7 IPDN Kampus di Daerah )
	

	
	
	5. Jumlah Unit Sarana Penunjang Pendidikan Lingkup IPDN Daerah  
	32 unit
	40 unit
	40 unit


	70 unit


	70 unit


	

	
	
	6. Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Program Studi
	100%
	100%
	100% (2800 Praja)
	100% (2800 Praja)
	100% (2800 Praja)
	

	
	
	7. Cakupan Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kependidikan
	1 kali seminar nasional,  2 kali seminar jurusan
	4 kali seminar nasional,  4  kali seminar jurusan, 4 kali dukungan seminar nasional
	14 kali Seminar
	14 kali Seminar
	14 kali Seminar
	

	
	
	8. Persentase Penggunaan Hasil Penelitian untuk Pengembangan Akademik
	100% (2 jenis penelitian mandiri dan 3  jenis penelitian kelompok, 2 jenis kajian program studi)
	 100% (3  jenis penelitian mandiri dan 6 jenis penelitian kelompok, 2 jenis kajian program studi)
	100% (21 Dosen, 14 Kelompok Dosen)
	100% (21 Dosen, 14 Kelompok Dosen)
	100% (21 Dosen, 14 Kelompok Dosen)
	

	
	
	9. Cakupan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 
	1 kegiatan pengabdian masyarakat, 1 Desa Binaan.
	1 kegiatan pengabdian masyarakat, 1 Desa Binaan.
	24 Dokumen, 7 Desa Binaan
	24 Dokumen, 7 Desa Binaan
	24 Dokumen, 7 Desa Binaan
	

	
	
	10. Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan 
	Terpenuhinya Kegiatan Pelayanan Perpustakaan selama 1600  jam dan pemeliharaan  Dokumentasi dan kearsipan sejumlah 15.000 buku
	Terpenuhinya Kegiatan Pelayanan Perpustakaan selama 1600  jam dan pemeliharaan  Dokumentasi dan kearsipan sejumlah 15.000 buku
	Pelayanan selama 2640 jam
	Pelayanan selama 2640 jam
	Pelayanan selama 2640 jam
	

	
	
	11. Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Pelatihan
	100% (200Praja)
	100% (500 Praja)
	100% (2800 Praja)
	100% (2800 Praja)
	100% (2800 Praja)
	

	
	
	12. Cakupan Pengembangan Dan Evaluasi Pelatihan Praja 
	1 Keg Praktek Lapangan I, II, III, Magang, dan BKP Program Vokasi
	1 Keg Praktek Lapangan I, II, III, Magang, dan BKP Program Vokasi
	14 Praktek Lapangan
	14 Praktek Lapangan
	14 Praktek Lapanga
	

	
	
	13. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah
	-
	8 Penjajagan dan 4

 MOU Kerjasama
	14 MOU
	14 MOU
	14 MOU
	

	
	
	14. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
	20 dokumen perencanaan terselesaikan
	30 dokumen perencanaan terselesaikan,
	21 Dok
	21 Dok
	21 Dok
	

	
	
	15. Jumlah lapoan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup IPDN Kampus di Daerah 
	12 kali koordinasi, Monitoring evaluasi
	15 kali koordinasi, Monitoring evaluasi
	42 Laporan


	42 Laporan


	42 Laporan


	

	
	
	16. Persentase ketepatan waktu penanganan Urusan Adminstrasi Keprajaan Lingkup IPDN Daerah 
	100% (200 praja terlayani dalam pemberkasan kepegawaian)
	100% (500 praja terlayani dalam pemberkasan kepegawaian)
	100% (2800 Praja)
	100% (2800 Praja)
	100% (2800 Praja)
	

	
	
	17. Persentase Pelayanan Administrasi, Bimbingan dan Pengawasan Praja 
	100%  (200 praja kegiatan Pengasuhan)
	100%  (500 praja kegiatan Pengasuhan)
	100% (2800 Praja, 70 Pengasuh)
	100% (2800 Praja, 70 Pengasuh)
	100% (2800 Praja, 70 Pengasuh)
	

	
	
	18. Persentase keikutsertaan Praja pada Kegiatan Ekstrakurikuler 
	100% (200 Praja)
	100% (500 Praja)
	100% (1600 Praja)
	100% (1600 Praja)
	100% (1800 Praja)
	


INSPEKTORAT JENDERAL
	PROGRAM/KEGIATAN
	OUTCOME/OUTPUT
	INDIKATOR
	TARGET
	UNIT ORGANISASI PELAKSANA

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS  APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta kinerja pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintahan daerah
	1. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksa-naan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup Kemendagri (PB)
	80%
	80%
	80%
	90%
	90%
	INSPEKTORAT JENDERAL

	
	
	2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksa-naan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerin-tahan di provinsi (PB)
	80%
	80%
	80%
	90%
	90%
	

	
	
	3. Persentase tingkat penyele-saian kasus-kasus dan penga-duan khusus atas Petunjuk  Menteri di unit kerja lingkup Kemendagri dan provinsi serta kabupaten/kota tertentu
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	

	
	
	4. Jumlah reviu Laporan Keuangan komponen Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP (KK.19.1)
	1 laporan
	1 laporan
	1 laporan
	1 laporan
	1 laporan
	

	
	
	5. Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian Dalam Negeri
	10 besar
	10 besar
	5 besar
	5 besar
	5 besar
	

	1. Dukungan Manajemen dan   Dukungan Teknis Lainnya  Inspektorat Jenderal
	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas      di lingkungan Inspektorat  Jenderal
	1. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu.
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	SEKRETARIAT ITJEN

	
	
	2. Persentase penyelesaian Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
	100 %  
	100 %  
	100 %  
	100 %  
	100 %  
	

	
	
	3. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran.
	100 % 
	100 % 
	100 % 
	100 % 
	100 % 
	

	
	
	4. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
	80%
	80%
	80%
	90%
	90%
	

	
	
	5. Persentase jumlah dokumen laporan analisis hasil pengawasan.
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	

	
	
	6. Persentase penyelesaian dokumen monitoring, laporan keuangan dan aset dan pelaporan kinerja
	80%
	80%
	80%
	90%
	90%
	

	
	
	7. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya.
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	8. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan.
	80%
	80%
	80%
	85%
	85%
	

	
	
	9. Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pengawasan
	3 Peraturan
	2 Peraturan
	2 Peraturan
	2 Peraturan
	2 Peraturan
	

	
	
	10. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lingkup Inspektorat Jenderal
	80%
	90%
	90%
	90%
	90%
	

	
	
	11. Jumlah  Laporan Manual Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat pada daerah binaan terpilih

	-
	-
	10 Laporan pilot project
	10 Laporan pilot project
	10 Laporan pilot project
	

	2. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional 

Wilayah I
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah I.

	1. Persentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi; Ditjen Otda, Badan Diklat,  IPDN dan BNPP. 
	80%
	80%
	80%
	90%
	90%
	INSPEKTORAT WILAYAH I

	
	
	2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi; Banten, DI. Yogyakarta, Sulawesi Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. 


	80%
	80%
	80%
	90%
	90%
	

	
	
	3. Jumlah laporan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah 
	2 Laporan (Bengkulu & Kalteng)


	3 Laporan (DIY, Sulbar & Papbar)


	2 Laporan (Banten & Babel)


	1 Laporan (Sulsel)


	-
	

	
	
	4. Jumlah laporan hasil pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kemendagri  di provinsi; Banten, DI. Yogyakarta, Sulawesi Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.
	8 Laporan


	8 Laporan


	8 Laporan


	8 Laporan


	8 Laporan


	

	
	
	5. Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP di unit kerja Ditjen Otda, Badan Diklat, IPDN dan BNPP.
	3 Laporan


	3 Laporan


	4 Laporan


	4 Laporan


	4 Laporan


	

	3. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas   dan Pengawasan Fungsional 

Wilayah II
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah II.
	1. Persentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi; Setjen, Ditjen PMD, Itjen.
	80%
	80%
	80%
	90%
	90%
	INSPEKTORAT WILAYAH II

	
	
	2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi; Jawa Timur, Bali, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku.
	80%
	80%
	80%
	90%
	90%
	

	
	
	3. Jumlah laporan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah. 


	1 Laporan (Sulut)
	-


	-


	6 Laporan (Riau, Lampung, Kalbar, Bali, NTT & Maluku)


	1 Laporan (Jatim)


	

	
	
	4. Jumlah laporan hasil pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kemendagri  di provinsi ; Jawa Timur, Bali, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku. 
	8 Laporan


	8 Laporan


	8 Laporan


	8 Laporan


	8 Laporan


	

	
	
	5. Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP di unit kerja Setjen, Ditjen PMD, Itjen.
	3 Laporan


	3 Laporan
	3 Laporan


	3 Laporan


	3 Laporan


	

	
	
	6. Jumlah reviu Laporan Keuangan komponen Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP (KK.19.1)

	1  Laporan


	1 Laporan


	1 Laporan


	1 Laporan


	1  Laporan


	

	4. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas   dan Pengawasan Fungsional Wilayah III
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah III.
	1. Persentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi; Ditjen Dukcapil, Ditjen Kesbangpol, dan Ditjen Keuda. 
	80%
	80%
	80%
	90%
	90%
	INSPEKTORAT WILAYAH III

	
	
	2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi; Jawa Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. 
	80%
	80%
	80%
	90%
	90%
	

	
	
	3. Jumlah laporan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah. 


	2 Laporan (Kepri & Jambi)


	1 Laporan (Sulteng)


	1 Laporan (NAD)


	4 Laporan (Sumut, Jabar, Kaltim & Malut)


	-
	

	
	
	4. Jumlah laporan hasil pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kemendagri  di provinsi ; Jawa Barat,  Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. 
	8 Laporan


	8 Laporan


	8 Laporan


	8 Laporan


	8 Laporan


	

	
	
	5. Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP di unit kerja Ditjen Dukcapil, Ditjen Kesbangpol, dan Ditjen Keuda.
	3 Laporan


	3 Laporan


	3 Laporan


	3 Laporan


	3 Laporan


	

	5. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV


	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan 
	1. Persentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi; Ditjen Bina Bangda, Ditjen PUM, dan Badan Litbang.
	80%
	80%
	80%
	90%
	90%
	INSPEKTORAT WILAYAH IV

	
	Kemendagri; serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah IV.
	2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi ; Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua.
	80%
	80%
	80%
	90%
	90%
	

	
	
	3. Jumlah laporan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.
	2 Laporan (Sumbar & Kalsel)


	1 Laporan (Papua)


	2 Laporan
(DKI & Gorontalo)


	4 Laporan (Sumsel, Jateng, NTB & Sultra)


	-
	

	
	
	4. Jumlah laporan hasil pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kemendagri  di provinsi ; Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua.
	9 Laporan


	9 Laporan


	9 Laporan


	9 Laporan


	9 Laporan


	

	
	
	5. Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP di unit kerja Ditjen Bina Bangda, Ditjen PUM, dan Badan Litbang.
	3 Laporan


	3 Laporan


	3 Laporan


	3 Laporan


	3 Laporan


	

	6. Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus
	Tertanganinya kasus dan pengaduan  masyarakat di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah.
	Persentase penanganan kasus dan khusus serta pengaduan masyarakat pada 12 unit kerja Kemendagri dan 33 provinsi serta kabupaten/kota tertentu.
	80 % Laporan dari jumlah kasus  yang ditangani.
	80 % Laporan dari jumlah kasus  yang ditangani.
	80 % Laporan dari jumlah kasus  yang ditangani.
	80 % Laporan dari jumlah kasus  yang ditangani.
	80 % Laporan dari jumlah kasus  yang ditangani.
	INSPEKTORAT KHUSUS


SEKRETARIAT JENDERAL

	PROGRAM/KEGIATAN
	OUTCOME/OUTPUT
	INDIKATOR
	TARGET
	UNIT ORGANISASI PELAKSANA

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	A. 
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA  KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	Meningkatnya kualitas dan terimplikasikannya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan lingkup Kementerian Dalam Negeri; serta terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri
	1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (KK-18.1)
	1 Permendagri Renja
	1 Permendagri Renja
	1 Permendagri Renja
	1 Permendagri Renja
	1 Permendagri Renja
	SEKRETARIAT JENDERAL

	
	
	
	1 Permendagri Renstra
	-
	-
	-
	1 draft Permendagri Renstra Tahun 2015-2019
	

	
	
	
	1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan
	1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan
	1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan
	1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan
	1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan
	

	
	
	
	-
	2 Permendagri DAK lingkup Kemendagri
	1 Permendagri DAK lingkup Kemendagri
	1 Permendagri DAK lingkup Kemendagri
	1 Permendagri DAK lingkup Kemendagri
	

	
	
	
	2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)
	2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)
	2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)
	2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)
	2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)
	

	
	
	2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi 

(KK-18. 2)
	5 laporan 
	6 laporan 
	6 laporan 
	6 laporan 
	7 laporan 
	

	
	
	3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah Kemendagri sesuai kaidah-kaidah pelaksanaannya (KK.18.3)
	1 Laporan 
	1 Laporan 
	1 Laporan 
	1 Laporan 
	1 Laporan 
	

	
	
	4. Persentase  konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kemendagri dengan penugasan RPJMN 2010-2014 (KK.18.4) 
	70%
	75%
	80%
	85%
	90%
	

	
	
	5. Persentase pemahaman aparatur mengenai kebijakan, Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi 
	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri
	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri
	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri
	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri
	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri
	

	
	
	6. Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun 1999. (KK 4.1)
	1 Dokumen

	
	
	
	
	

	
	
	7. Persentase Pemutakhiran Database PNSP di lingkungan Kemendagri
	75% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan
	80% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan
	85% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan
	87% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan
	90% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan
	

	
	
	
	-
	-
	50% database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifisikasi SDM
	75% database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifisikasi SDM
	90% database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifisikasi SDM
	

	
	
	8. Jumlah Perda yang dikaji  (KK-9.1)
	3.000 Perda 
	9.000 Perda
	3.000 Perda
	2.500 Perda
	2.500 Perda
	

	
	
	9. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri (KK-9.2)
	45 Prolegdagri 
	50 Prolegdagri
	64 Rancangan Perundang-undangan
	60 Rancangan Perundang-undangan
	57 Rancangan Perundang-undangan
	

	
	
	10. Laporan keuangan Kemendagri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KK 19.5)
	WDP
	WTP 
	WTP
	WTP
	WTP
	

	1. Perencanaan Program dan Anggaran 


	Meningkatnya kualitas dan terimplikasikannya secara optimal
	1. Jumlah regulasi terkait bidang perencanaan lingkup Kemendagri
	3 Permendagri


	4 Permendagri
	3 Permendagri
	3 Permendagri
	4 Permendagri
	BIRO PERENCANAAN

	
	perencanaan program dan anggaran, serta hasil monitoring dan evaluasi lingkup
	2. Jumlah dokumen perencanaan anggaran pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kemendagri (RKA-KL dan DIPA)
	2 Dokumen anggaran (RKA-KL & DIPA)
	2 Dokumen anggaran (RKA-KL & DIPA)
	2 Dokumen anggaran (RKA-KL & DIPA)
	2 Dokumen anggaran (RKA-KL & DIPA)
	2 Dokumen anggaran (RKA-KL & DIPA)
	

	
	Kementerian Dalam Negeri
	3. Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN (KK.19.3)
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	
	
	

	
	
	4. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran lintas sektor
	1 Dokumen
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	5. Jumlah laporan hasil monitoring  dan evaluasi 
	5 Laporan 
	6 Laporan 
	6 Laporan 
	6 Laporan 
	7 Laporan 
	

	
	
	6. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah Kementerian dalam Negeri sesuai kaidah-kaidah pelaksanaannya (KK.18.3)
	1 laporan 
	1 laporan 
	1 laporan 
	1 laporan 
	1 laporan 
	

	
	
	7. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN 2010-2014 (KK 18.4)
	70%
	75%
	80%
	85%
	90%
	

	
	
	8. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan lingkup Sekretariat Jenderal
	-
	3 dokumen
	3 dokumen
	3 dokumen
	3 dokumen
	

	
	
	9. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahunan Setjen
	-
	5 laporan
	5 laporan
	5 laporan
	6 laporan
	

	
	
	10. Persentase kesesuaian  capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan lingkup Sekretariat Jenderal 
	-
	75%
	80% 
	85%
	90%
	

	
	
	11. Persentase penyampaian laporan koordinasi peningkatan manajemen perencanaan dan pengen-dalian dalam rangka optimalisasi kegiatan DKTP-UB lingkup Kemen-dagri yang tepat waktu
	70%
	80%
	85% 
	90%
	95%
	

	
	
	12. Persentase penyelesaian administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Perencanaan
	80%
	85%
	90%
	95%
	100%
	

	2. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
	Meningkatnya kualitas pengadaan pegawai sesuai dengan perencanaan kebutuhan organisasi, database PNSP, pengembangan karir, kebutuhan diklat pegawai, dan pelayanan mutasi serta disiplin dan kesra pegawai Kementerian Dalam Negeri
	1. Persentase Pengadaan PNSP Kemendagri yang sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi
	50  %
	60 %
	65 %
	70 %
	75 %
	BIRO KEPEGAWAIAN

	
	
	2. Persentase Pemutakhiran Database PNSP di lingkungan Kemendagri 
	75% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan
	80% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan
	85 %

database PNSP Kemendagri dimutakhirkan
	87 %

database PNSP Kemendagri dimutakhirkan
	90 %

database PNSP Kemendagri dimutakhirkan
	

	
	
	
	-
	-
	50% database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifikasi SDM
	75% database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifikasi SDM
	90% database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifikasi SDM
	

	
	
	3. Persentase kesesuaian perencanaan Diklat dengan kebutuhan Calon peserta dan pemanfaatan  Alumni Diklat  PNSP Kemendagri dengan kebutuhan organisasi

	100% perencanaan Diklat sesuai dengan kebutuhan Calon peserta Diklat (330 orang)
	100% perencanaan Diklat sesuai dengan kebutuhan Calon peserta Diklat (200 orang)
	100% perencanaan Diklat sesuai dengan kebutuhan Calon peserta Diklat (75 orang)
	100% perencanaan Diklat sesuai dengan kebutuhan Calon peserta Diklat (75 orang)
	100% perencanaan Diklat sesuai dengan kebutuhan Calon peserta Diklat (75 orang)
	

	
	
	
	-
	-
	100% pemanfaatan alumni Diklat PNSP Kemendagri sesuai dgn organisasi (75 orang)
	100% pemanfaatan alumni Diklat PNSP Kemendagri sesuai dgn organisasi (75 orang)
	100% pemanfaatan alumni Diklat PNSP Kemendagri sesuai dgn organisasi (75 orang)
	

	
	
	4. Persentase pelayanan penyelesaian administrasi kepegawaian PNSP Kemendagri dan Praja IPDN secara tepat waktu
	100% (1400 orang)
	100% (1675 orang)
	100% (1950 orang)
	100% (2235 orang)

	100% (2515 orang)

	

	
	
	5. Persentase terpenuhinya pengisian jabatan Struktural dan Fungsional bagi PNSP di lingkungan Kemendagri

	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	6. Persentase Penyelesaian Hukuman Disiplin dan Kesra, Administrasi Tanda Kehormatan dan Penghargaan, penyelesaian LHKPN dan penyelesaian LP2P 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 
	

	
	
	7. Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun 1999  (KK-4.1)
	1 Dokumen

	-
	-
	-
	-
	

	
	
	8. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen kepegawaian PNS Daerah  (KK-4.2)
	-
	100%
	-
	-
	-
	

	
	
	9. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas PNS  (KK-4.3)
	-
	-
	100% (1 laporan)
	-
	-
	

	
	
	10. Penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS  (KK 8.2)
	100%
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11. Tersusunnya RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNSD (KK 8.3)
	1 Dokumen RPP
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12. Persentase penyelesaian pedoman pelaksanaan pengadaaan CPNS Kemendagri (KK.8.1)
	50%
	100%


	-
	-
	-
	

	
	
	13. Jumlah penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepegawaian
	-
	-
	6 peraturan
	6 peraturan
	6 peraturan
	

	
	
	14. Persentase penilaian dan pengamatan calon Sekda Prov/Kab/Kota yang terekomendasi
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	15. Persentase Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Kepegawaian
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	3. Penataan  Kelembagaan, Ketatalaksanaan,  Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan pelaporan kinerja Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah daerah, tersedianya peraturan pemerintah pengganti PP No 41 tahun 2007 dan peraturan 
pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta mengharmoniskan dengan amanat perundang-undangan sektor dalam pembentukan organisasi sektor di daerah.
	1. Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi
	3 pedoman
	3 pedoman
	1 pedoman
	1 pedoman
	1 pedoman
	BIRO ORGANISASI

	
	
	2. Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007
	1 paket
	-
	-
	-
	1 paket
	

	
	
	3. Jumlah PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 yang disahkan
	-
	
	1 PP
	-
	-
	

	
	
	4. Persentase daerah yang melaksanakan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 di Unit Kerja Provinsi dan Kab/Kota
	-
	-
	-
	60 %
	100 %
	

	
	
	5. Jumlah laporan monitoring pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007
	-
	-
	-
	1 Laporan
	1 laporan
	

	
	
	6. Jumlah fasilitasi teknis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan pelaporan kinerja.
	8 (delapan) fasilitasi

	7 (tujuh) fasilitasi

	-
	-


	-


	

	
	
	7. Jumlah Evaluasi Teknis Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Pelaporan Kinerja.
	4 (empat) laporan monev

	4 (empat) laporan monev

	-
	-


	-


	

	
	
	8. Jumlah Standar Operasional  Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Tugas Fungsi  Lingkup Kemendagri yang di sahkan  dan jumlah daerah yang difasilitasi
	-


	-


	200 SOP lingkup Kemendagri yang telah selesai disusun
	200 SOP lingkup Kemendagri yang telah selesai disusun
	200 SOP lingkup Kemendagri yang telah selesai disusun
	

	
	
	
	-


	-


	33 Provinsi dan 264 Kab/Kota yang difasilitasi  mampu meyusun SOP
	33 Provinsi dan 264 Kab/Kota yang difasilitasi  mampu meyusun SOP
	33 Provinsi dan 264 Kab/Kota yang difasilitasi  mampu meyusun SOP
	

	
	
	9. Persentase Kemendagri, Provinsi (33 Prov.) dan Kab/Kota yang melaksanakan Pengembangan Anjab (Analisa Jabatan (Anjab),Analisa Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ))
	-


	-


	100%

(12 komponen)
	100%

(12 komponen)
	100%

(12 komponen)
	

	
	
	
	-


	-


	85% (28 Provinsi & 416 Kab/Kota)
	90% (30 Provinsi & 440 Kab/Kota)
	95% (32 Provinsi & 464 Kab/Kota)
	

	
	
	10. Jumlah penerapan akuntabilitas kinerja yang efektif dalam rangka mendorong tercapainya kinerja yang terukur Lingkup Kemendagri dan Provinsi
	-


	-


	100%

(12 komponen)
	100%

(12 komponen)
	100%

(12 komponen)
	

	
	
	
	-


	-


	50%

(17 Provinsi)
	75%

(24 Provinsi)
	80%

(26 Provinsi)
	

	
	
	11. Persentase Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Organisasi.
	100%
	100%

	100%
	100%
	100%
	

	4. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum 
	Meningkatnya keselarasan arah dalam implementasi pembangunan yang diwujudkan melalui 
	1. Jumlah Perda yang di kaji (KK-9.1) (PN)
	3.000 Perda
	9.000 Perda
	3.000 Perda
	2.500 Perda
	2.500 Perda
	BIRO HUKUM



	
	harmonisasi peraturan Perundang-undangan, kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi  hukum lingkup Kemendagri
	2. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri (KK-9.2)
	45 Prolegdagri 
	50 Prolegdagri
	64 Rancangan Perundang-undangan
	60 Rancangan Perundang-undangan
	57 Rancangan Perundang-undangan
	

	
	
	3. Jumlah rancangan peraturan daerah bidang pajak dan Retribusi dan perda lainnya yang dievaluasi
	200 Raperda
	200 Raperda
	200 Raperda
	200 Raperda
	200 Raperda
	

	
	
	4. Persentase surat Mendagri kepada Kepala Daerah untuk menyesuaikan produk hukum daerah yang bermasalah
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	5. Persentase hasil klarifikasi terhadap rancangan peraturan daerah bidang pajak dan retribusi yang telah dievaluasi
	100% ditindaklanjuti daerah
	100% ditindaklanjuti daerah
	100% ditindaklanjuti daerah
	100% ditindaklanjuti daerah
	100% ditindaklanjuti daerah
	

	
	
	6. Persentase penyelesaian sengketa hukum disidang pengadilan dan bantuan hukum
	100% terselesaikan
	100% terselesaikan
	100% terselesaikan
	100% terselesaikan
	100% terselesaikan
	

	
	
	7. Jumlah dokumentasi hukum lingkup Kemendagri
	1 dokumen
	1 dokumen
	1 dokumen
	1 dokumen
	1 dokumen
	

	
	
	8. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Hukum
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	5. Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan
	Meningkatnya pengelolaann Ketatausahaan, Rumah Tangga dan urusan Keprotokolan serta terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
	1. Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian operasional Ketatausahaan,  pimpinan lingkup Setjen dan Kementerian
	90%
	90%
	100%
	100%
	100%
	BIRO UMUM

	6. 
	
	2. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian operasional kerumahtanggaan dan perlengkapan lingkup Setjen
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	3. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) lingkup Setjen yang tepat waktu
	-
	-
	95%
	95%
	95%
	

	
	
	4. Tingkat Keamanan Lingkungan Kantor dan Lingkungan Kerja
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


	

	
	
	5. Persentase Acara Pimpinan Kementerian yang sesuai dengan Keprotokolan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	6. Persentase penyelenggaraan koordinasi  jajaran pemerintahan daerah seluruh Indonesia sesuai kebutuhan
	-
	-
	100% berupa 6 laporan kegiatan
	100% berupa 6 laporan kegiatan
	100% berupa 6 laporan kegiatan
	

	
	
	7. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Umum
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	7. Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi
	Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan data, informasi. komunikasi dan telekomunikasi 
	1. Persentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan komponen/unit kerja di lingkungan Kemendagri
	50% tersedianya data dan informasi eksekutif
	55% tersedianya data dan informasi eksekutif
	65% tersedianya data dan informasi eksekutif
	70% tersedianya data dan informasi eksekutif
	80% tersedianya data dan informasi eksekutif
	PUSAT DATA, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN  TELEKOMU-NIKASI

	
	
	2. Persentase tingkat ketersediaan media informasi secara elektronik 
	65% tersedia media elektronik
	70% tersedia media elektronik
	75% tersedia media elektronik
	85% tersedia media elektronik
	90% tersedia media elektronik
	

	
	
	3. Persentase tingkat ketersediaan jaringan komunikasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah   
	50% tersedia jaringan komunikasi di lingkungan Kemendagri
	60% tersedia jaringan komunikasi di lingkungan Kemendagri
	65% tersedia jaringan komunikasi di lingkungan Kemendagri
	75% tersedia jaringan komunikasi di lingkungan Kemendagri
	80% tersedia jaringan komunikasi di lingkungan Kemendagri
	

	
	
	4. Frekuensi   pengiriman/penerimaan berita /informasi yang dikecualikan  


	5 berita per bulan untuk berita yang dikecualikan
	10 berita per bulan untuk berita yang dikecualikan
	15 berita per bulan untuk berita yang dikecualikan
	20 berita per bulan untuk berita yang dikecualikan
	25 berita per bulan untuk berita yang dikecualikan
	

	
	
	5. Jumlah pengembangan sistem informasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi 
	1 aplikasi yang terintegrasi Sistem Informasi di lingkungan Kemendagri
	2 aplikasi yang terintegrasi Sistem Informasi di lingkungan Kemendagri
	3 aplikasi yang terintegrasi Sistem Informasi di lingkungan Kemendagri
	4 aplikasi yang terintegrasi Sistem Informasi di lingkungan Kemendagri
	4 aplikasi yang terintegrasi Sistem Informasi di lingkungan Kemendagri
	

	
	
	6. Persentase tingkat penggunaan software legal atau open source di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
	-
	50 %
	70 %
	85 %
	100 %
	

	
	
	7. Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam penyelenggaran e-Gov
	-
	4 daerah terbina dalam penyelenggaraan e-Gov yang baik
	5 daerah terbina dalam penyelenggaraan e-Gov yang baik
	6 daerah terbina dalam penyelenggaraan e-Gov yang baik
	7 daerah terbina dalam penyelenggaraan e-Gov yang baik
	

	
	
	8. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusdatinkomtel 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	8. Pengelolaan Penerangan
	Terselenggaranya komunikasi publik  dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan lembaga pemerintah serta fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat dan pengelolaan perpustakaan.
	1. Persentase fasilitasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi
	80%
	80%
	80%
	85%
	95%
	PUSAT PENERANGAN

	
	
	2. Jumlah pengadaan dan frekuensi pemeliharaan sarana prasarana pendukung pengelolaan kehumasan (media centre) 
	1 paket sarana dan prasarana kehumasan serta pemeliharaan
	1 paket sarana dan prasarana kehumasan serta pemeliharaan
	-
	-
	-
	

	
	
	3. Jumlah Persentase fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers
	90 % fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers (2 laporan)
	90 % fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers (2 laporan)
	90 % fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers (2 laporan)
	90 % fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers (2 laporan)
	90 % fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers (2 laporan)
	

	
	
	4. Jumlah dokumen berita aktual dan elektronik isu-isu aktual, kegiatan dan kebijakan strategis Kemendagri
	· 2 dokumen setiap hari kerja (berita aktual dan berita internet)

· 1 dokumen setiap hari sabtu  (berita aktual).
	· 2 dokumen setiap hari kerja (berita aktual dan berita internet)

· 1 dokumen setiap hari sabtu  (berita aktual).
	-
	-
	-
	

	
	
	5. Jumlah  talkshow/variety show/majalah/iklan layanan masyarakat/jurnal/ brosur/banner/leaflet/
	· 1 paket talkshow 16 kegiatan (tayang di 10 tv dan 6 radio)
·  2 edisi majalah
	· 1 paket talkshow 16 kegiatan (tayang di 10 tv dan 6 radio) 
· 2 edisi majalah
	-
	-
	-
	

	
	
	Booklet/running teks
	· media praja Kemendagri
	· media praja Kemendagri
	-
	-
	-
	

	
	
	6. Himpunan kebijakan yang diterbitkan.
	· 1 paket himpunan kebijakan Kemendagri
	· 1 paket himpunan kebijakan Kemendagri.
	-
	-
	-
	

	
	
	7. Persentase pengelolaan fasilitasi penanganan pengaduan
	100% 
	100% (4 laporan)
	100% (4 laporan)
	100% (4 laporan)
	100% (4 laporan)
	

	
	
	8. Frekuensi pembinaan dan peningkatan kualitas SDM pengelola perpustakaan, kearsipan, kehumasan dan penanganan pengaduan.
	1 paket bintek pustakawan Kemendagri
	1 paket bintek pustakawan Kemendagri
	-
	-
	-
	

	
	
	9. 
	7 (tujuh) kali  bintek, bidang: fotografi, kamera audiovisual,

jurnalisme, manajemen komunikasi,  media online dan perpustakaan
	7 (tujuh) kali  bintek, bidang: fotografi, kamera audiovisual,

jurnalisme, manajemen komunikasi,  media online dan perpustakaan
	-


	-


	-


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10. Revitalisasi fungsi dan peran Puspen Depdagri dalam konteks UU Keterbukaan Informasi  Publik (pembentukan tim kerja, lokakarya, penyusunan panduan kerja, reorientasi kerja, outsourcing, dan sarana prasarana). 
	-
	· 1 kali lokakarya
	-
	-
	-
	

	
	
	11. 
	-
	· 1 dokumen panduan kerja
	-
	-
	-
	

	
	
	12. 
	
	· 1 forum reorientasi kerja
	-
	-
	-
	

	
	
	13. 
	
	· 2 orang tenaga outsourcing
	-
	-
	-
	

	
	
	14. 
	
	· 1 paket pengadaan komputer dan printer.
	-
	-
	-
	

	
	
	15. Persentase Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan e-library Kementerian Dalam Negeri
	100% (2 Laporan)
	100% (2 Laporan)
	100% (2 Laporan)
	100% (2 Laporan)
	100% (2 Laporan)
	

	
	
	16. Sosialisasi Permendagri tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat, penyusunan instrumen fasilitasi dan instrumen supervisi penanganan pengaduan masyarakat, fasilitasi dan supervisi penanganan pengaduan masyarakat, bintek penanganan pengaduan masyarakat. 
	-
	1 kali kegiatan sosialisasi Permendagri
	-
	-
	-
	

	
	
	17. 
	-
	1 kegiatan Rakor


	-
	-
	-
	

	
	
	18. 
	-


	2 dokumen (dokumen instrumen fasilitasi dan dokumen instrumen supervisi
	-


	-


	-


	

	
	
	19. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	20. 
	-
	· 2 paket kegiatan (fasilitasi dan supervisi)
	-
	-
	-
	

	
	
	21. 
	
	· 1 kegiatan Bintek.
	
	
	
	

	
	
	22. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat Penerangan.


	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	9. Pengkajian Kebijakan Strategik
	Terpenuhinya kebutuhan rumusan strategik Kementerian Dalam Negeri secara terintegrasi
	1. Persentase isu strategis yang dianalisis dan direkomendasi menjadi materi kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIK

	
	
	2. Persentase hasil analisis kebijakan dan program strategik  yang dapat dimanfaatkan sebagai rumusan kebijakan pimpinan Kementerian Dalam Negeri
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	3. Persentase materi laporan hasil supervisi dan evaluasi yang diteliti dalam pelaksanaannya, pengendalian dan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan strategik lingkup Kementerian Dalam Negeri
	65%
	65%
	65%
	70%
	75%
	

	
	
	4. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat Kajian Kebijakan Strategik
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	5. Tersedianya dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Kemendagri
	1 Dokumen Blueprint Reformasi Birokrasi
	3 Pedoman
	-
	-
	-
	

	
	
	6. Persentase pemahaman aparatur mengenai kebijakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri
	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri
	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri
	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri
	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri
	

	
	
	7. Persentase perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Kemendagri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan daerah
	10%
	15%
	20%
	30%
	50%
	

	10. Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri
	Tertatanya pengelolaan administrasi kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan luar negeri.
	1. Persentase dokumen regulasi/ pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi kerjasama Luar Negeri yang terselesaikan tepat waktu
	100%
	100%
	100%

	100%
	100%
	PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI

	
	
	2. Persentase penyelesaian laporan per semester pengelolaan sistem informasi kerjasama luar negeri yang tepat waktu
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	3. Persentase distribusi buku informasi rencana beasiswa dan training luar negeri ke Daerah
	75%
	75%
	-
	-
	-
	

	
	
	4. Jumlah Provinsi yang dimonitor dalam rangka pengelolaan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri, Penugasan expert/tenaga ahli dan beasiswa/training ke luar negeri
	33 Provinsi
	33 Provinsi
	-
	-
	-
	

	
	
	5. Jumlah pengakses informasi dari sistem informasi kerjasama Luar negeri
	10.000 org
	15.000 org
	-
	-
	-
	

	
	
	6. Persentase rekomendasi perjalanan dinas luar negeri, rekomendasi expert dan pengajuan calon penerima beasiswa/training ke luar negeri sesuai dengan SOP dan terselesaikan tepat waktu
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	7. Jumlah dokumen kerjasama luar negeri yang diproses dan dihasilkan
	50 dokumen
	60 dokumen
	65 dokumen
	70 dokumen
	75 dokumen
	

	
	
	8. Persentase fasilitasi pelaksanaan administrasi kerjasama teknik/sister/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/ Organisasi Internasional (OI)/ Lembaga Asing Non Pemerintah (LANP)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	9. Persentase monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	10. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat AKLN
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	11. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kemendagri
	1. Jumlah dokumen/Peraturan Perundangan tentang pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, serta Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Kemendagri
	1 dokumen pedoman akuntansi keuangan dan asset
	2  dokumen pedoman akuntansi keuangan dan asset
	3 surat keputusan menteri mengenai pedoman penatusahaan BMN, penghapusan BMN dan Pengadaan barang
	3 surat keputusan menteri mengenai pedoman penatusahaan BMN, penghapusan BMN dan Pengadaan barang
	3 surat keputusan menteri mengenai pedoman penatusahaan BMN, penghapusan BMN dan Pengadaan barang
	PUSAT ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET 

	
	
	2. Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  (KK 19.5)
	WDP 
	WTP
	WTP
	WTP
	WTP
	

	
	
	3. Jumlah hasil laporan akuntansi pengelola keuangan dan aset lingkungan setjen dan Kementerian yang akuntabel dan sesuai jadwal
	Tersedianya 4 laporan akuntansi pengelola keuangan dan 3 laporan aset Kementerian yang akuntabel dan sesuai jadwal
	Tersedianya 4 laporan akuntansi pengelola keuangan dan 3 laporan aset Kementerian yang akuntabel dan sesuai jadwal
	Tersedianya 4 laporan akuntansi pengelola keuangan dan 3 laporan aset Kementerian yang akuntabel dan sesuai jadwal
	Tersedianya 4 laporan akuntansi pengelola keuangan dan 3 laporan aset Kementerian yang akuntabel dan sesuai jadwal
	Tersedianya 4 laporan akuntansi pengelola keuangan dan 3 laporan aset Kementerian yang akuntabel dan sesuai jadwal
	

	
	
	4. Persentase penyelesaian verifikasi pembukuan dan pelaporan keuangan lingkup setjen yang akuntabel dan tepat waktu
	45%
	55%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	5. Persentase hasil LHP lingkup setjen dan Kementerian yang ditindaklanjuti.
	55%
	65%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	6. Jumlah bendaharawan lingkup Sekretariat dan Kementerian yang memenuhi persyaratan
	21 orang
	21 orang
	21 orang
	21 orang
	21 orang
	

	
	
	7. Persentase Satker yg menyelenggarakan SIMAK BMN (KK.19.2)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	8. Persentase Satker yang melaksanakan SAI sesuai ketentuan (KK.19.4)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	9. Persentase pengelola SAI dan SIMAK BMN yang mengikuti Diklat (KK.19.5) 
	100%
	100%
	-
	-
	-
	

	
	
	10. Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	11. Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pusat AKPA
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	B.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR  KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Kementerian Dalam Negeri

	1. Persentase pembangunan sarana dan prasarana kampus IPDN Daerah


	25% (4 Daerah)
	50% (4 Daerah) dan 15% (3 daerah)
	100% (4 Daerah) dan 65% (3 daerah)
	100% (3 daerah)
	-
	SEKRETARIAT JENDERAL

	1. Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Terbangunnya sarana dan prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri
	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedinasan IPDN di 4 (empat) daerah (Sumbar, Riau, Sulsel, dan Sulut) 314.223,89 m2
	25%


	95%


	100%


	-
	-
	PUSAT ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET

	2. 
	
	2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedinasan IPDN di 3 (tiga) daerah (Kalbar, NTB, dan Papua) 235.667,92 m2
	-
	15%
	65%
	100%
	-
	

	
	
	3. Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Jenderal dan Kemendagri untuk kategori fasilitas tertentu sesuai kebutuhan
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	


BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN
	OUTCOME/OUTPUT
	INDIKATOR
	TARGET
	UNIT ORGANISASI PELAKSANA

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
	Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan  
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti 
	45%


	50%
	55%
	60%
	65%
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA-NGAN

	1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan
	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas      di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
	1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran
	100%


	100%


	100%


	100%


	100%


	SEKRETARIAT BPP


	
	
	2. Persentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan
	75%


	100%


	100%
	100%
	100%
	

	
	
	3. Persentase penyelesaian pedoman, Juknis dan peraturan perundang-undangan kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan
	70%


	75% 
	80% 
	90% 
	100% 
	

	
	
	4. Persentase pemanfaatan data-base Litbang dan perpustakaan
	55%


	65%
	75%


	85%


	90%


	

	
	
	5. Persentase peningkatan kualitas media publikasi litbang (Jurnal ilmiah dan media litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun
	75%
	75%
	75%
	80%
	90%
	

	
	
	6. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu
	100%
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 
	

	
	
	7. Persentase penyelesaian kegiatan administrasi kepegawaian tugas teknis lainnya
	75%
	75%
	80%
	90%
	95%
	

	
	
	8. Persentase penyelesaian kerjasama litbang dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur litbang
	80%
	80%
	80%
	90%
	100%
	

	
	
	9. Persentase penyelesaian dokumen SOP Badan Penelitian dan Pengembangan
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	10. Persentase penyelesaian dan penataan pengelolaan  asset sesuai SIMAK BMN
	-
	80%
	85%
	90%
	100%
	

	
	
	11. Persentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP
	75%
	75%
	80%
	90%
	100%
	

	
	
	12. Jumlah daerah/regional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi, dan komunikasi kelitbangan
	-
	33 provinsi/ 54 kab/kota

3 regional
	33 provinsi/ 54 kab/kota

3 regional
	33 provinsi/ 54 kab/kota

3 regional
	33 provinsi/ 54 kab/kota

3 regional
	

	
	
	13. Persentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	14. Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi   Keuangan (SAK)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	15. Persentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (verifikasi dan perbendaharaan)
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	16. Persentase provinsi yang difasilitasi dalam peningkatan peran dan fungsi litbang guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemda
	-
	50%
	50%


	75%


	100%


	

	
	
	17. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah
	Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi di bidang kesatuan bangsa, politik dan
	1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
	-


	10 hasil peneltian/ kajian
	15 hasil peneltian/ kajian
	15 hasil peneltian/ kajian
	20 hasil peneltian/ kajian
	PUSAT PENE-LITIAN DAN PE-NGEMBANGAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN OTONOMI

	
	otonomi daerah yang berkualitas
	2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
	-
	4 hasil FGD
	5 hasil FGD
	7 hasil FGD
	10 hasil FGD
	DAERAH

	
	
	3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	3. Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan
	Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang PUM dan Kependudukan yang 
	1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
	-


	10 hasil peneltian/ kajian
	15 hasil peneltian/ kajian
	15 hasil peneltian/ kajian
	20 hasil peneltian/ kajian
	PUSAT PENELI-TIAN DAN PE-NGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPEN-DUDUKAN

	
	berkualitas
	2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
	-
	4 hasil FGD
	5 hasil FGD
	7 hasil FGD
	10 hasil FGD
	

	
	
	3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang pemerintahan umum dan kependudukan
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
	Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan di bidang pemerintahan desa 
	1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
	-


	10 hasil peneltian/ kajian
	15 hasil peneltian/ kajian
	15 hasil peneltian/ kajian
	20 hasil peneltian/ kajian
	PUSAT PENELI-TIAN DAN PE-NGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEM-BERDAYAAN MASYARAKAT

	
	dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas
	2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
	-
	4 hasil FGD
	5 hasil FGD
	7 hasil FGD
	10 hasil FGD
	

	
	
	3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	5. Penelitian dan Pengembangan Bidang  Pembangunan dan Keuangan Daerah
	Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi di bidang pembangunan dan keuangan daerah yang berkualitas
	1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
	-
	10 hasil peneltian/ kajian
	15 hasil peneltian/ kajian
	15 hasil peneltian/ kajian
	20 hasil peneltian/ kajian
	PUSAT PENELI-TIAN DAN PE-NGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

	
	
	2. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang pembangunan dan keuangan daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
	-
	4 hasil FGD
	5 hasil FGD
	7 hasil FGD
	10 hasil FGD
	

	
	
	4. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang pembangunan dan keuangan daerah 
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	


BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	PROGRAM/KEGIATAN
	OUTPUT/OUTCOME
	INDIKATOR
	TARGET
	UNIT ORGANISASI PELAKSANA

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(5)
	(6)

	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	Meningkatnya jumlah alumni, kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
	1. Jumlah alumni diklat 
	11.000 alumni
	12.000 alumni
	13.000 alumni
	14.000 alumni
	15.000 alumni
	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	
	
	2. Persentase meningkatnya jumlah peserta sesuai dengan persyaratan diklat 
	-
	70%
	75%
	80%
	85%
	

	
	
	3. Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Substantif Pemda yang disusun.  (KK.8.8)
	40 NSPK
	90  NSPK
	130 NSPK
	165 NSPK
	190 NSPK (k)
	

	
	
	4. Jumlah naskah desain sistem diklat yang berbasis kompetensi  (KK 8.4)
	10 Naskah
	22 Naskah
	34 Naskah
	44 Naskah
	50 Naskah (k)
	

	
	
	5. Jumlah  modul kediklatan yang terstandar
	94 Modul
	154 Modul
	226  Modul
	298 Modul
	358 Modul (k)
	

	
	
	6. Persentase sarana dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan  
	60%
	70%
	80%
	85%
	90%
	

	
	
	7. Jumlah tenaga penyusun standar dan assesor kompetensi (KK  8.6)
	100 orang
	200 orang
	275 orang
	350 orang
	400 orang (k)
	

	
	
	8. Jumlah peta jabatan standar kompetensi dan peta kompetensi aparatur lembaga Diklat (KK.8.7)  
	22 Jabatan
	34 Jabatan
	34 Jabatan
	34 Jabatan
	34 Jabatan
	

	
	
	9. Jumlah lembaga Diklat yang dipetakan kapasitasnya (KK.8.5)
	5 Lembaga Diklat
	10 Lembaga Diklat
	28 Lembaga Diklat
	38 Lembaga Diklat
	-
	

	
	
	10. Jumlah lembaga diklat yang efektif (KK 8.9)
	-
	5 Lembaga Diklat
	10 Lembaga Diklat
	28 Lembaga Diklat
	38 Lembaga Diklat
	

	1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan
	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas      di lingkungan Badan Pendidikan dan 
	1. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	SEKRETARIAT BADAN DIKLAT

	
	Pelatihan.
	2. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan dan aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	3. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	4. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan dukungan teknis Badan Diklat
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	5. Persentase sarana dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan
	60%
	70%
	80%
	85%
	90%
	

	
	
	6. Jumlah lembaga Diklat yang dipetakan kapasitasnya (KK 8.5)
	5 lembaga Diklat
	10 lembaga Diklat
	28 lembaga Diklat
	38 lembaga Diklat
	-
	

	
	
	7. Jumlah lembaga Diklat yang efektif (KK 8.9)
	-
	5 lembaga Diklat
	10 lembaga Diklat
	28 lembaga Diklat
	38 lembaga Diklat
	

	
	
	8. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan
	75%
	75%
	80%
	85%
	85%
	

	2. Pendidikan dan Pelatihan 

Manajemen dan Kepemimpinan 
Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan manajemen dan pemerintahan daerah bagi aparat kemendagri dan pemerintahan daerah
	1. Jumlah angkatan diklat calon camat (PB)
	-


	-
	1 angkatan
	1 angkatan
	1 angkatan
	PUSAT DIKLAT MANAJEMEN 

	
	
	2. Jumlah angkatan Diklat camat  (PB)
	5 angkatan


	3 angkatan


	3 angkatan


	3 angkatan


	3 angkatan


	DAN KEPEMIMPINAN 

	
	
	3. Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda. (KK.8.8)
	9 NSPK
	13  NSPK
	9 NSPK
	7 NSPK
	6 NSPK 
	

	
	
	4. Jumlah  modul Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda
	25 Modul
	15 Modul
	18  Modul
	18 Modul
	15 Modul
	

	
	
	5. Jumlah angkatan Diklat penguatan pemerintahan dan politik bagi anggota DPRD, pejabat pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan dan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik dan Standar Pelayanan Minimal  (PB)
	25 angkatan
	19 angkatan
	22 angkatan
	25 angkatan
	28 angkatan
	

	
	
	6. Jumlah angkatan Diklat manajemen dan kepemimpinan Pemda Bidang Kader dan Kepemimpinan
	6 angkatan
	7 angkatan
	8 angkatan
	8 angkatan
	8 angkatan
	

	
	
	7. Jumlah angkatan  Orientasi Kepemimpinan dan Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (PB)
	1 angkatan
	6 angkatan
	2 angkatan
	6 angkatan
	1 angkatan
	

	
	
	8. Persentase kualitas penyelenggaraan diklat  Manajemen & Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
	-
	70%
	75%
	80%
	85%
	

	
	
	9. Jumlah calon praja IPDN, hasil seleksi pusat dan rintisan gelar pendidikan
	1500 orang
	1500 orang
	1500 orang
	1500 orang
	1500 orang
	

	
	
	10. Jumlah peserta orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD hasil pemilu 2014 (PB)
	-
	-
	-
	-
	3000 orang
	

	
	
	11. Jumlah Naskah Desain Sistem Diklat yang Berbasis Kompetensi (KK 8.4)
	-
	-
	3 Naskah
	5 Naskah
	5 Naskah
	

	3. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan 
Keuangan Daerah
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan 

Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah bagi aparat Kemendagri dan Pemda
	1. Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah. (KK.8.8)
	9 NSPK
	11  NSPK
	9 NSPK
	7 NSPK
	5 NSPK
	PUSAT DIKLAT MANAJEMEN PEMBANGUNAN, KEPENDUDUKAN DAN KEUANGAN

	
	
	2. Jumlah modul Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah
	25 modul
	15 modul
	18 modul
	18 modul
	15 modul
	DAERAH

	
	
	3. Jumlah angkatan Diklat Mana-jemen Pembangunan, Kepen-dudukan dan Keuangan Daerah
	23 angkatan


	54 angkatan


	54 angkatan
	54 angkatan
	54 angkatan
	

	
	
	4. Persentase kualitas penyelenggaraan diklat  Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan daerah
	-
	70%
	75%
	80%
	85%
	

	
	
	5. Jumlah Naskah Desain Sistem Diklat yang Berbasis Kompetensi

	-
	-
	3 Naskah
	5 Naskah
	5 Naskah
	

	4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural
dan Teknis
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan 

kediklatan Struktural dan Teknis bagi aparat Kemendagri dan Pemda
	1. Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Struktural dan Teknis. (KK.8.8)
	9 NSPK
	11  NSPK
	9 NSPK
	7 NSPK
	5 NSPK
	

	5. 
	
	2. Jumlah modul Diklat diklat  Struktural dan Teknis
	25 modul
	15 modul
	18 modul
	18 modul
	15 modul
	

	
	
	3. Jumlah angkatan Diklat Struktural dan Teknis
	25 angkatan
	30 angkatan
	35 angkatan
	40 angkatan
	45 angkatan
	

	
	
	4. Persentase kualitas penyelenggaraan diklat  Struktural dan Teknis
	-
	70%
	75%
	80%
	85%
	

	
	
	5. Jumlah angkatan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan
	5 angkatan
	5 angkatan
	5 angkatan
	5 angkatan
	5 angkatan
	

	
	
	6. Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pusat Diklat  Struktural dan Teknis
	1 dokumen
	1 dokumen
	1 dokumen
	1 dokumen
	1 dokumen
	

	
	
	7. Jumlah Naskah Desain Sistem Diklat yang Berbasis Kompetensi
	-
	-
	3 Naskah
	5 Naskah
	5 Naskah
	

	6. Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat
	Meningkatnya kualitas Pembinaan dan  penyelenggaraan kediklatan Jabatan Fungsional serta stardardisasi diklat
	1. Jumlah naskah Grand Strategy penyelenggaraan Diklat (PB)
	1 Naskah
	-
	-
	-
	-
	PUSAT DIKLAT PEMBINAAN JABATAN 

FUNGSIONAL DAN STANDARDISASI DIKLAT

	
	
	2. Jumlah laporan hasil sosialisasi Grand Strategy Penyelenggaraan Diklat (PB)
	-
	1 laporan
	-
	-
	-
	

	
	
	3. Jumlah Daerah Pelaksana  Grand Strategy Penyelenggaraan Diklat (PB)
	-
	33 provinsi
	33 provinsi
	33 provinsi
	33 provinsi
	

	
	
	4. Jumlah Norma, Standar, Prose-dur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat (KK.8.8)
	9 NSPK
	11  NSPK
	9 NSPK
	10 NSPK
	5 NSPK
	

	
	
	5. Jumlah modul Diklat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat
	15 modul
	11 modul
	14 modul
	14 modul
	11 modul
	

	
	
	6. Jumlah angkatan Diklat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat
	12 angkatan
	12 angkatan
	12 angkatan
	12 angkatan
	12 angkatan
	

	
	
	7. Persentase kualitas penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat
	-
	70%
	75%
	80%
	85%
	

	
	
	8. Jumlah Naskah Desain Sistem Diklat yang Berbasis Kompetensi
	10 Naskah
	22 Naskah
	3 Naskah
	5 Naskah
	5 Naskah
	

	
	
	9. Jumlah tenaga penyusun standar dan assesor kompetensi
	100 orang
	200 orang
	275 orang
	350 orang
	400 orang (k)
	

	
	
	10. Jumlah peta jabatan standar kompetensi dan peta kompetensi aparatur lembaga Diklat (KK.8.7)  
	22 Jabatan
	34 Jabatan
	34 Jabatan
	34 Jabatan
	34 Jabatan
	

	7. Pendidikan dan Pelatihan Regional
	Pemberian layanan dukungan administrasi dan pelayanan teknis lainnya pada Pusat Diklat kemendagri Regional serta peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan lingkup Pusat Diklat Kemendagri
	1. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu pada Pusat Diklat Kemendagri Regional
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	PUSAT DIKLAT KEMENDAGRI REGIONAL 

	
	
	2. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran pada Pusat Diklat Kemendagri Regional
	100% dokumen per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	100% dokumen per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	100% dokumen per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	100% dokumen per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	100% dokumen per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	

	
	
	3. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan dan aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP pada Pusat Diklat Kemendagri Regional  
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	

	
	
	4. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan dukungan teknis pada Pusat Diklat Kemendagri Regional  
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri
	

	
	
	5. Persentase sarana dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan  pada Pusat Diklat Kemendagri Regional  
	60% per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	70% per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	80% per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	85% per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	90% per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	

	
	
	6. Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat pada Pusat Diklat Kemendagri Regional (KK.8.8)
	1 NSPK per psat Diklat Kemendagri Regional
	1 NSPK per psat Diklat Kemendagri Regional
	1 NSPK per psat Diklat Kemendagri Regional
	1 NSPK per psat Diklat Kemendagri Regional
	1 NSPK per psat Diklat Kemendagri Regional
	

	
	
	7. Jumlah modul Diklat pada Pusat Diklat Kemendagri Regional
	1 modul per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	1 modul per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	1 modul per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	1 modul per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	1 modul per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	

	
	
	8. Jumlah angkatan Diklat pada Pusat Diklat Kemendagri Regional
	5 angkatan per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	6 angkatan per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	6 angkatan per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	7 angkatan per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	7 angkatan per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	

	
	
	9. Jumlah dokumen hasil Fasilitasi dan Koordinasi Program Rumpun Diklat pada Pusat Diklat  Kemendagri Regional
	2 dokumen

per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	2 dokumen

per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	2 dokumen

per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	2 dokumen

per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	2 dokumen

per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	

	
	
	10. Persentase kualitas penyelenggaraan Diklat pada Pusat Diklat Kemendagri Regional
	-
	70% per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	75% per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	80% per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	85% per Pusat Diklat Kemendagri Regional
	


II. KEBUTUHAN PENDANAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014 

	
	
	(Dalam Juta Rupiah)

	NO
	UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN
	ALOKASI

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A.
	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.
	PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	            105.500 
	            139.004 
	          187.421,8 
	143.704206.848
	            142.654231.131


	 
	 
	 a. 
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
	              48.945 
	              27.250 
	              30.521,8 
	35.513
	40.997

	 
	 
	 b. 
	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	               7.476 
	                16.630 
	               31.000 
	33.390
	36.060

	 
	 
	 c. 
	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 
	             12.336 
	             13.150 
	              22.850 
	17.460
	17.861

	 
	 
	 d. 
	Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
	             12.534 
	              34.365 
	              41.900 
	43.280
	44.119

	 
	 
	 e. 
	Fasilitasi Politik Dalam Negeri
	11.476 
	38.109 
	44.250 
	52.570
	47.495

	 
	 
	 f. 
	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi
	12.732 
	9.500 
	16.900 
	17.460
	17.861

	B.
	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 2. 
	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
	285.460 
	202.565 
	479.556,5 
	670.951 
	682.384,2 

	 
	 
	 a. 
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
	32.580 
	34.878 
	46.721,6 
	47.000
	54.000

	 
	 
	 b. 
	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah
	19.000 
	22.800 
	265.020 
	394.681,7
	396.181,7

	 
	 
	 c. 
	Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan
	189.720 
	67.728,8 
	89.094,9 
	123.200
	126.900

	 
	 
	 d. 
	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
	8.210 
	11.500 
	16.950 
	21.700
	23.700

	 
	 
	 e. 
	Pengembangan Kawasan dan Otorita
	7.500 
	16.500 
	20.800 
	23.200
	21.800

	 
	 
	 f. 
	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
	28.450 
	49.158,2 
	40.970 
	61.169,3
	59.805,5

	C.
	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 3. 
	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	             699.042 
	2.276.214 
	4.624.007,4
	300.973 
	115.973 

	 
	 
	a.
	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan
	53.883 
	55.311,2
	46.147,5 
	60.954
	61.273

	 
	 
	b.
	Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk
	9.067 
	9.998,4
	6.849 
	12.048
	9.500

	 
	 
	c.
	Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil
	5.686 
	6.791,1
	9.000 
	8.417
	7.000

	 
	 
	d.
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	24.808 
	25.924
	20.537 
	40.711
	30.000

	 
	 
	e.
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
	598.009 
	2.468.020
	4.531.569,9
	166.628
	-

	 
	 
	f.
	Penataan Kebijakan Perkembangan Kependudukan
	3.483 
	7.188,1
	4.807 
	5.948
	4.000

	 
	 
	g.
	Perencanaan Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
	4.105 
	5.179,2
	5.097 
	6.267
	4.200

	D.
	DITJEN OTONOMI DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 4. 
	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
	138.422,7 
	265.804,4 
	131.570 
	119.473,7 
	129.544,3 

	 
	 
	a.
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Otonomi Daerah
	28.816 
	40.134 
	49.077 
	49.077
	51.077

	 
	 
	b.
	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I  
	41.845,7 
	25.799,5 
	11.271,5
	13.138
	15.390

	 
	 
	c.
	Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD
	18.269,7 
	55.101 
	31.750
	17.078,7
	17.865

	 
	 
	d.
	Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga    
	12.249,6
	15.063
	11.000
	11.688
	12.917,3

	 
	 
	e.
	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
	33.646,6 
	115.500,4 
	17.200
	15.358
	16.905

	 
	 
	f.
	Penataan Urusan Pemerintah Daerah Lingkup II


	3.952,1 
	14.206,5 
	11.271,5
	13.136
	15.390

	E.
	DITJEN KEUANGAN DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 5. 
	PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
	66.521 
	61.100 
	86.304,6 
	7.900 94.935,06 
	104.428,57 

	 
	 
	a.
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
	24.691 
	27.120 
	31.714,6 
	37.935,06
	41.428,57

	 
	 
	b.
	Pembinaan Anggaran Daerah
	9.009 
	9.400 
	11.000 
	15.000
	16.500

	 
	 
	c.
	Pembinaan Pengelolaan  Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah
	12.791 
	10.000 
	13.250 
	16.500
	18.000

	 
	 
	d.
	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan
	7.873 
	6.500 
	14.502 
	12.000
	13.500

	 
	 
	e.
	Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
	12.157 
	8.080 
	15.838 
	13.500
	15.000

	F.
	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.
	BINA PEMBANGUNAN DAERAH 
	397.406 
	235.832,2 
	483.297,5 
	499.455 
	529.419 

	 
	 
	a.
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
	236.423 
	92.472 
	217.726,5 
	225.005,5


	238.505

	 
	 
	b.
	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	8.650 
	11.511 
	12.473 
	12.890
	13.663

	 
	 
	c.
	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu
	116.763 
	63.445,2 
	88.683 
	91.647,8
	97.146

	 
	 
	d.
	Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
	9.040 
	20.342 
	42.125 
	43.533,3
	46.145

	 
	 
	e.
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perkotaan
	14.480 
	22.773 
	34.139 
	35.280,4
	37.397

	 
	 
	f.
	Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah
	12.050 
	25.289 
	88.151 
	91.098
	96.563

	G.
	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7.
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	10.184.431 
	10.033.400 
	11.028.389 
	9.633.900 
	9.644.900 

	 
	 
	a.
	Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	115.015 
	80.500 
	91.212,2 
	124.190
	136.190

	 
	 
	b.
	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
	26.954 
	36.900 
	45.680 
	377.900
	345.900

	 
	 
	c.
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
	52.762 
	30.000 
	65.000 
	230.840
	228.400

	 
	 
	d.
	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)
	9.834.007 
	9.583.000 
	10.088.265,7 
	7.790.220
	7.656.210

	 
	 
	e.
	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
	43.327 
	30.300 
	450.001,1 
	487.250
	487.250

	 
	 
	f.
	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
	54.061 
	87.500 
	90.000 
	295.400
	422.850

	 
	 
	g.
	Fasilitasi pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
	30.889 
	155.800 
	162.950 
	250.700
	290.700

	 
	 
	h.
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa Lingkup Regional
	27.417 
	29.400 
	35.280 
	77.400
	77.400

	H.
	INSTITUT PEMERTINTAHAN DALAM NEGERI
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8.
	PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN
	182.198 
	269.466
	318.041,1
	356.536
	392.066

	 
	 
	a.
	Penyelenggaraan Akademik, Administrasi, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan
	26.863 
	35.680,7
	47.282,3
	49.394
	59.810

	 
	 
	b.
	Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan
	107.253 
	183.230
	166.075,8
	190.432
	209.422

	 
	 
	c.
	Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan, dan Kemahasiswaan 
	20.191 
	9.773,5
	10.996
	12.281
	13.538

	 
	 
	d.
	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah
	27.891 
	40.781,8
	93.688
	104,429
	114.776

	I.
	INSPEKTORAT JENDERAL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.
	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	43.903 
	43.835,8 
	52.499,5 
	52.424 
	55.776 

	 
	 
	a.
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya  Inspektorat Jenderal 
	27.975 
	26.924,3 
	32.137,5 
	28.760
	30.610

	 
	 
	b.
	Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I
	3.340 
	4.031 
	4.782 
	5.128
	5.685

	 
	 
	c.
	Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II
	3.358 
	3.309,7 
	4.124 
	5.332
	5.349

	 
	 
	d.
	Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III
	3.049 
	3.236,6 
	3.870 
	4.685
	4.677

	 
	 
	e.
	Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV
	3.190 
	3.425,4 
	4.241 
	4.672
	5.031

	 
	 
	f.
	Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus 
	2.991 
	2.908,8
	3.345 
	3.847
	4.424

	J.
	SEKRETARIAT JENDERAL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10.
	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
	164.966 
	217.065 
	243.295,3 
	240.198 
	253.554 

	 
	 
	a.
	Perencanaan Program dan Anggaran 
	14.893 
	16.386,1 
	18.000 
	19.638
	21.615

	 
	 
	b.
	Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan
	42.847 
	45.200,6 
	55.298,4 
	59.169
	63.311

	 
	 
	c.
	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 
	6.946 
	9.675 
	10.500 
	12.192
	12.797

	 
	 
	d.
	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan,  Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja 
	6.300 
	9.056 
	10.500 
	12.119
	12.645

	 
	 
	e.
	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum 
	9.049 
	8.562 
	8.500 
	8.701
	9.008

	 
	 
	f.
	Pengkajian Kebijakan Strategik

	6.500 
	8.577,8 
	9.500 
	10.135
	10.813

	 
	 
	g.
	Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri 
	5.070 
	5.960 
	25.500 
	7.989
	8.510

	 
	 
	h.
	Pengelolaan Penerangan
	6.258 
	6.350 
	7.500 
	7.989
	8.511

	 
	 
	i.
	Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi
	19.055 
	18.335,3 
	18.270,1 
	19.228
	20.191

	 
	 
	j.
	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset
	48.047 
	88.962,3 
	79.726,8 
	83.038
	86.153

	 
	11.
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	485.000 
	519.482 
	116.057,6 
	418.630 
	189.692 

	 
	 
	a.
	Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur 
	485.000 
	519.482 
	116.057,6 
	418.630 
	189.692 

	K.
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	30.245 
	35.101,8 
	55.337,5 
	60.871,25 
	70.001,938 

	 
	 
	a.
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan 
	19.495 
	22.101,8 
	38.837,5 
	42.721,25
	49.129,438

	 
	 
	b.
	Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan  
	2.150 
	3.250 
	4.125
	4.537,5
	5.218,125

	 
	 
	c.
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otda
	4.300
	3.250 
	4.125 
	4.537,5
	5.218,125

	 
	 
	d.
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan Daerah  
	2.150 
	3.250 
	4.125 
	4.537,5
	5.218,125

	 
	 
	e.
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

	2.150 
	3.250 
	4.125 
	4.537,5
	5.218,125

	L.
	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13.
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	131.633 
	153.727,1 
	186.187,5 
	275.133,2 
	275.153 

	 
	 
	a.
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan 
	38.117 
	37.062,8 
	68.609,8 
	131,371
	139,155



	 
	 
	b.
	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan daerah  
	12.129 
	21.902,4 
	17.647,1
	24,821
	32,740

	 
	 
	c.
	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah
	4.100 
	15.187,2 
	12.157,9
	13,462
	14,797

	 
	 
	d.
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis  
	4.757 
	9.820,5 
	12.725,2
	13,861
	14,999

	 
	 
	e.
	Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat
	3.530 
	5.930,2 
	10.857,5
	11,010
	12,099

	 
	 
	f.
	Pendidikan dan Pelatihan Regional
	69.001 
	63.824 
	64.190 
	80,609
	61,364

	T  O  T  A  L
	12.914.727,70
	14.452.597,30
	17.991.965,30
	12.930.328,21
	12.674.023,01
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